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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR 385.1/Kpts/RC.020/H/01/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN NOMOR 156.1/Kpts/RC.020/1/04/2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Kementerian Pertanian telah
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Nomor 156.1/Kpts/RC.020/
I/04/2016 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian Tahun 2015-2019;

b. bahwa untuk meningkatkan visi, misi, tujuan, sasaran
srategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan
penelitian dan pengembangan pertanian yang akan
dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanianlimatahunkedepanberdasarkananalisis strategis
atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan,
termasuk isu strategis terkini, perlu mengubah Keputusan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Nomor 156.1/Kpts/RC.020/ 1/04/2016 tentang Rencana
Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Tahun 2015-2019;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor
156.1/Kpts/RC.020/1/04/2016 tentang Rencana Strategis
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun
2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

" I Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian



Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);

8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011
tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 118);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015
tentang Kementerian Pertanian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
85);

12. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari
dan dalam Jabatan Pimpinan Madya di Lingkup
Kementerian Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/
Permentan /OT.010/8/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1243);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/
Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Pertanian.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NOMOR 156.1/Kpts/
RC.020/1/04/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TAHUN
2015-2019

Pasal I

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Nomor 156.1/Kpts/RC.020/
I[/04/2016 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Tahun 2015-2019 diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 November 2017
KEPALA BADAN,

TTD

MUHAMMAD SYAKIR
NIP. 195811171984031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Menteri Pertanian;

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

Kepala Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.
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Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019 Edisi Revisi

BAB I. PENDAHULUAN

Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
(Balitbangtan) menjadi semakin penting dan strategis sejalan dengan
agenda NAWA CITA (agenda prioritas kabinet kerja) yang secara tegas
mengamanatkan bahwa pembangunan pertanian lima tahun ke depan
diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut Undang
Undang tentang Pangan Nomor 18 tahun 2012, kedaulatan pangan
adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan
kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan
yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dengan demikian,
kedaulatan pangan dapat diterjemahkan dalam bentuk kemampuan
bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi
dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3)
melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha
pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan yang diawali
dengan pencapaian swasembada pangan, selanjutnya secara bertahap
diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas
untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, Kabinet
Kerja melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) percepatan swasembada
dan peningkatan produksi, yang dilaksanakan sejak akhir tahun 2014,
dan akan terus dilakukan dalam lima tahun ke depan. UPSUS percepatan
swasembada dan peningkatan produksi yang dilakukan meliputi:
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pertama, menggerakkan semua sumberdayayangada, sehingga berbagai
infrastruktur untuk menunjang peningkatan produksi pangan, terutama
irigasi dapat beroperasi secara optimal; kedua, menyempurnakan
berbagai sistem penyediaan dan distribusi sarana produksi (utamanya
benih dan pupuk), sehingga petani dapat memperolehnya dalam enam
tepat (waktu, jumlah, jenis, kualitas, tempat dan harga), dalam hal
ini salah satu upaya pemerintah adalah mengembangkan 1000 desa
mandiri benih; ketiga, menjadikan pencapaian swasembada menjadi
suatu gerakan bersama secara nasional, dengan melibatkan semua
pihak terkait dan semua pihak yang terlibat, mempunyai arah dan irama
gerakan yang sama, seperti melibatkan banyak pihak dan masyarakat
dalam upaya memperderas hasil-hasil penelitian pertanian ke lahan
petani; dan keempat, agar peningkatan produksi ini sejalan dengan
upaya peningkatan kesejahteraan petani, maka berbagai hal terkait
dengan stabilitas harga, skala usaha petanian dan peningkatan nilai
tambah juga mendapat perhatian yang seimbang.

Selain kedaulatan pangan, salah satu butir dari 9 Agenda Prioritas
atau NAWA CITA adalah “Meningkatkan produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar internasional”, yang dijabarkan dalam program
“Membangun sejumlah Taman Sains dan Teknologi (TST). Sebagai tindak
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lanjutnya, Kementerian Pertanian melalui Balitbangtan membangun
sejumlah Taman Sains Pertanian (TSP) dan Taman Teknologi Pertanian
(TTP) dengan semangat Science.Innovation.Networks.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang
semakin berat, serta capaian kinerja dalam periode 2010-2014,
maka Balitbangtan menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019
sebagaiacuan dan arahan bagi Unit Kerja di lingkup Balitbangtan dalam
merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan
pertanian periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, dan
sinergis, baik di dalam maupun antarsub-sektor terkait. Penyusunan
Renstra Balitbangtan mengacu kepada: 1) Undang Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2) NAWA CITA Kabinet Kerja 2015-2019, 3) Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, 4) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, 5) Strategi Induk
Pembangunan Pertanian 2015-2045, dan 6) Renstra Kementerian
Pertanian Tahun 2015-2019.

Secara umum, Renstra Balitbangtan berisikan uraian tentang
kondisi umum (struktur organisasi, sumberdaya penelitian, dan kinerja
2010-2014); potensi, permasalahan, dan tantangan; visi, misi, tujuan,
sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kerangka regulasi,
kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang
akan dilaksanakan oleh Balitbangtan selama lima tahun ke depan
(2015- 2019). Renstra ini juga merupakan acuan dalam melaksanakan
reformasi perencanaan dan penganggaran 2015-2019 yang menuntut
Balitbangtan merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka

- RN
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Penganggaran Berbasis Kinerja (performance-based budgeting) yang
dilengkapi dengan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK) sehingga
akuntabilitas pelaksanaan kegiatan beserta organisasinya dapat
dievaluasi secara berkala.

1.1. Kondisi Umum
1.1.1. Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merupakan salah
satu unit eselon | di Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 45 tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Balitbangtan
mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan,
dan inovasi dibidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
Balitbangtan menyelenggarakan berbagai fungsi, yaitu: (1) penyusunan
kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, dan
inovasidibidangpertanian, (2) pelaksanaan penelitian, pengembangan,
dan inovasi di bidang pertanian, (3) penyebaran hasil penelitian,
pengembangan, dan inovasi dibidang pertanian (4) pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan,
dan inovasi di bidang pertanian, serta (5) pelaksanaan administrasi
Balitbangtan, (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Struktur organisasi Balitbangtan disusun berdasarkan pendekatan

komoditas, bidang masalah, teknologi spesifik lokasi, dan pendekatan
hulu-hilir. Cakupan organisasi Balitbangtan meliputi: (1) Sekretariat,
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(2) Empat Puslitbang yang menangani litbang komoditas, (3) Dua
Pusat di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang
pembinaannya diserahkan kepada Balitbangtan. Mulai tahun 2017
kedua Pusat tersebut kembali di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian, (4) Tujuh Balai Besar yang menangani litbang
komoditas/bidang masalah, (5) Lima belas Balai Penelitian komoditas/
bidang masalah, (6) Tiga Loka Penelitian komoditas/bidang masalah,
(7) Tiga puluh satu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang
melaksanakan pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi,
(8) Dua Loka Pengkajian Teknologi Pertanian yang melaksanakan
pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi, serta (9) Satu
Balai yang berada di bawah Sekretariat, menangani alih teknologi
dan pemanfaatan teknologi bagi pembangunan pertanian nasional.
Struktur organisasi Balitbangtan disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balitbangtan

1.1.2. Sumberdaya
1.1.2.1. Sumberdaya Manusia (SDM)

Balitbangtan memiliki 66 UK/UPT dengan jumlah pegawai pada
tahun 2015 sejumlah 7.525 orang yang terdiri atas 3.016 tenaga
fungsional tertentu (40,08%) dan 4.509 tenaga non fungsional umum
(59,92%). Proporsi tenaga fungsional tertentu dan fungsional umum
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yang ada saat ini belum ideal bagi Balitbangtan ditinjau dari peran dan
fungsinya sebagai penghasil inovasi. Kondisi ideal yang diharapkan
adalah lebih dari 60% pegawai merupakan tenaga fungsional.

Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi SDM Balitbangtan
tahun 2015 terdiri atas 3.923 pegawai (52,14%) berpendidikan < S1;
1.951 pegawai (25,92%) berpendidikan S1; 1.147 pegawai (15,24%)
berpendidikan S2; dan 504 pegawai (6,70%) berpendidikan S3.
Perkembangan SDM Balitbangtan berdasarkan jenjang pendidikan
pada tahun 2011 s.d. 2015 disajikan dalam Tabel 1 dan berdasarkan
jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Perkembangan SDM Balitbangtan berdasarkan tingkat pendidikan

2011 - 2015
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 S3 384 397 441 473 504
2 S2 1.133 1.100 1.088 1.118 1.147
3 S1 2.076 2.010 1.969 1.928 1.951
4 <S1 4.558 4.273 4.415 3.935 3.923
Jumlah 8.151 7.780 7.643 7.454 7.525

Sumber: Sekretariat Balitbangtan (2016) |

Tabel 2. Perkembangan tenaga fungsional Balitbangtan 2011 - 2015

Rumpun Fungsional 2011 2012 2013 2014
1 | Peneliti 1.644 1.628 1.650 1.780 1.859
2 | Perekayasa 31 37 41 40 40
3 | Penyuluh 229 227 249 291 330
4 | Teknisi Litkayasa 540 529 587 549 590
5 | Pustakawan 81 88 90 98 99
6 | Pranata Komputer 7 6 10 11
7 | Statistisi 2 2 2 2 2
8 | Perencana 2 2 2 2 2
9 | Analis Kepegawaian 3 5 11 14 15
10 | Pranata Humas 3 3 9 15 20
11 | Arsiparis 27 27 31 43 48
12 | Fungsional Umum 5.582 5.226 4.963 4.610 4.509

Sumber: Sekretariat Balitbangtan (2016)
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Dalam kurun waktu 2011 s.d. 2015 jumlah pegawai Balitbangtan
cenderung menurun karena berkurangnya jumlah SDM berpendidikan
non sarjana (<S1), sedangkan jumlah SDM berpendidikan S2 dan S3
cenderung meningkat (Tabel 1). Di sisi lain, jumlah tenaga fungsional
pendukung menurun drastis, dari 8.151 orang pada tahun 2011
menjadi 7.525 orang pada tahun 2015 (Tabel 2) Hal ini disebabkan
oleh penerimaan pegawai yang makin terbatas (zero growth) dan
sentralistik.

Sebagai institusi penelitian dan pengembangan, Balitbangtan
mengembangkan bidang kepakaran peneliti yang selaras dengan
ketentuan LIPI yang diharapkan dapat berperan aktif dalam percepatan
pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian untuk kurun
waktu 2015-2019, dengan 32 bidang kepakaran. Ke depan, bidang
kepakaran yang dikembangkan difokuskan pada bidang kepakaran
sebagai manifestasi dari kompetensi dan kredibilitas lembaga sekaligus
sebagai jaminan perkembangan karier SDM, khususnya peneliti yang
menekuninya.

Hingga tahun 2015, Balitbangtan mempunyai 123 Profesor Riset
sebagai jenjang tertinggi jabatan fungsional peneliti, dengan 40
bidang kepakaran. Hal ini menunjukkan Balitbangtan sebagai institusi
penggerak penelitian dan pengembangan pertanian di Indonesia telah
ditunjang oleh kompetensi SDM yang cukup memadai. Sementara
itu, proyeksi SDM Balitbangtan yang akan memasuki usia pensiun
dari tahun 2013 hingga 2016 berjumlah 1.351 orang. Hal tersebut
perlu mendapat perhatian dan pertimbangan dalam merancang
pola penerimaan dan pengembangan kompetensi SDM mendukung
pelaksanaan Renstra Balitbangtan. Sebaran jumlah SDM antar Satker
(UK/UPT) sangat beragam, baik jumlah maupun jenjang pendidikan.
Selain itu jenis dan beban tugas antar Satker (UK/UPT) tidak sama.
Sebaran SDM yang tidak seimbang antar menjadi salah satu penyebab
kurang efektifnya pelaksanaan tugas Balitbangtan secara keseluruhan.

Balitbangtan telah melakukan beberapa upaya pengembangan
SDM melalui: a) Rekruitmen secara terpusat, b) Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat), c) Detasering dan Magang, serta d) Pembinaan
Internal (supervisi senior junior, pengembangan suasana ilmiah).
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Pengembangan SDM Balitbangtan ke depan dibagi dalam tiga tahapan,
yaitu periode 2015-2019, 2020-2029, dan 2030-2050. Hal ini mutlak
diperlukan mengingat makin beratnya tugas, wewenang dan tanggung
jawab yang harus diemban dalam pembangunan pertanian nasional.

Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam: i)
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan
PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 tahun 2002, ii),
PP nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah
diubah dengan PP nomor 54 tahun 2003, iii), PP nomor 100 tahun 2000
tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana
telah diubah dengan PP nomor 13 tahun 2000. Upaya peningkatan
kompetensi SDM lingkup Balitbangtan dalam periode 2011-2015
antara lain melalui pengiriman petugas belajar ke program D3, S1, S2,
dan S3, baik di dalam maupun luar negeri sebanyak 426 orang, dengan
rincian pada Tabel 3.

Tabel 3. Petugas belajar Balitbangtan dalam dan luar negeri tahun 2011-2015

Program 2011 2012 2013 2014 2015
Dalam Negeri 74 58 65 57 52 306
Luar Negeri 7 11 27 47 28 120
Jumlah 81 69 92 104 80 426

Sumber: Sekretariat Balitbangtan (2016) |

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 dinyatakan bahwa reformasi birokrasi bertujuan
untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan
bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi,
dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,
meliputi area organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan,
SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta
pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Salah
satu area perubahan adalah SDM aparatur agar menjadi aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, cakap, profesional, berkinerja tinggi,
dan sejahtera. Untuk merealisasi sasaran reformasi birokrasi tentu
diperlukan program diklat bagi SDM aparatur.
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Pengembangan SDM Balitbangtan harus selaras dengan isu strategis
pembangunan pertanian dan peningkatan performa reformasi birokrasi.
Hasil analisis dan sintesis melalui Model Dinamis atas data dan informasi
berkenaan dengan isu tersebut diarahkan untuk menentukan jumlah
dan kualifikasi SDM yang diperlukan Balitbangtan hingga tahun 2019.

1.1.2.2. Sumberdaya Sarana-Prasarana

Dalam kurun waktu 2015-2019, Balitbangtan mencanangkan diri
sebagai lembaga litbang acuan yang terkemuka dalam pengembangan
bioindustri pertanian untuk menjawab isu global sektor pertanian.
Selain melibatkan SDM kompeten, perwujudan visi tersebut harus
didukung oleh sarana dan prasarana modern. Fokus pengembangan
sarana dan prasarana dalam periode 2015-2019 mencakup (1)
laboratorium, (2) kebun percobaan, (3) unit pengelola benih sumber
(UPBS), serta (4) perpustakaan digital dan teknologi informasi.

1.1.2.3. Sumberdaya Laboratorium

Fungsi Laboratorium di UK/UPT lingkup Balitbangtan adalah
menghasilkan data dan informasi yang sahih (accurate dan precise)
tentang objek penelitian dan pengembangan pertanian. Balitbangtan
harus mampu memberikan jaminan mutu bagi data hasil penelitian
dan pengembangan  serta
mendapatkan pengakuan secara
nasional dan internasional
melalui proses  akreditasi/ ®
sertifikasi dengan penerapan
Good Laboratory  Practices
(GLP) dan Quality Management I.f Q
System  (QMS).  Akreditasi/ F;;"
sertifikasi mengacu pada ISO/IEC D ] !

17025:2005 (GLP) dan ISO 9001:
2008 (QMS).

Balitbangtan saatinimemiliki §
169 laboratorium yang tersebar
di UK/UPT, 45 laboratorium
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diantaranya telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2005 dan 6 laboratorium
sedang dalam proses akreditasi, dan 118 laboratorium belum
terakreditasi yaitu laboratorium baru yang terdiri dari laboratorium
Bank Gen, Biologi Molekuler, Virologi, Fitopatologi, Ekofisiologi, Gas
Rumah kaca, Pengujian Alsintan, Analisis dan Uji Tanah dan lain-lain.

Pada periode 2015-2019, setiap UK/UPT lingkup Balitbangtan
harus menyusun strategi pengembangan laboratorium yang mencakup
jenis, ruang lingkup, dan akreditasinya dengan mempertimbangkan
kompetensi SDM yang akan menanganinya.

1.1.2.4. Kebun Percobaan

Kebun Percobaan (KP) sebagai media atau lokalita pelaksanaan
penelitian dan pengembangan berperan penting dalam mendukung
pelaksanaan tupoksi masing-masing UK/UPT. Kebun Percobaan
dituntut untuk dapat menghasilkan data dan informasi hasil penelitian
dan pengembangan pertanian yang sahih. KP di lingkup Balitbangtan
merepresentasikan kondisi agroekosistem nusantara sebagaimana
disajikan dalam Tabel 4 dan Tabel 5. Hingga saat ini, penggunaan KP
belum maksimal, baru sekitar <45%, antara lain digunakan untuk lahan
penelitian dan pengkajian, koleksi plasma nutfah, produksi benih
sumber, show window teknologi, kebun produksi dan model agribisnis,
diversifikasi dan ketahanan pangan, dan media pendidikan/media
agrowidya wisata/ecopark.
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Tabel 4. Distribusi Luas Kebun Percobaan (KP) di lingkup Balitbangtan menurut
Agroekosistem

No Agroekosistem Luas KP (ha)

1 Lahan Irigasi 861,23
2 Tadah Hujan 425,88
3 Lahan Kering 2.877,93
4 Lahan Rawa/Lebak 204,10
5 Lahan Pasang Surut 152,54
6 Lahan Lain-Lain 156,76

Total 4.678,44

Tabel 5. Distribusi luas Kebun Percobaan (KP) dilingkup Balitbangtan

No UK/UPT Jumlah KP Luas KP (ha)
1 | Puslitbang Tanaman Pangan 12 908,99
2 | Puslitbang Hortikultura 16 354,04
3 | Puslitbang Perkebunan 19 786,78
4 | Puslitbang Peternakan 10 152,86
5 BBSDLP 7 210,60
6 | BB Mektan 1 35,00
7 BB Biogen 3 16,83
8 | BBP2TP 54 2.213,34
Total 122 4.678,44

1.1.2.5. Unit Pengelola Benih Sumber

Unit pengelola benih sumber (UPBS) merupakan unit atau instalasi
UK/UPT yang berfungsi untuk menyiapkan logistik bagi diseminasi dan
pengembangan varietas/klon/ras unggul/adaptif spesifik lokasi berupa
benih (sexual propagule) varietas unggul tanaman, bibit (vegetative
propagule) varietas unggul tanaman, atau bibit (anak) ternak. Oleh
sebab itu, UPBS menghasilkan benih tanaman, bibit tanaman berupa
stek, umbi atau rhizome, dan sebagian lainnya menghasilkan bibit
ternak, misalnya Day Old Chick (DOC).

Tugas utama UPBS adalah: (1) memproduksi benih sumber, (2)
menjadi media diseminasi Varieas Unggul Baru (VUB) atau Varietas
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Unggul Adaptif (VUA) melalui sistem Perbenihan Formal (dengan sistem
jaminan mutu formal) dan sistem Perbenihan Informal (tanpa sistem
jaminan mutu formal), (3) maintenance benih acuan/reference seed
untuk fasilitasi jaminan mutu dalam sistem perbenihan, (4) membina
penangkar/produsen benih, serta (5) mengelola cadangan benih nasional
(antisipasi bencana dan eskplosi OPT, terutama untuk UPBS-BPTP.

UPBS dikembangkan dengan menerapkan sistem manajemen
mutu berbasis I1ISO 9001 yang mencakup penetapan organisasi,
tanggung jawab dan wewenang, manajemen sumberdaya, realisasi
fungsi-fungsi UPBS, evaluasi dan peningkatan kesesuaian kinerja UPBS
dengan persyaratan yang ditetapkan secara berkelanjutan. Hingga
saat ini sudah terbentuk 52 UPBS (18 di Balit, 34 di BPTP), dengan
kondisi yang beragam, tetapi sebagian UPBS di Balit sudah memiliki
fasilitas yang sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu
dengan ISO 9001. Sebagian UPBS lainnya menerapkan sertifikasi benih
berdasarkan OECD Scheme for seed certification dengan BPSB sebagai
designated authority yang melakukan pengawasan mutu selama
proses produksi, pengolahan, dan distribusi benih. Sistem manajemen
dalam pengadaan sarana dan prasarana (sarpras), pemanfaatan dan
pengembangan UPBS umumnya sesuai dengan persyaratan regulasi,
antara lain Perpres Nomor. 54/2010 dan 70/2012 dan Pedum UPBS.

Bentuk produk (benih sumber) yang dikelola UPBS lingkup
Balitbangtan sangat beragam, antara lain benih sumber dalam bentuk
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biji (true seed) atau benih generatif atau sexual propagules (padi,
jagung, kedelai), benih vegetatif (vegetative propagules) seperti ubi
kayu, jeruk, tanaman hias, kentang, dan dalam bentuk anak ternak
atau telur.

1.1.2.6. Teknologi Informasi dan Perpustakaan Digital

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat strategis dalam
menentukan kesuksesan pencapaian visi dan misi institusi. Hingga
saat ini, implementasi TIK masih terbatas pada situs web dan surat
elektronik (e-mail).

1.1.2.6.1. Teknologi Informasi

Pencapaian Visi dan Misi Balitbangtan sebagai lembaga litbang
terkemuka pada tahun 2019 harus ditunjang oleh penyedian dan
kemampuan sarana prasarana di bidang TIK. Kondisi TIK lingkup
Balitbangtan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur TIK telah dilengkapi dengan pembangunan fasilitas
pusat data menggunakan teknologi cloud computing (kapasitas
50 tera), dan jaringan virtual private network (VPN) di Kantor
Pusat Balitbangtan. Jaringan VPN ini akan terhubung ke seluruh
UK/UPT lingkup Balitbangtan,

2. Fasilitas komputasi seperti komputer (desktop
dan laptop) dan LAN tersedia hampir di
seluruh  UK/UPT, namun dengan jumlah,
kondisi, dan kapasitas yang beragam,

3. Aplikasi TIK telah dibangun baik secara
sentral di Kantor Pusat Balitbangtan maupun
dibangun oleh UK/UPT sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing. Pengembangan
aplikasi TIK umumnya dikembangkan sesuai
dengan tren yaitu berbasis situs web (on-line)
namun ada pula yang bersifat desktop sesuai
dengan kebutuhan,

4. SDM dan Manajemen: Master Plan TIK
lingkup Balitbangtan sedang dalam proses
pembaruan, sistem pengelolaan dan petugas
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TIK di masing-masing UK/UPT sudah menjadi bagian dari tupoksi
dan organisasi yang didukung oleh SK masing-masing Kepala
UK/UPT. Jumlah dan jenis anggaran yang disediakan untuk
pengembangan dan pengelolaan TIK di UK/UPT masih beragam,

5. Setiap tahun diselenggarakan temu teknis dan temu koordinasi
pengelola TIK dengan pembinaan/pendampingan oleh Pustaka
dan institusi lainnya yang kompeten,

6. Perlindungan data (data security) mulai dibangun dan
dikembangkan, namun sebagian besar belum dilengkapi dengan
prosedur perlindungan dan backup data yang baku.

1.1.2.6.2. Perpustakaan Digital

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai pemberi akses,
penyimpan, pelestari, dan sekaligus sebagai penghasil informasi.
Perpustakaan juga merupakan bagian penting dalam proses
diseminasi dan publikasi serta sumber informasi bagi lembaga lain
(public). Perpustakaan digital lebih menguntungkan karena (1)
institusi dapat berbagi koleksi digital, (2) mengurangi kebutuhan
terhadap bahan cetak pada tingkat lokal, (3) meningkatkan akses
elektronik, dan (4) mengurangibiaya berkaitan dengan pemeliharaan
dan penyampaiannya.

Perubahan sikap masyarakat terhadap
pentingnya pemanfaatan TIK dalam kehidupan
sehari-hari, telah mengubah pola pemanfaatan
perpustakaan dari kebiasaan berkunjung ke
perpustakaan beralih menjadi pemanfaatan
koleksi digital yang dapat diakses dari manapun.
Untuk menjawab tantangan tersebut maka
~ proses pengadaan, pengolahan, dan penyebaran
. koleksi perpustakaan di Pusat Perpustakaan
dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka)
secara bertahap dialihkan kepada format digital.
Pada saat ini, sistem pelayanan informasi telah
dilaksanakan dalam bentuk digital. Namun,
periode transisi ini harus mendapat kawalan agar
pengelolaan informasi secara digital benar-benar
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e § AR A
dilaksanakan dengan sempurna, di-backup dengan ketersediaan
dokumen yang lengkap sehingga konten/materi informasi dapat
terintegrasi dengan baik ke dalam sistem layanan informasi. Secara
ringkas kondisi perpustakaan digital adalah sebagai berikut :

a. Perpustakaan digital telah dibangun di 65 UK/UPT dengan
kondisi beragam,

b. Infrastruktur perpustakaan digital meliputi komputer, scanner,
server lokal dan jaringan komputer telah tersedia dengan
kondisi beragam,

c. Database koleksi elektronis perpustakaan yang dilanggan
melalui Pustaka yaitu empat database online (ScienceDirect,
Springer, e-journal dan e-book) dan database offline The
Essential Electronic Agriculturral Library (TEEAL).

d. Layanan vyang diberikan langsung dan tidak langsung.
Layanan langsung diberikan kepada pengguna yang datang ke
perpustakaan, sedangkan layanan tidak langsung diberikan
melalui email, fax, telp, dan website

e. SDM dan Manajemen: Master Plan Pengembangan
Perpustakaan Digital telah disusun dan berlaku hingga 2012 dan
perlu diperbarui. Sumber daya manusia perpustakaan di UK/
UPT terdiri dari pustakawan dan petugas perpustakaan dengan
jumlah dan kualifikasi yang sangat beragam, mulai 1-6 orang
staf, dengan anggaran (untuk pengadaan koleksi, dan kegiatan)
di yang juga beragam.

1.1.3. Anggaran

Penganggaran Balitbangtan mengikuti Undang-Undang Nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan pendekatan
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penganggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran
jangka menengah (medium term expenditure framework), dan
penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).
Anggaran Balitbangtan selama lima tahun terakhir mengalami
peningkatan rata-rata 15,70% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa
peran dan posisi Balitbangtan semakin penting dalam mendukung
keberhasilan program-program Kementan dan pencapaian arah
program pembangunan pertanian. Kecuali pada tahun 2014 sebesar
Rp. 1.582 miliar lebih rendah dari pada tahun 2013 sebesar Rp.
1.746 triliun. Penurunan anggaran tersebut disebabkan adanya
kebijakan pemerintah melakukan penghematan alokasi anggaran
di Kementerian/Lembaga sebesar Rp 100 Triliun yang ditetapkan
melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2014, sehingga juga berdampak
pada penurunan anggaran Balitbangtan pada tahun 2014. Pada
tahun 2015 Balitbangtan mendapat anggaran sebesar Rp. 1.876
miliar meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan anggaran pada
tahun 2010 sebesar Rp. 944 miliar. Perkembangan anggaran lingkup
Balitbangtan per jenis biaya dalam lima tahun terakhir disajikan pada
Gambar 2. Setiap tahunnnya Balitbangtan mengalokasikan anggaran
terbesar pada jenis belanja modal, diikuti belanja non opersional,
belanja operasional, dan belanja gaji. Sejak tahun 2013, anggaran
rupiah murni pendamping Balitbangtan mengalami peningkatan, hal
ini disebabkan oleh pelaksanaan program SMARTD. Perkembangan
anggaran menurut sumber pembiayaan disajikan pada Tabel 6

4.000,00 TTAET0 1.876,65
3.500,00 1.582,65
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00

500,00 —_—————————— —3

1.147,10
944,59

2010 2011 2012 2013 2014 2015
==@-=Belanja Gaji ==@==Belanja Operasional Belanja Non Oprs
Belanja Modal «=@==Total

Gambar 2. Perkembangan Anggaran Balitbangtan 2010 - 2015 (Rp. Milyar)
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Tabel 6. Perkembangan anggaran Balitbangtan tahun 2010-2015 per sumber biaya

(Rp. Miliar)

Tahun Murni . PNBP Hibah .

(RM) Pendamping Negeri

(RMP) (PLN)
1 2010 922,14 2,44 6,11 - 13,90 944,59
2 2011 | 1.075,42 4,62 9,53 43,64 13,90 1.147,10
3 2012 | 1.223,21 3,02 10,30 17,67 34,42 1.288,62
4 2013 | 1.579,24 21,92 11,46 24,51 109,58 1.746,70
5 2014 | 1.260,31 28,05 12,84 22,24 259,21 1.582,65
6 2015 | 1.678,47 30,13 16,81 9,39 141,85 1.876,65

1.1.4. Tata Kelola

Tugas dan fungsi UK/UPT lingkup Balitbangtan harus dilaksanakan
secara ekonomis, efektif, efisien, dan tertib, serta taat terhadap
peraturan perundangan vyang berlaku (3E+2T). Keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan pembangunan
pertanian dipengaruhi oleh pengendalian iternal secara holistik dan
andal. Hal ini selaras dengan pasal 58 Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa dalam rangka
meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan
pemerintahan secara menyeluruh. Untuk melaksanakan ketentuan
tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP).

UK dan UPT lingkup Balitbangtan yang mengelola anggaran
mandiri wajib melaksanakan SPI, meliputi lima unsur, yaitu: 1)
lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian;
4) informasi dan komunikasi; dan 5) pemantauan. Penerapan unsur-
unsur SPI tersebut harus dilaksanakan secara terus menerus, integral,
dan tidak terpisahkan dari kegiatan UK/UPT. Oleh karena itu, setiap
UK/UPT wajib membentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Internal
(Satlak PI) untuk membantu pimpinan dalam mencapai tujuan dan
sasaran organisasi. Selain itu, untuk mengukur indikator kinerja utama
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(IKU), Balitbangtan mencanangkan sistem pengendalian kinerja litbang
dengan mengharuskan setiap UK/UPT menyusun Pedoman Manajemen
Operasional (PMO) yang berisi uraian kegiatan utama serta target dan
realisasi pencapaian sasarannya secara reguler pada setiap triwulan.

1.1.5. Kinerja Balitbangtan 2010-2014

Mengacu pada sasaran strategis Renstra
Balitbangtan 2010-2014 dan sebagai basis dalam
proses perencanaan kegiatan ke depan, telah
dihasilkan berbagai produk inovasi pertanian.
Produk inovasi ini mencakup varietas unggul
baru, teknologi, model, data dan informasi, dan
- rekomendasi kebijakan. Secara keseluruhan
inovasi tersebut berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan, sumber daya lahan dan lingkungan,
bioteknologi dan sumberdaya genetika, mekanisasi, pascapanen,
pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi, sosial
ekonomi dan penyebaran inovasi teknologi.

1.1.5.1. Litbang Tanaman Pangan

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi melalui swasembada
pangan (padi, jagung, dan kedelai) dan diversifikasi pangan merupakan
satu dari empat target sukses Kementerian Pertanian pada periode
2010-2014, yang didukung oleh upaya peningkatan ketersediaan
produksi pangan dalam negeri. Litbang tanaman pangan pada 2010-
2014 bertujuan untuk menghasilkan teknologi proteksi tanaman untuk
mengamankan luas panen dan peningkatan produktivitas melalui
perbaikan genetik dan menajemen pengelolaan tanaman.

Pada periode 2010-2014 telah dilakukan perbaikan komponen
teknologi PTT untuk penyediaan benih sumber bagi penyebaran
varietas. Kegiatan ini mendukung peningkatan produktivitas sesuai
dinamika perubahan lingkungan melalui penciptaan varietas unggul
baru (VUB), dengan perbaikan genetik dan perbaikan manajemen
pengelolaan tanaman, yang meliputi teknologi budi daya, panen,
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dan pascapanen primer. Selama periode 2010-2014 telah dilepas 91
VUB tanaman padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.
Komponen teknologi budi daya, panen dan pascapanen primer yang
dihasilkan sebanyak 84 jenis teknologi.

Selama tahun 2012 lima VUB padi, yaitu Ciherang, Mekongga,
Ciliwung, Cigeulis, dan IR64 masih mendominasi yang ditanam petani.
Sisanya (20,51%) VUB lainnya termasuk Inpari 13 dan varietas lokal
(13,6%). Ciherang dominan di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,
dan Sulawesi, sedangkan IR 64 di Maluku dan Papua. Proporsi adopsi VUB
padi mencapai 86,4% dari 12 juta ha areal panen dengan peningkatan
produktivitas 0,5-1,0 t/ha. Bila harga gabah Rp. 4.000 per kg, maka nilai
kontribusi inovasi VUB padi mencapai Rp. 21,8-41,6 trilyun.

Proporsi adopsi VUB jagung hasil pemuliaan Balitbangtan 58,03%
dari 4 juta ha luas areal panen dengan peningkatan produktivitas 1,0
t/ha. Penggunaan VUB Kedelai dimonopoli oleh hasil Balitbangtan
seperti varietas Anjasmoro, Wilis, Grobogan, Orba, dan Baluran
dengan luasan adopsi 66,67% areal panen kedelai pada tahun 2012.
Anjasmoro dominan di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Nusa Tenggara,
sedangkan Wilis di Jawa dan Orba di Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Dengan peningkatan produktivitas 0,5 ton/ha dan harga kedelai Rp.
6.000 per kg, maka nilai kontribusi VUB Balitbangtan mencapai Rp. 1,64
trilyun. Berdasarkan hasil penelitian di Indonesia, Filipina, Thailand,
Vietnam, dan India diketahui bahwa hasil panen padi dari penerapan
pengelolaan hara spesifik lokasi (PHSL) 400 kg/ha/musim tanam (MT)
berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan Rp. 2.000.000/ha/
MT dengan asumsi harga gabah Rp. 5.000/kg.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | 21



BAB |. PENDAHULUAN

Pada periode 2010-2014 telah dilaksanakan: (1) SLPTT Padi seluas
2,5 juta ha, 2,78 juta ha, 3,5 juta ha dan 2,99 juta ha; (2) SL-PTT jagung
berturut-turut seluas 0,15 juta ha, 0,10 juta ha, 0,20 juta ha dan 0,26
juta ha; (3) SL-PTT kedelai seluas 0, 25 juta ha, 0,20 juta ha, 0,35 juta
ha dan 0,46 juta ha. Rata-rata peningkatan produktivitas padi, jagung
dan kedelai secara berurutan 0,75 t/ha, 2 t/ha dan 0,4 t/ ha sehingga
diperoleh tambahan produksi padi 1,5-2,25 juta ton gabah kering giling
(GKG), jagung 0,3-0,52 juta ton jagung pipilan kering, dan kedelai 0,1-
0,18 juta ton biji kedelai.

1.1.5.2. Litbang Hortikultura

Isu strategis litbang hortikultura adalah neraca perdagangan
komoditas hortikultura yang masih defisit. Artinya Indonesia
merupakan net importir karena beberapa faktor di luar aspek
budidaya, seperti elastisitas permintaan produk, perubahan preferensi
konsumen, kebijakan bea-cukai, regulasi di bidang tarif, belum adanya
pemberlakuan kuota impor, dan pemberlakuan Free Trade Areas. Pada
tahun 2010-2014 telah dihasilkan berbagai inovasi seperti teknologi
untuk peningkatan produktivitas, mutu hasil, daya saing dan nilai
tambah, sosial ekonomi dan kegiatan penyebaran inovasi teknologi,
serta efisiensi penggunaan sumberdaya untuk memecahkan berbagai
masalah yang timbul.
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Litbang hortikultura telah menghasilkan berbagai teknologi
inovatif, antara lain kentang toleran suhu tinggi dan bawang merah
produksi tinggi, buah tropika (manggis dan durian) berbiji kecil (small
seeds), serta jeruk dan buah subtropika berbiji sedikit (seedless),
tanaman hias (krisan dan anggrek) novelty dan toleran hama penyakit
utama, benih sumber berkualitas, harga murah, toleran penyakit, dan
beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim (bawang merah,
kentang, durian, manggis, jeruk, krisan dan anggrek). Selama tahun
2010-2014 telah dihasilkan 113 VUB hortikultura (87 tanaman hias, 21
sayur, tiga buah dan dua jeruk dan buah subtropika), dan 65 teknologi
budidaya hortikultura terdiri atas 16 teknologi komoditas sayuran, 27
teknologi komoditas buah, dan 22 teknologi tanaman hias.

Pengembangan VUB dan teknologi hortikultura didukung dengan
penyediaan logistik benih sumber kentang 332.021 GO, benih sumber
bawang merah dan sayuran lain 88.903 kg, benih sumber buah tropika
72.100 tanaman, benih sumber jeruk dan buah subtropika 24.439
tanaman, benih sumber krisan 2.088.803 stek, benih sumber anggrek
dan tanaman hias lain 147.464 plantlet, dan 9.638 aksesi sumberdaya
genetik hortikultura.

VUB yang memiliki keunggulan khusus dan berpotensi untuk
diadopsi secara luas adalah tiga VUB kentang (Kastanum, Vernei,
Andina), empat VUB Bawang Merah (Pikatan, Pancasona, Trisula,
Mentes) dan tiga VUB Cabai (Lingga, Ciko, Kencana). VUB tanaman
buah yang cukup banyak diminati masyarakat adalah Salak Sari Kampar
dan Pepaya Merah Delima. Sementara itu, VUB tanaman hias yang
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sudah banyak beredar adalah Sasikirana, Kusumaswasti (tipe standar),
Ratnahapsari, dan Kusumapatria (tipe spray).

Beberapa teknologi budidaya unggulan hortikultura ramah
lingkungan yang dihasilkan adalah teknologi produksi cabai merah
dengan ”netting house”, prototipe formulasi biofungisida untuk
mengendalikan penyakit layu fusarium, teknik pemuliaan, perbaikan
kultur praktis dan pemanfaatan bahan organik mendukung
peningkatan produksi mangga, teknologi optimasi media perbanyakan
benih anggrek phalaenopsis, teknologi mikropropagasi stroberi untuk
penyediaan bibit bebas penyakit, teknologi perbaikan mutu buah
jeruk, dan teknologi produksi benih anggrek phalaenopsis.

1.1.5.3. Litbang Perkebunan

Litbang perkebunan tahun 2010-2014 fokus pada upaya
mendukung dua program strategis Kementrian Pertanian: (1)
pencapaian swasembada gula, (2) nilai tambah, daya saing, dan meng-
counter kampanye hitam/negatif yang berkaitan dengan lingkungan
dan kesehatan. Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi penyediaan
benih sumber tebu hasil kultur jaringan, penelitian peningkatan
produktivitas tebu, peningkatan produktivitas dan diversifikasi
komoditas perkebunan lainnya melalui perakitan dan penyiapan
bahan tanaman unggul dan teknologi budidaya pendukung serta Good
Agricultural Practice (GAP) untuk memenuhi standar kualitas produk
olahan komoditas perkebunan. Sesuai dengan perubahan lingkungan
strategis, litbang perkebunan juga berupaya mengembangkan berbagai
komoditas dan teknologi bioenergi.

24 | Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian



Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019 Edisi Revisi

Selama periode 2010-2014 telah dihasilkan 15,5 juta benih
G2 untuk mendukung upaya pencapaian swasembada gula. Upaya
peningkatan produktivitas tebu dan komoditas perkebunan lainnya.
Melalui perakitan varietas unggul telah dihasilkan 49 VUB, yang
terdiri atas enam varietas kelapa, lima varietas kapas, empat varietas
cengkeh, dua varietas sagu, dua varietas aren, satu varietas pinang,
dua varietas nilam, empat varietas tembakau, empat varietas kemiri
sunan, satu varietas kemiri sayur, empat varietas rosella, tiga varietas
kumis kucing, dua varietas wijen, dua varietas pegagan, satu varietas
menta, dua varietas akar wangi, satu varietas kunyit, dua varietas
lempuyang, dan satu varietas purwoceng. Selain itu, juga dihasilkan
142 teknologi budidaya, antara lain kultur embrio kelapa kopyor, paket
teknologi budi daya tembakau madura rendah nikotin, efisiensi dan
efektivitas teknik isolasi dan purifikasi DNA jambu mete, dan teknologi
grafting jambu mete dan kemiri sunan.

Kegiatan litbang untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
komoditas perkebunan telah menghasilkan 12 produk olahan dan
teknologi proses, yaitu bioaditif BBM, produk kopi luwak enzimatis,
teknologi gasifikasi tandan kosong kelapa sawit, formula dekomposer
untuk menghasilkan kompos tandan kosong kelapa sawit, bioamelioran
untuk perbaikan sifat fisik tanah dan peningkatan efisiensi pemupukan
di lahan berpasir dan gambut, pestisida nabati untuk pengendalian
hama dan penyakit berbasis tanaman atsiri, formula insektisida nabati
BIOTRIS dari kemiri sunan, jamu untuk mengendalikan ookiste pada
ayam, teknologi proses delignifikasi bagas tebu untuk menghasilkan
bioetanol generasi kedua, es krim VCO dan produk lain hasil olahan
minyak kelapa, empat produk jamu ternak ayam dan sapi, dan
bioinsektisida untuk mengendalikan hama kelapa Brontispa longissima.

1.1.5.4. Litbang Peternakan dan Veteriner

Pada periode 2010-2014, Kementerian Pertanian mencanangkan
swasembada daging sapi sebagai salah satu dari empat target sukses
terkait dengan kemandirian pangan (self-sufficiency). Dukungan
litbang peternakan dan veteriner dalam menghasilkan galur unggul
pada tahun 2010-2014 meliputi ayam KUB-1 (Kampung Unggul
Balitbangtan), merupakan ayam kampung terseleksi dengan produksi
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tinggi, warna bulu beragam, cepat bertelur, produktivitas
telur lebih tinggi (130 - 160 butir/ ekor/tahun) dengan
kemampuan produksi telur 65 %, sifat mengeram rendah
(<10%). Balitbangtan bekerjasama dengan mitra telah
menyebarkan sekitar 1,5 juta ekor (DOC dan Pullet) ke
beberapa kabupaten di 28 Provinsi. Untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap hasil penelitian, Menteri
Pertanian Rl telah melepas ayam KUB-1 dengan SK nomor
274 Kpts/SR.120/2/2014, tanggal 12 Juni 2014.

Balitbangtan juga telah mengembangkan Itik Hibrida
Master, merupakan itik hibrida hasil persilangan antara
itik Mojosari jantan dan itik Alabio betina dengan produksi
telur mencapai 70% per tahun dan umur pertama
bertelur 18-20 minggu. Itik PMp merupakan galur sintetis
dari kombinasi itik Peking dan itik Mojosari putih, dan
telah mengalami seleksi selama lima generasi; dengan
bobot potong umur 10 minggu mencapai 2,2 kg, dan
jika dikawinkan dengan entog jantan dapat menghasilkan itik serati
dengan bobot potong 10 minggu sebesar 3,2 kg. Telah dilakukan
penyebaran bibit Itik unggul hasil penelitian (MA; PMp; MM; dan
AA) sebanyak 5.342 ekor ke peternak dan BPTP di Jawa Barat, Jawa
Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Selain itu galur unggul ternak yang sudah dihasilkan antara lain
Domba Compass Agrinak, Domba Komposit Garut, dan Kambing
Boerka. Domba Compass Agrinak merupakan hasil persilangan
domba lokal Sumatera dengan bibit domba St.Croix (Virgin Island) dan
domba Barbados Blackbelly (Barbados Islands), warna bulu beragam
(putih, coklat, belang atau warna Barbados Blackbelly), adaptif pada
lingkungan tropis dan lembab, siklus reproduksi sepanjang tahun.
Domba Compass Agrinak telah dilepas sebagai galur baru dengan Surat
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1050/Kpts/SR.120/10/2014
tentang pelepasan rumpun domba Compass Agrinak, tertanggal 13
Oktober 2014. Domba Komposit Garut merupakan hasil persilangan
domba Garut dengan bibit domba St.Croix (Virgin Island) dan Moulton
charolais, cocok untuk petani intensif; adaptif pada lingkungan tropis,
pertumbuhan baik, litter size 2,1 per ekor.
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Selanjutnya untuk pelepasan galur kambing Boerka masih dalam
proses pengajuan permohonan pelepasan rumpun atau galur ternak.
Kambing Boerka merupakan hasil persilangan kambing boer dengan
kambing kacang dengan bobot tubuh yang lebih besar dibanding
kambing lokal, input sedang, adaptif pada kondisi tropis basah di
dataran rendah, sehingga berpotensi dikembangkan oleh peternak
tradisional maupun komersial.

Inovasi pemeliharaan ternak yang telah dihasilkan adalah Kandang
Komunal ternak Model Litbangtan, yaitu model perkandangan yang
dirancang di ruang lepas untuk menempatkan beberapa ekor sapi
induk/calon induk dan pejantan untuk memudahkan perkawinan
mandiri yang mampu meningkatkan angka kebuntingan (calf crop),
meningkatkan efisiensi tenaga kerja, menekan tingkat kematian ternak
hingga 3%, dan menghasilkan kompos dengan kualitas yang lebih baik.

Benih unggul dan atau tanaman pakan ternak yang dihasilkan
sampai Desember 2013 adalah benih Indigofera Sp, Stenotaphrum
secundatum, Calopogonium mucunoides, Panicum maximum, Paspalum
atratum, Stylosanthes scabra, lab-lab purpureus, Arachis glabrata,
Clitoria ternatea, tanaman pulai, murbei dan rumput gajah kerdil.

Vaksin, obat hewan, dan perangkat diagnosis telah dihasilkan
dari mikroba veteriner yang terkonservasi dan terdokumentasikan
sebanyak 322 isolat yang telah dihasilkan. Mikroba veteriner ini telah
disimpan dalam bentuk kering-beku yang potensial dimanfaatkan untuk
memproduksi perangkat diagnosis, vaksin dan reagensia, maupun
produk veteriner melalui teknologi rekayasa genetik. Vaksin unggulan
yang telah dihasilkan adalah vaksin bivalen Al isolat lokal, master
seed untuk vaksin Al asal isolat lokal, dan teknologi vaksin IBR isolat

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | 27



BAB |. PENDAHULUAN

lokal untuk sapi yang mampu memberikan perlindungan yang baik
(protektivitas 90-100%) dan akan dialihkan teknologinya ke produsen
vaksin, baik milik pemerintah maupun swasta nasional. Sementara
obat hewan herbal untuk penyakit surra masih perlu dikemas lebih
lanjut dan aplikasinya di tingkat lapangan.

1.1.5.5. Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian

Inovasi litbang sumberdaya lahan yang telah dihasilkan tahun 2010-
2014 meliputi: (a) peta Kalender Tanam (KATAM) Terpadu, (b) peta
tanah tinjau skala 1:250.000 berbasis pulau (Sumatera, Jawa, Bali, Nusa
Tenggara, dan Sulawesi), dan (c) berbagai provinsi (Kalimantan Selatan,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, Maluku,
Papua Barat dan Papua), (d) atlas zone agroekologi (ZAE) skala 1:250.000
seluruh Indonesia berbasis provinsi, dan peta status hara P dan K lahan
sawah, (e) berbagai informasi spasial dengan skala yang lebih detil
1:50.000 yaitu peta tanah, peta arahan/rekomendasi penggunaan lahan
dan peta kesesuaian lahan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kelapa
sawit, tebu, kakao, dan karet pada 60 Kabupaten di Nusatenggara,
Kalimantan, dan Sulawesi, serta (f) berbagai peta tematik lainnya seperti
peta rawan erosi, peta rawan banjir dan kekeringan, peta lahan potensial
untuk peningakatan IP, peta residu POP’s dan cemaran logam berat, peta
sebaran stok karbon pada lahan gambut, peta wilayah rawan salinitas.

Peta Kalender Tanam (KATAM) Terpadu di Lahan Sawah Irigasi
dan Lahan Rawa telah dikembangkan dalam bentuk Sistem Informasi
KATAM Terpadu yang dapat memberikan informasi secara interaktif
kepada stakeholders dalam merencanakan waktu tanam, menentukan
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kebutuhan pupuk dan rekomendasi pemupukan, serta informasi
prediksi serangan HPT, banjir, dan kekeringan.

Pemanfaatan peta-peta potensi sumberdaya lahan oleh
stakeholders (pemda, perguruan tinggi, dan masyarakat) dapat
mengurangi  kesalahan dalam perencanaan wilayah untuk
pengembangan pertanian hingga 25%. Pemanfaatan peta status hara
P dan K tanah sawah dapat mengurangi subsidi pupuk hingga 25%,
sedangkan pemanfaatan peta status hara P dan K skala 1:50.000
meningkatkan efisiensi pupuk P dan K hingga 25% dan meningkatkan
produktivitas padi hingga 20%.

Berbagai teknologi pengelolaan sumberdaya lahan juga telah
dihasilkan, berupa: (a) sistem pertanian terpadu lahan kering iklim
kering (Food Smart Village), (b) pengelolaan tanah, air dan pupuk
untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman, (c) pengelolaan
lahan sub optimal melalui penerapan pengelolaan hara terpadu dan
konservasi tanah, (d) pemberdayaan agen hayati tanah untuk pemulihan
kesuburan tanah terdegradasi, (e) mitigasi gas rumah kaca (GRK) melalui
pengelolaan tanaman, (f) teknologi optimaliasi pemanfaatan lahan rawa,
(g) berbagai formula pupuk organik, anorganik, hayati dan pembenah
tanah, serta (h) berbagai tools/kits seperti perangkat uji hara tanaman
tebu dan sawit, alat pH, test kit digital, perangkat uji pupuk organik,
perangkat uji tanah rawa, dan alat multi digital untuk residu pestisida.
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Balitbangtan juga telah menghasilkan beberapa produk pupuk
dan pupuk hayati seperti M-Dec BioNutrient, Nodulin, SMART, SMESH,
Pugam dan Biotara yang telah dilisensikan kepada pihak swasta.
Pupuk-pupuk ini mampu meningkatkan efisiensi pemupukan N, P, dan
K pada tanaman pangan atau hortikultura hingga 50-100% dari dosis
rekomendasi dan meningkatkan produksi hingga 40%.

Dalam aspek kebijakan telah dihasilkan pedoman identifikasi
dampak dan arahan antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
pada sektor pertanian, road map strategi sektor pertanian menghadapi
perubahan iklim versi 2011, pedoman umum pelaksanaan RAN-GRK
sektor pertanian, serta berbagai rekomendasi kebijakan terkait dengan
pengelolaan sumberdaya lahan, iklim, air, dan pupuk.

1.1.5.6. Litbang Sumberdaya Genetik dan Bioteknologi

Sumber daya genetik (SDG) berperan strategis memperbaiki
keunggulan kultivar mendukung pertanian bio-industri, namun ironinya
negara-negara dengan tingkat keanekaragaman SDG tinggi seringkali
memiliki kapasitas IPTEK yang terbatas dalam memanfaatkan potensi
SDG, termasuk Indonesia. Pemanfaatan SDG untuk kesejahteraan
masyarakat belum maksimal karena sistem pengelolaannya yang
belum terintegrasi secara nasional. Penanganan SDG masih tersebar di
berbagai unit kerja penelitian seperti Kementerian Pertanian, Lembaga
IImu Pengetahuan Indonesia, dan Perguruan Tinggi.

Dunia menghadapi ancaman kehilangan SDG
yang dapat mengancam keamanan pangan dengan
meluasnya pertanian modern yang tidak ramah
lingkungan dan introduksi varietas unggul
baru yang mengenyampingkan SDG lokal.

Selain itu, banyak tanaman pangan

lokal yang menjadi sumber makanan

utama seperti sorgum, jenis padi-padian,
dan ubi-ubian yang kurang mendapat
perhatian. Kebijakan swasembada pangan
berbasis beras juga menyebabkan komoditi
pangan lainnya terpinggirkan, padahal komoditi
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tersebut memiliki keunggulan ekonomi, komparatif maupun kompetitif
yang lebih baik.

Inovasi di bidang bioteknologi dan pengelolaan sumberdaya
genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan
gizi, peningkatan nilai tambah, daya saing produk, dan kesejahteraan
petani terus dikembangkan. Pada periode 2012-2013 telah dihasilkan
sebanyak 1.328 galur tanaman. Dari jumlah galur tersebut telah dilepas
dua VUB padi, yaitu Inpari HDB dan Inpari Blas. VUB padi Inpari HDB
dan Inpari Blas selain masing-masing tahan terhadap penyakit HDB
dan blas juga tahan terhadap wereng coklat dan tungro. Kedua VUB
tersebut merupakan hasil persilangan antara IR64 dengan padi liar
Oryza rufipogon melalui pendekatan kultur antera. Dari sisi produksi,
Inpari HDB dan Inpari Blas lebih tinggi dibanding Ciherang, yaitu 6,62 t/
ha dan 6,76 t/ha. Beras Inpari HDB dan Inpari Blas berukuran panjang,
bentuk sedang, dan kadar kapur rendah sampai sedang. Kadar amilosa
Inpari HDB dan Inpari Blas termasuk sedang dengan struktur nasi pulen.

Lima produk bioprospeksi dari pemanfaatan SDG serangga yang
berupa teknologi perangkap berferomon telah berhasil dikembangkan
menjadi biorasional pestisida yang efektif, yaitu Feromon-Exi, Fero-
Lanas, Fero-Litura, Fero-PBPK dan Fero-Ostri. Dari beberapa teknologi
pengendalian serangga hama yang telah dinyatakan efektif dan efisien,
Feromon menjadi satu-satunya teknologi yang dinyatakan paling
ramah lingkungan. Teknologi feromon dapat dimanfaatkan untuk (1)
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pemantauan dinamika populasi serangga hama dan (2) alat perangkap
masal atau pengacau perilaku kawin serangga, sehingga populasinya di
lapang bisa diturunkan.

Penggunaan Feromon-Exi pada budidaya bawang merah selain
berhasil menekan populasi ulat bawang, juga mengurangi penggunaan
insektisida hingga 40%. Jika program pengendalian dilakukan teratur
dalam jangka panjang, populasi ulat bawang dan pengurangan
penggunaan insketisida kimia bisa ditekan hingga 80-90%. Aplikasi
Fero-Cylas untuk mengendalikan hama lanas ubijalar di Kuningan,
Jawa Barat, mampu menekan kehilangan hasil ubijalar akibat hama
lanas yang mencapai 20-30% tiap tahun.

1.1.5.7. Litbang Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Isu konversilahan pertanian terutama di Pulau Jawa dan kelangkaan
tenaga kerja pertanian di beberapa sentra produksi komoditas utama
pertanian merupakan dua isu aktual dalam pengembangan mekanisasi
pertanian. Pengembangan teknologi mekanisasi diharapkan mampu
menggantikan kelangkaan tenaga kerja dan meningkatkan kapasitas
kerja serta meningkatkan poduktivitas dan efisiensi kerja di lahan
bukaan baru. Selain itu, program strategis Kementerian Pertanian
yang terkait dengan cadangan beras nasional
10 juta ton pada 2014, swasembada pangan
berkelanjutan, diversifikasi pangan, dan
pengembangan kawasan hortikultura
memerlukan dukungan inovasi teknologi
"% mekanisasi pertanian (alat dan mesin

e ha ol pertanian) untuk mencapai target yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
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dan meningkatnya pendayagunaan (adopsi inovasi) hasil-hasil
penelitian, perekayasaan dan pengembangan teknologi mekanisasi
pertanian. Pada periode 2010 - 2014 telah dihasilkan 60 teknologi
mekanisasi pertanian hasil perekayasaan, baik berupa prototipe
alat mesin pertanian, model, maupun hasil kajian. Selain itu, telah
dihasilkan 14 rekomendasi kebijakan mekanisasi pertanian. Hasil ini
telah sesuai bahkan melebihi target Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang ditetapkan dalam Renstra BBP Mektan 2010-2014. Teknologi
unggulan berupa prototipe alat mesin pertanian yang sudah teruji
dan siap dikerjasamakan/dikomersialisasikan atau bahkan diadopsi
oleh pengguna antara lain: (1) Mesin tanam bibit padi “Indo Jarwo
Transplanter”, (2) Mesin panen padi “Mini Combine Harvester”, (3)
Mesin penyiang padi “Power Weeder”, (4) Paket mesin processing
benih padi kapasitas 500 kg/Jam mendukung UPBS, (5) Mesin
pengering benih biji-bijian tipe hybrid , (6) Mesin pengepras tebu
kapasitas 12 jam/ha mendukung swasembada gula, (7) Paket alsin
model mekanisasi teknologi pengolahan sayuran kering kapasitas
500 kg/hari, (8) Paket alsin pengolahan tepung kasava mendukung
agro-industri MOCAF, (9) Alat pencetak beras buatan tipe Twin Roll
mendukung program diversifikasi pangan, (10) Mesin pengolahan
pure/juice dan sari buah, (11) Mesin fermentasi biji kopi, (12) Paket
alsin model mekanisasi sistem integrasi tanaman ternak (SITT) Sawit-
Sapi, dan (13) Paket alsin model mekanisasi pertanian SITT Kakao-
Sapi.
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Dari 13 inovasi teknologi unggulan tersebut, enam diantaranya
telah dimanfaatkan secara luas dan memperlihatkan dampak yang
signifikan, yaitu: (a) Mesin tanam bibit padi “Indo Jarwo Transplanter”
telah dilisensikan dan diproduksi massal untuk mempercepat waktu
tanam padi dan menghemat tenaga kerja, (b) Mesin panen padi ”Mini
Combine Harvester” telah dilisensikan dan diproduksi massal untuk
mempercepat waktu panen dan menekan kehilangan hasil gabah, (c)
Paket mesin processing benih padi kapasitas 500 kg/jam yang telah
dimanfaatkan oleh penangkar benih di Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk
menyediakan benih bersertifikat dengan kemasan @ 5 kg di sekitar
lokasi, bahkan dapat melayani permintaan benih di luar daerah
tersebut. (d) Mesin SITT pendukung produksi pakan ternak seperti
Shredder mampu meningkatkan ketersediaan pakan ternak dengan
memanfaatkan limbah pelepah daun sawit dan telah dimanfaatkan
pada perkebunan kelapa sawit di Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.
(e) Alsin Pengolahan Tepung Kasava mendukung agroindustri MOCAF.
Pengolahan singkong menjadi tepung MOCAF dapat meningkatkan
nilai tambah produk. Sementara itu, tepung MOCAF yang dihasilkan
merupakan substitusi tepung terigu yang selama ini diimpor,
diharapkan dapat menekan impor tepung terigu sekaligus menghemat
devisa negara. (f) Alsin Model Mekanisasi Teknologi Pengolahan
Sayuran Kering Kapasitas 500 kg/Hari. Alsin pengolah sayuran kering
(cabai, wortel) selain menekan kehilangan hasil panen sayuran yang
melimpah (karena tidak tertangani), juga dapat meningkatkan nilai
tambah sayuran bahkan untuk keperluan ekspor.

1.1.5.8 Litbang Pascapanen

Pembangunan pertanian memegang peran strategis dalam
perekonomian nasional dengan tantangan yang semakin kompleks.
Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan iklim, makin
terbatasnya sumberdaya lahan, krisis pangan dan energi, serta tekanan
globalisasi dan liberalisasi pasar merupakan kendala yang harus
mendapatkan perhatian utama dalam pembangunan pertanian. Selain
itu, meningkatnya kepedulian konsumen di pasar global terhadap aspek
keamanan dan kesehatan produk serta kecenderungan masyarakat
untuk mengkonsumsi bahan alam (back to nature) perlu diantisipasi
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secara dini, dan kondisi ini merupakan
peluang bagi pengembangan pangan §
fungsional. Keterbatasan pangan secara
global akibat perubahan iklim mendorong
perlunya peningkatan ketersediaan dan
pemanfaatan pangan lokal.

Litbang Pascapanen melaksanakan
penelitian dan pengembangan pascapanen
dengan sasaran peningkatan inovasi
teknologipascapanenyang unggul dan adaptif
berbasis sumber daya lokal; mendukung
diversifikasi pangan; serta peningkatan nilai -
tambah, daya saing dan ekspor. Untuk mencapai
sasaran tersebut, penelitian dan pengembangan
teknologi pascapanen TA. 2010-2014 difokuskan
untuk menghasilkan Output : a. Teknologi penanganan
segar produk pertanian untuk memperpanjang kesegaran dan daya
simpan, b. Produk/teknologi untuk peningkatan diversifikasi pangan
dan substitusi pangan impor, c. Produk/teknologi untuk peningkatan
nilai tambah dan daya saing.

Selama kurun waktu tahun 2010-2014, capaian kinerja kegiatan
penelitian dan pengembangan pascapanen yang tercermin pada
Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi target 100%. Beberapa
invensi teknologi pascapanen yang dihasilkan dalam kurun waktu 2010-
2014 sudah didiseminasikan dan dimanfaatkan oleh stakeholder serta
dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing, antara lain teknologi
pengurangan susut padi, teknologi penanganan segar hortikultura
(buah manggis, pisang, salak dan mangga), susu fermentasi probiotik,
pangan fungsional berbasis daun gambir dan beras dengan indeks
glikemik rendah. Dalam mendukung diversifikasi pangan dan substitusi
pangan impor telah dimanfaatkan teknologi pengolahan tepung
kasava termodifikasi, teknologi produksi tepung sorgum rendah tanin,
teknologi produksi tepung jagung, teknologi produksi tepung sukun
premium, teknologi pengolahan berasan jagung termodifikasi, dan
teknologi pengolahan snack bar berbasis tepung ubijalar dan kacang-
kacangan.
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Perkiraan dampak penelitian dan pengembangan pascapanen,
antara lain: a). Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan umur simpan
komoditas produk pertanian, b). Penganekaragaman produk olahan
berbasis bahan pangan lokal dalam mendukung gerakan diversifikasi
pangan dan substitusi pangan impor. Pemberdayaan masyarakat
melalui kelembagaan seperti kelompok tani, koperasi, dan UKM
sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

1.1.5.9. Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik
Lokasi

Secara umum, hasil-hasil penelitian litbang pertanian masih
memerlukan akselerasi pemasyarakatan inovasi melalui kegiatan
pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian. Hal ini terkait dengan
salah satu isu pembangunan pertanian, yakni belum optimalnya
pemenuhan kebutuhan inovasi dalam mendukung pembangunan
pertanian wilayah, dan lambannya pemasyarakatan inovasi pertanian
hasil-hasil litbang pertanian. Dengan demikian, kegiatan pengkajian
dan diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi diarahkan untuk
mencapai sasaran terciptanya teknologi dan terdiseminasikannya
paket-paket teknologi spesifik lokasi.

Pada periode 2010-2014 telah dihasilkan sebanyak 697 teknologi
spesifik lokasi. Kegiatan diseminasi meliputi kegiatan yang lebih
bercirikan impact recognition mendukung kinerja pembangunan
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pertanian seperti program: (a) pendampingan
pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi, jagung,
kedelai untuk mencapai swasembada dan swasembada
berkelanjutan; (b) pendampingan program swasembada
daging sapi/kerbau (PSDSK), (c) pendampingan teknologi
pengembangan kakao, (d) pendampingan kegiatan
percepatan penerapan teknologi tebu terpadu (P2T3)
mendukung swasembada gula, (e) pendampingan §
program pengembangan kawasan agribisnis hortikultura
(PKAH). Secara kuantitatif, capaian kinerja diseminasi
teknologi spesifik lokasi adalah 1.277 teknologi spesifik §
lokasi.

Sebagian hasil pengkajian teknologi pertanian
spesifik lokasi sangat mendukung program pembangunan
pertanian wilayah, antara lain teknologi pengembangan komoditas
unggulan daerah, seperti teknik sambung samping kakao, paket
teknologi adaptif pengembangan sistem integrasi sawit dan ternak
sapi di beberapa wilayah. Di bidang pengelolaan hasil, teknologi
pengembangan pascapanen dan pengolahan kulit manggis di
Sumatera Barat telah berkontribusi nyata bagi pengembangan
komoditas unggulan daerah, dan telah mendapat hak paten. Beberapa
teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan juga telah mendapatkan
apresiasi dari pemerintah daerah maupun stakeholders lainnya. Pada
sisi lain, akselerasi pemasyarakatan inovasi pertanian spesifik lokasi
diimplementasikan melalui model pemasyarakatan inovasi seperti
model kawasan rumah pangan lestari (m-KRPL) yang sejak diinisiasi
telah menjadi program nasional Kementerian Pertanian. Sejak diinisiasi
dan dilakukan grand launching oleh Presiden RI tahun 2011, m-KRPL
telah dikembangkan pada 994 lokasi di seluruh kabupaten/kota di
Indonesia.

Selain itu, kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi telah
mengembangkan model pembangunan pertanian perdesaan melalui
inovasi (m-P3MI), yang dilandasi oleh keberhasilan PRIMA TANI pada
periode 2005-2009. M-P3MI telah dikembangkan sebagai model
agribisnis perdesaan di seluruh provinsi, untuk mendukung program
peningkatan kesejahteraan petani. Output unggulan lainnya adalah

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian I 37



BAB |. PENDAHULUAN

model akselerasi pembangunan
pertanian ramah lingkungan lestari
§ (M-AP2RL2), yang didesain dengan
® aplikasi  sistem  dinamik, dalam
= = mengakomodir proses desentralisasi
perencanaan pembangunan pertanian
* wilayah (Decentralized Action Plan/
DAP).

Pemanfaatan teknologi spesifik
lokasi, terutama yang diterapkan dalam
pendampingan  program  strategis
Kementan, memiliki prakiraan dampak nyata dalam peningkatan
produktivitas usahatani. Output unggulan seperti m-KRPL berhasil
meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan, dan secara ekonomis
menekan pengeluaran rumah tangga masyarakat pedesaan,
meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat, serta konservasi
sumberdaya genetik lokal. Selain itu, salah satu kegiatan yang nyata
mengakselerasi pemasyarakatan inovasi pertanian spesifik lokasi,
adalah implementasi sistem diseminasi multi channel (SDMC), yang
mampu mendekatkan inovasi pertanian ke pertanian lapangan yang
produktif, yang antara lain didukung oleh pengembangan laboratorium
lapang inovasi pertanian (LLIP). Hingga saat ini telah dikembangkan
12 LLIP pada lahan-lahan sub-optimal, wilayah pesisir, dan wilayah
perbatasan di sebagian provinsi di Indonesia.

1.1.5.10. Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Masalah pembangunan pertanian semakin kompleks seiring
dengan globalisasi ekonomi dan perubahan lingkungan strategis. Isu
utama sosial ekonomi dan kebijakan pertanian antara lain adalah: (1)
jumlah penduduk miskin masih tinggi dan menggantungkan hidupnya
pada sektor pertanian; (2) tingkat ketahanan pangan dan gizi masih
rendah; (3) tingkat pengangguran masih tinggi; (4) melambatnya
pertumbuhan ekonomi dan instabilitas ekonomi makro akibat krisis
finansial global, dan (5) berkembangnya berbagai forum kerjasama
tingkat regional dan internasional yang berdampak negatif terhadap
pertanian Indonesia.
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Mengacu pada kompleksitas permasalahan pertanian tersebut,
sasaran penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian adalah
menyiapkan hasil analisis sosial ekonomi pertanian dan merancang
inovasi kebijakan yang berkualitas, cepat dan akurat, sehingga dapat
dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan Kementerian Pertanian
dan difokuskan pada masalah-masalah aktual pembangunan
pertanian.

Pada periode 2010-2014, penelitian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian setidaknya telah menghasilkan 67 rekomendasi kebijakan
sosial ekonomi pertanian di luar tugas-tugas ad-hock dan kegiatan
kerjasama penelitian. Jumlah tersebut telah melebihi target indikator
kinerja penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang
ditetapkan.

Sebagian hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
telah dijadikan bahan sintesa, pertimbangan dan advokasi kebijakan
pembangunan pertanian, dan telah digunakan pimpinan Kementerian
Pertanian dalam menentukan kebijakan pembangunan seperti
Indikator Makro Pembangunan Pertanian, Kebijakan Fleksibilitas
Penerapan Special Safequard Mechanism (SSM) dan Domestic Support
(DS) untuk Special Product (SP) Indonesia, Analisis Notifikasi dan
Kerangka Modalitas Perjanjian Perdagangan WTO, Analisis Kesepakatan
Perdagangan Bebas Indonesia-China dan Kerjasama AFTA, Kebijakan
Subsidi dan Distribusi Pupuk, Kaji Ulang Program Pembangunan
Pertanian, Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Tertinggal, Kajian Kebutuhan Asuransi Pertanian Usahatani
Padi, dan lain-lain.

1.1.5.11. Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Hasil Litbang
Pertanian

Kebijakan dan strategi pengembangan perpustakaan dan
penyebaran hasil litbang pertanian fokus merespon isu pemenuhan
kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi hasil litbang dari
berbagai kelompok pengguna secara baik, tepat sasaran, dan tepat
waktu. Sasaran strategis pengembangan perpustakaan, penyebaran
hasil litbang, dan komunikasi litbang pertanian tahun 2010-2014
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adalah meningkatkan pemanfaatan informasi oleh pengguna melalui
pengembangan layanan perpustakaan, publikasi, dan diseminasi hasil
litbang, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
terintegrasi.

Pada tahun 2010-2014 Pustaka telah menerbitkan enam judul
publikasi ilmiah, yaitu (1) Indonesian Journal of Agricultural Science
(JAS), (2) Indonesian Journal of Agriculture (1JA), (3) Jurnal Penelitian
dan Pengembangan Pertanian (JP3), (4) Buletin Teknik Pertanian, (5)
Jurnal Perpustakaan Pertanian (JPP), dan (6) Majalah Pengembangan
Inovasi Pertanian, dan satu publikasi semi ilmiah yaitu Warta
Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Warta Litbang Pertanian),
tiga diantaranya telah mendapat akreditasi LIPI, yaitu IJAS, JP3, dan PIP.
Selain itu, selama kurun waktu 2010-2014 telah dihasilkan 24 materi
diseminasi berupa video teknologi (Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan, Peternakan, Sumberdaya Lahan, Pascapanen,
Perpustakaan dan Bioteknologi Pertanian) serta 10 Juknis/Panduan
tentang Pengelolaan Pangkalan Data Informasi Pertanian dan tentang
Pengelolaan Perpustakaan.

Ada empat database online koleksi jurnal ilmiah internasional yang
dilanggan, vyaitu jurnal elektronis (ScienceDirect, Springer, e-journal
dan e-book) dan database offline TEEAL (The Essential Electronic
Agricultural Library).
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1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan, serta Implikasi bagi
Balitbangtan

Kebutuhan pangan diperkirakan akan terus meningkat, tidak saja
dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kualitas. Sementara itu, tuntutan
masyarakat terhadap produk pertanian yang sehat dan ramah
lingkungan serta berkembangnya energi berbasis biomassa, makin
memperketat persaingan dalam pemanfaatan produk pertanian. Hal
ini terkait dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia,
yang ditandai oleh peningkatan Human Development Index (HDI) dari
peringkat 124 menjadi121selamatahun2012-2013, serta penambahan
jumlah kelas menengah yang diperkirakan akan mencapai 85 juta jiwa
pada tahun 2020, merupakan tantangan dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat, terutama pangan.

Dari sisi pasokan pangan, tantangan bagi Indonesia adalah
fragmentasi lahan, alih fungsi lahan yang belum dapat dikendalikan,
serta penurunan jumlah petani sebagai pelaku utama kegiatan
pertanian dalam sepuluh tahun terakhir. Menurut data Sensus
Pertanian 2013, jumlah rumah tangga pertanian menurun sebesar
5,10 juta, dari 31,24 juta rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 26,14
juta rumah tangga pada tahun 2013. Penurunan ini umumnya terjadi
pada petani gurem atau petani yang mengusahakan lahan kurang
dari 0,5 ha. Permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian
lainnya adalah dinamika lembaga legislatif, baik di pusat maupun
daerah. Keterwakilan petani dalam penentuan politik pertanian bagi
penyediaan aksesibilitas sumberdaya dan dana masih lemah.
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Selain itu, pemenuhan pasokan pangan dihadapkan pada
permasalahan eksploitasi sumberdaya alam akibat sistem ekonomi
modern yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Kondisi ini
mendorong masyarakat global mengembangkan konsep Ekonomi
Biru (blue economy) sebagai jawaban pembangunan ekonomi masa
depan. Ekonomi Biru merupakan koreksi dan pengayaan terhadap
Ekonomi Hijau (green economy) dengan semboyan “Blue Sky — Blue
Ocean” di mana beberapa kondisi dapat dioptimumkan, ekonomi
tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Prinsip
utama Ekonomi Biru adalah proses produksi dari semua bahan baku
yang berasal dari alam semesta dan mengikuti dinamika dan cara
alam bekerja. Salah satu bentuk implementasi dari konsep Ekonomi
Biru pada sektor pertanian adalah pengembangan sistem pertanian
bioindustri.

Indonesia mempunyai potensi berupa pertumbuhan ekonomi
yang meningkat, pertanian Indonesia yang semakin maju, adanya
bonus demografi, keanekaragaman hayati dan sumber daya
lahan, ketersediaan biomass sebagai sumber energi alternatif dan
ketersediaan teknologi bidang pertanian. Namun beberapa tahun ke
depan, pertanian di Indonesia akan mengalami berbagai tantangan
terkait dengan perubahan Iklim, ketersediaan lahan dan air,
kelangkaan energi fosil, ketahanan pangan, perubahan pasar global,
keamanan pangan serta penurunan jumlah tenaga kerja pertanian
dengan meningkatnya petani lanjut usia.

Secara teknis, berbagai problema sumberdaya lahan dan
tenaga kerja juga menjadi tantangan tersendiri dan cukup pelik bagi
pembangunan pertanian ke depan. Oleh sebab itu, perlu dicermati
dan diindentifikasi potensi (kekuatan dan peluang) maupun
permasalahan dan kendala serta implikasinya terhadap sektor
pertanian. Balitbangtan, sebagai lembaga pendukung dan penggerak
inovasi di sektor pertanian perlu merumuskan perencanaan strategis
lima tahun ke depan secara lebih kontekstual dan konseptual dalam
merespon berbagai perubahan lingkungan strategis dan tantangan
teknis pada tahun 2015-2019.
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1.2.1 Potensi
1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Potensi ekonomi Indonesia sebagai salah satu negara anggota
perkumpulan negara maju G-20 akan ikut mempengaruhi arah
pertumbuhan ekonomi makro dan global. Proyeksi Indonesia
menjadi negara maju dan kuat di abad ke-21 ditentukan oleh capaian
atas Program Pembangunan dengan Pertumbuhan Berkelanjutan
(development program and sustainable growth). Potensi ekonomi
tersebut dapat dilihat dari indikator volatilitas pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara
maju yang tergabung dalam Organization of Economic Cooperation
and Development (OECD) dan kumpulan lima negara major emerging
economy yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China dan South Africa
(BRICS). Indonesia memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan kelima
anggota BRICS, kecuali Afrika Selatan, yakni jumlah penduduk yang
tinggi, sumberdaya yang luas, dan pertumbuhan ekonomi di atas
rata-rata negara berkembang (Gambar 3). Dengan demikian sangat
penting bagi Indonesia untuk menarik pembelajaran dari negara BRICS
dan membangun kerjasama ekonomi sektor pertanian yang saling
menguntungkan.
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Gambar 3. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara
ASEAN, China dan India

Pada tingkat regional, pemberlakuan pasar bebas ASEAN (ASEAN
Free Trade Area, AFTA), ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area,
ACFTA), ASEAN-Jepang (ASEAN-Japan Free Trade Area, AJFTA), dan
ASEAN-Korea Selatan (ASEAN-South Korea Free Trade Agreement,
ASKFTA) memungkinkan produk pertanian Indonesia, baik bahan
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mentah maupun olahan, untuk dipasarkan ke pasar ASEAN, China,
Jepang dan Korea Selatan. Ini berarti pula bahwa sesama negara
ASEAN yang menghasilkan produk yang sama seperti kopi (Indonesia,
Vietnam, Thailand), karet dan minyak sawit (Indonesia, Malaysia,
Thailand) terjadi persaingan yang lebih ketat. Apabila peluang pasar
dalam dan luar negeri dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan nilai
tambah dan daya saing produk, akan memacu pertumbuhan pertanian
Indonesia secara lebih pesat. Dalam konteks pasar global, Indonesia
berpeluang pula bergabung dalam blok baru yaitu MIST (Mexico,
Indonesia, South Korea, dan Turkey) untuk membuka peluang pasar
yang lebih luas.

1.2.1.2. Potensi Pertanian

Indonesia memproduksi berbagai komoditas pangan, pakan, serat
dan bahan baku industri dan bioenergi. Produksi pangan dalam 10
tahun terakhir (2005-2015) mengalami peningkatan signifikan, kecuali
tahun 2011 akibat perubahan iklim (ekstrim) dan peningkatan serangan
organisme pengganggu tanaman (OPT) (Tabel 7).

Tabel 7. Data produksi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu tahun 2005-2015 (dalam

juta ton)
Komoditas 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015
Padi 54,15 | 54,45 | 57,16 | 60,33 | 64,40 | 66,47 | 6576 | 69,06 | 70,28 | 70,85 | 7540
Jagung 12,52 | 11,61 | 13,29 | 16,33 17,63 | 18,33 17,64 19,39 18,51 19,01 19,61
Kedelai 081| 075| 059| 078| 097| 091| 085| 08| 078| 095 0,96

Ubi kayu 19,32 ( 19,99 | 19,99 | 21,76 | 22,04 | 23,92 24,04 24,18 23,94 | 23,44 21,80

Sumber: BPS (2016)

Laju kenaikan produktivitas tanaman pangan masih lambat,
namun ketersediaan inovasi teknologi berupa varietas dan bibit
unggul serta berbagai teknologi budidaya, panen dan pasca panen
(teknologi proses) potensial meningkatkan produksi dan kualitas
pangan, terutama dalam memanfaatkan lahan-lahan sub-optimal
yang mendominasi sumberdaya lahan cadangan ke depan. Selain itu,
perlu pula diperhatikan ancaman penurunan luas baku atau kapasitas
produksi sawah akibat perubahan iklim, dengan potensi kehilangan
4,67-5,03% akibat kenaikan permukaan laut.
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Dari Gambar 4, dapat dilihat bahwa peningkatan produksi bawang
merah dari tahun 2005 sampai dengan 2015 cukup signifikan, meskipun
terdapat sedikit penurunan pada tahun 2013 an 2015. Sementara
produksi cabai cenderung meningkat pada tahun 2008-2012, namun
menurun cukup drastis pada tahun 2013-2015. Jumlah produksi kedua
komoditas prioritas tersebut secara rata-rata sudah dapat memenuhi
konsumsi dalam negeri (Gambar 3), namun yang menjadi permasalahan
utama adalah tidak meratanya produksi sepanjang tahun terutama
pada musim penghujan/paceklik yaitu Bulan Desember — Maret.
Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang terpadu antar sektor
dari hulu ke hilir, terutama terkait dengan off season, pasca panen, dan
distribusi dari sentra produksi ke pusat konsumsi.
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Gambar 4. Pola Produksi, Konsumsi, Ekspor dan Impor Bawang Merah dan Cabai,
2010-2015 (BPS, 2016)
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Tingginya permintaan pangan vyang berasal dari komoditas
perkebunan, sepertiminyak kelapasawit, gulatebu, kopidankakao perlu
diimbangi dengan peningkatan produksi. Secara umum pertumbuhan
dari 12 komoditas perkebunan periode 2011 — 2015 mengalami
fluktuasi, ada yang kecenderungan naik dan ada yang turun. Dari 12
komoditas perkebunan terdapat 5 komoditas mengalami penurunan
pertumbuhan produksi tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 yaitu
pada komoditas keret, kelapa, kopi, lada dan kapas. Sementara 7
komoditas lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu kelapa
sawit (5,39%), teh (6,12%), cengkeh (11,34%), kakao (1,05%), jambu
(13,10%), tebu (1,10%) dan tembakau (20,59%). Sementera jika
melihat dari pertumbuhan komoditas utama khususnya tebu, kelapa
sawit dan kakao sepanjang tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan
positif, dimana komoditas kelapa sawit memiliki pertumbuhan tinggi
sebesar 5,39% pada tahun 2014 dibandingan tahun 2013, demikian
halnya komoditas tebu dan kakao masing masing 1,10 % dan 1,05 %.

Tabel 8. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan Indonesia Tahun

2011- 2015

Pertumbuhan

No Komoditas 2011 2012 2013 2014 2015 2014 over 2013
(%)
1 [Karet 2.990.184 3.012.254 3.237.433 3.153.186 3.108.260 -2,60
2 |Kelapa 3.174.379 3.189.897 3.051.585 3.005.916 2.960.851 -1,50
3 |Kelapa Sawit | 23.096.541 | 26.015.518 [ 27.782.004 | 29.278.189 | 31.284.306 5,39
4 |Kopi 638.647 691.163 675.881 644.592 665.256 -4,63
5 [Teh 150.776 145.575 145.460 154.369 154.598 6,12
6 |Lada 87.089 87.841 90.920 87.447 88.296 -3,82
7 |Cengkeh 72.246 99.890 109.694 122.134 123.277 11,34
8 |Kakao 712.230 740.513 720.862 728.414 661.243 1,05
9 |Jambu 114.789 116.915 116.093 131.302 123.564 13,10
10 [Tebu 2.267.887 2.591.681 2.551.026 2.579.173 2.623.931 1,10
11 [Tembakau 214.524 260.818 164.448 198.301 202.322 20,59
12 |Kapas 2.275 2.948 1.871 761 1.712 -59,31

(Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan 2016)

Dariberbagai komoditas perkebunan utama, minyak sawit mempunyai
tingkat pertumbuhan produksi tertinggi (rata-rata 7,92% per tahun) dan
diikuti oleh tebu dan kakao dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,89%
dan 1,71% per tahun. Kenaikan produksi minyak sawit yang sangat pesat
disebabkan oleh peningkatan permintaan pasar, baik untuk minyak
makan, kosmetik, maupun bahan baku biosolar (Tabel 8). Pertumbuhan
tersebut, terutama didukung oleh daya adaptasi tanaman, termasuk pada
lahan sub-optimal seperti lahan gambut, terutama karet dan kelapa sawit.
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Mencermati adanya penurunan produksi beberapa komoditas
perkebunan sebagaimana disajikan pada Tabel di atas, perlu ada upaya
pemerintah bersama stakeholders untuk mencari jalan keluar untuk
meningkatkan produksi yang lebih tinggi dalam upaya meningkatkan
potensi devisa negara dan kebutuhan domestik dan internasional.
Perbaikan dan pembenahan produksi tersebut tidak hanya pada sektor
hulu namun juga harus disertai sektor hilir. Di lain pihak, makin terbatasnya
energi fosil, mendorong pemanfaatan energi alternatif seperti biofuel BBN
(bahan bakar nabati) yang berasal dari produk pertanian. Dampak krisis
energi tersebut dari satu sisi merupakan potensi bagi Indonesia untuk
mengembangkan berbagai komoditas pertanian bioindustri, namun di sisi
lain dapat menjadi ancaman bagi komoditas lainnya, terutama tanaman
pangan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air. Secara biofisik,
peluang pengembangan berbagai komoditas BBN sangat besar, terutama
terkait dengan kesesuaian dan karakteristik sumberdaya lahan dan iklim.

Penyediaan pangan berupa pangan hewani, secara nasional
disumbangkan dari berbagai jenis ternak, yaitu unggas 1.939,23 ribu
ton (66,29%); sapi dan kerbau 532,91 ribu ton (18,22%); babi 302,29
ribu ton (10,33%); kambing dan domba 108,75 ribu ton (3,72%); dan
sisanya 42,03 ribu ton (1,44%) dari ternak lain (Statistik Peternakan,
2015). Konsumsi daging segar per kapita pada tahun 2014 meningkat
sebesar 6,65% dibandingkan dengan tahun 2013. Hal serupa juga
terjadi pada konsumsi telur ayam ras dan konsumsi susu yang masing-
masing meningkat 2,54% dan 50,00% (Tabel 9). Implikasinya adalah
diperlukannya kebijakan impor yang cermat agar tidak mengakibatkan
kerugian pada peternak dalam negeri.

Tabel 9. Konsumsi Produk Peternakan Per Kapita Per Tahun di Indonesia (2010—-2014)

. LELTT]
Komoditi 2010 2011 2012 2013 2014
(2) (] (5) (3] (7) (t:)]

I. Daging

A Daging Segar

1 Sapi kg 0,365 0,417 0,365 0,261 0,261
2 Babi kg 0,209 0,261 0,209 0,209 0,156
3 Ayam ras kg 3,546 3,650 3,494 3,650 3,963
4 Ayam Kampung kg 0,626 0,626 0,521 0,469 0,521
5 Unggas Lainnya kg 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052
6 Daging Lainnya kg 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052
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Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
(2) (4) ()] (6) (7) (8)

Komoditi

Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas 2010-2014); Statistik PKH (2015)
Pertanian Bioindustri

Terdapat hal-hal yang dapat dijadikan acuan atau pokok-pokok
pikiran dalam memahami pertanian bioindustri yang ideal. Pokok-
pokok pikiran tersebut adalah:

1. Pertanian dikembangkan dengan menghasilkan sesedikit mungkin
limbah tak bermanfaat, sehingga mampu menjaga kelestarian
alam atau mengurangi pencemaran lingkungan.

2. Pertanian dikembangkan dengan menggunakan sesedikit mungkin
input dari luar, sehingga biaya produksi dapat ditekan seminimal
mungkin yang dampaknya akan meningkatkan daya saing produk
pertanian untuk pangan, energi, dan bahan baku industri.
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3. Pertanian dikembangkan
dengan menggunakan
sesedikit mungkin energi
dari luar, sekaligus
mengurangi ancaman
peningkatan pemanasan
global dalam  sistem
integrasi tanaman-ternak.

4. Pertanian dikembangkan
seoptimal mungkin agar
mampu berperan selain
menghasikan produk
pangan juga sebagai
pengolah biomasa dan
limbahnya sendiri menjadi bioproduk baru bernilai tinggi.

5. Pertanian dikembangkan mengikuti kaidah-kaidah pertanian
terpadu ramah lingkungan, sehingga produknya dapat diterima
dalam pasar global yang semakin kompetitif.

6. Pertanian pada akhirnya dikembangkan sebagai kilang biologi
(biorefinery) berbasis iptek maju penghasil produk pangan
sehat dan produk non pangan bernilai tinggi, sekaligus sebagai
upaya untuk meningkatkan ekspor produk-produk olahan dan
mengurangi impor berbagai komoditas pertanian seperti kedelai,
buah-buahan, beberapa sayuran, pakan ternak, susu, daging, dsb.

Pertanian bioindustri juga berlandaskan kepada pengertian siklus
pertanian sebagai penjaga lingkungan alam dan harus bermanfaat nyata
bagi seluruh pelaku yang bekerja, baik di hulu dan on farm (petani,
peternak, pekebun, dsb), termasuk kegiatan off farm, baik dalam skala
rumah tangga, wilayah/kawasan dan nasional dengan produk yang
berdaya saing tinggi. Balitbangtan sudah melakukan penelitian dan
kajian sejak dua dekade yang lalu, seperti sistem integrasi tanaman-
ternak (SITT) atau dikenal juga dengan crop livestock system (CLS).
Model yang mulai dikembangkan antara lain adalah: (i) Sistem integrasi
padi-ternak (SIPT), (ii) Sistem integrasi sawit-sapi (SISKA), serta (iii)
Sistem integrasi beberapa tanaman perkebunan/hortikultura dengan
ternak ruminansia lainnya
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1.2.1.3. Bonus Demografi

Berdasarkan Metode Badan Pusat Statistik, dengan skenario
optimis, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan
252,3 juta dengan laju pertumbuhan 1,17 persen, dan pada tahun
2020 mencapai 265 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 0,48 persen
(SIPP, 2012). Sementara itu skenario pesimistis menghasilkan angka
perkiraan jumlah penduduk sebesar 254,4 juta jiwa pada 2015 dan 269
juta jiwa pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan masing-masing
1,29 persen dan 0,53 persen.

Berdasarkan hasil sensus 2010, pada tahun 2010-2040 akan
terjadi ledakan penduduk berusia muda di Indonesia atau yang lazim
disebut sebagai bonus demografi. Pada periode bonus demografi
itu, Indonesia memiliki peluang besar (window of opportunity)
untuk mengoptimalkan produktivitas penduduk usia muda (Gambar
5). Pada periode tersebut Indonesia berada pada titik terendah
dalam rasio ketergantungan (dependency ratio) jumlah penduduk
usia tidak produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia
produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang yang baik dalam memacu
pertumbuhan di segala bidang melalui peningkatan kapasitas angkatan
kerja muda yang terampil. Namun demikian, apabila peluang ini tidak
dimanfaatkan dengan baik, kondisi ini bisa menjadi bumerang yang
justru menghambat pertumbuhan, terutama di bidang pertanian (SIPP,
2012).
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Gambar 5. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan meningkatnya
penduduk, terutama usia produktif dan lansia (Sumber : Bappenas, 2014)
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1.2.1.4. Keanekaragaman Hayati dan Sumberdaya Lahan

Indonesia memiliki potensi sumberdaya hayati berlimpah
(mega biodiversity), terbesar nomor dua di dunia setelah Brasil.
Keanekaragaman hayati yang didukung oleh sebaran kondisi geografis
yang luas, berupa keragaman topografi dan jenis tanah, iklim dengan
limpahansinar mataharidan curah hujanyang beragam, memungkinkan
dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan ternak, baik asli daerah
tropis maupun introduksi. Keanekaragaman hayati juga merupakan
sumber materi genetik untuk menghasilkan beraneka ragam varietas
dan klon tanaman dan ternak unggul. Untuk pemanfaatan dan
perlindungan diperlukan kebijakan pengelolaan keanekaragaman
hayati tersebut secara ketat dan berkelanjutan. Dalam tataran dunia
internasional sudah terbangun kesamaan pemikiran dan tindakan
untuk menyelamatkan dan mengkonservasi kekayaan biodiversitas
dan plasma nutfah di masing-masing negara.

Tekanan pertumbuhan penduduk yang terus melaju sekitar 1,3%/
tahun, selain mendorong peningkatan kebutuhan pangan dan komoditas
lainnya, juga menyebabkan pergeseran luas lahan yang dibutuhkan untuk
pertanian, perumahan, industri, dan infrastruktur. Perkiraan kebutuhan
pangan sampai tahun 2020 adalah: beras sekitar 40 juta ton; jagung 20
juta ton; kedelai 5 juta ton; ubi kayu 15 juta ton; gula 3 juta ton; cabai 1,8
juta ton, bawang merah 1,0 juta ton; kentang 1,5 juta ton; tomat 1 juta
ton; jeruk 2 juta ton; dan pisang 6 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan
tersebut, dibutuhkan lahan yang sesuai dalam luasan yang cukup (Tabel
10 dan 11). Luas lahan potensial tersedia mencapai 33,4 juta ha yang
terdiri dari 25,8 juta ha lahan basah nonrawa dan lahan kering , serta
seluas 7,6 juta ha lahan rawa (Tabel 12).
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Tabel 10. Perhitungan kebutuhan penambahan lahan sawah untuk mencukupi
kebutuhan pangan domestik tahun 2013-2045 (Ritung dan Mulyani,

2013)
Kebutuhan lahan sawah (1000 ha) Sawah Prediksi
Kebutuhan yang  konversi K%bg}ghﬁnn
beras? tela lahan  P€Na W ?] a
(x1000 d sawah ksa ? i
ton) Lahan Bawang Gula (1000 (f&‘;ﬂ ?E)
Sawah  Merah ha) ha)
2015 35.123 7.610 80| 264 | 7.953| 7.725 180 408
2025 38.720 8.389 110 | 307 | 8.806 | 7.725 780 1.861
2035 42.317 9.168 141 | 357 | 9.667 | 7.725 1.380 3.321
2045 46.787 | 10.137 171 | 414 | 10.722 | 7.725 1.980 4.977

Tabel 11. Kebutuhan lahan kering untuk tanaman pangan hingga tahun 2050
(Sukarman dan Suharta, 2013)

LK t Perl
Pangsa Kebutuhan Keperluan sad eriuasan

. Permintaan . . Produktivitas ini LK
Komoditas (x1000 t) p[id(;,k)ﬂ p;:f;(l)(;ltl).K LK (ton/ha) LK (::;JOO (x;g;)o (xl‘];g;m
Padi 80.303 25 20.076 2,4 8.365 | 1.111 7.254
Jagung 14.859 60 11.915 3,25 3.666 | 1.883 1.783
Kedelai 3.881 50 1.941 1,25 1.552 215 1.338
Kc. Tanah 1.657 90 1.491 1,2 1.243 498 744
Kc. Hijau 595 30 179 1,2 149 44 104
Ubi kayu 16.243 100 30.243 19 1.592 | 1.213 379
Tebu 3.966 40 1.586 6,1 260 171 89

Total 16.932 5.179 11.753
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Tabel 12. Ketersediaan lahan untuk tanaman pangan lahan sawah, lahan kering dan
tanaman tahunan (BBSDLP, 2014)

PULAU

KETERSEDIAAN LAHAN BALI & NUSA INDONESIA

SUMATERA TENGGARA KALIMANTAN SULAWESI MALUKU PAPUA

GRAND TOTAL 7.270.966 1.705.146 10.157.264 1.922.447 2.159.742 10.254.932 33.470.498

Keterangan:

PS : Padisawah

TH : Tanaman hortikultura pada lahan gambut

TP : Tanaman pangan lahan kering (palawija, sayuran)

TS : Tanaman sayuran dataran tinggi

TT : Tanaman tahunan

PT : Pengembalaan ternak

APL : Area penggunaan lain

HPK : Hutan Produksi Konversi (lahan cadangan menurut UU41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

HP : Hutan Produksi (dapat digunakan tetapi harus ada penggantian lahan). Pada beberapa provinsi seperti di Kalteng, Kaltim dan Papua lahan HPK
terbatas dan lahan HP yng cukup luas.

Catatan: Penilaian lahan tersedia ini sudah mempertimbangkan status Kawasan hutan (K hut, 2014), p lahan eksisting, HGU dan lahan yang

sudah diberi perijinan untuk usaha perkebunan berdasarkan data BPN tahun 2013/2014
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1.2.1.5. Ketersediaan Biomass Sebagai Sumber Energi Alternatif

Dewasa ini Indonesia sudah menjadi net importer bahan bakar
minyak fosil (fossil fuel) sehingga sudah keluar dari keanggotaan
Organization of Petrolium Exporting Countries (OPEC). Kelangkaan
bahan bakar minyak fosil dan pemanasan global akibat konsumsi
energi fosil telah mendorong banyak negara untuk mensubstitusi
sebagian energi fosil dengan energi terbarukan dari biomasa pertanian
(bioenergi). Jagung, ubikayu, tebu, sagu dan aren berpotensi sebagai
bahan baku etanol, sedangkan minyak sawit, minyak kedelai, minyak
kanola rape seed, jarak pagar, kelapa dan kemiri sunan potensial untuk
dijadikan bahan baku biodiesel, terutama minyak sawit dan ubi kayu.
Balitbangtan telah memetakan potensi sumber energi terbarukan
dari bahan biomasa padat di Indonesia sebesar 756,08 juta Giga
Joule/tahun yang terdiri atas 614,60 juta Giga Joule/tahun dari residu
pertanian dan 141,48 juta Giga Joule/ tahun dari limbah hutan (Tabel
13). Sedangkan limbah cair untuk energi berupa biofuel (minyak jarak,
kemiri sunan, dll) dan bioethanol (singkong, ampas tebu, limbah aren
dil) merupakan sumber energi alternatif terbarukan generasi kedua
yang perlu perhatian besar.

Tabel 13. Potensi energi yang dihasilkan dari limbah padat biomasa pertanian

limbahibiomasalpertanian Luas Tanam Nilai Energi P(?tensi Energi
(x 1000 Ha) (x 100 MJ/Ha/thn)  (juta GJ/thn)

Sawit Tandan kosong 8.430 32,8 138,3
Cangkang sawit 6,5 54,8

Kelapa | Tempurung 3.808 9,6 17,5
Sabut 12,7 23,2

Karet Batang kecil 3.445 36,3
Tebu Bagasse 448 288,8 129,8
Padi Sekam 12.147 11,8 143,3
Jagung | Tongkol 4.131 17,3 71,5

Energi Potensial dari Limbah Padat Biomasa Pertanian 614,60

Sumber: Prastowo,B. ICECRD (2012).
Keterangan : MJ=mega Joule; GJ=giga Joule
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1.2.1.6. Ketersediaan Teknologi

Selama kurun waktu 2010-2014 Balitbangtan telah menghasilkan
teknologi yang terdiri 49 varietas unggul baru padi, 27 varietas
unggul baru jagung dan serealia, 114 varietas unggul baru tanaman
hortikultura, 38 varietas unggul baru/klon tanaman perkebunan,
serta 47 galur unggul ternak, 1222 inovasi teknologi dan rekomendasi
kebijakan pembangunan pertanian, 44 teknologi pascapanen hasil
pertanian, 139 model kelembagaan dan rekomendasi kebijakan
pengembangan agribisnis dan agroindustri. Sebanyak 1307 teknologi
tersebut telah didiseminasikan kepada pengguna. Sebanyak 453
inovasi Balitbangtan telah didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya
(HKI), dimana 294 diantaranya telah berupa sertifikat HKI.

Ketersediaan teknologi Balitbangtan berupa pengelolaan
sumberdaya air, sistem informasi Kalender Tanam Terpadu (KATAM)
dan Standing Crop, serta prototipe alsintan dapat meningkatkan
efisiensi produksi. Teknologi lainnya adalah berupa vaksin, bibit
ternak, tool kit, peta, pupuk, biopestisida, dan sebagainya dapat
meningkatkan produksi dan produktivitas. Teknologi pascapanen
termasuk pengolahan diyakini dapat meningkatkan kualitas produk
hasil panen dan meningkatkan nilai tambah serta mengurangi
kehilangan hasil. Berbagai macam paket teknologi tersebut secara
terus-menerus dievaluasi dan diharapkan menjadi teknologi tepat
guna sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan
kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian.
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1.2.1.7. Jejaring Kerjasama Balitbangtan

Balitbangtan mempunyai jejaring kerja vertikal dan horizontal di
dalam negeri, dan horizontal internasional dengan sasaran utama untuk
optimalisasi penggunaan sumberdaya, menghindari tumpang-tindih
penelitian, meningkatkan kualitas penelitian, kerjasama litbang, tukar-
menukar informasi dan mengefektifkan diseminasi hasil penelitian.
Dalam struktur organisasi, Balitbangtan memiliki 14 Eselon Il, 19
Balai Penelitian/Lolit dan 33 BPTP/LPTP di setiap provinsi. Lokasi UPT
Balitbangtan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia merupakan
potensi dan kekuatan dalam mengakselerasi inovasi teknologi yang
dihasilkan untuk dimanfaatkan oleh pengguna dan potensi untuk
melaksanakan penelitian multilokasi.

Jejaring kerja dalam bentuk konsorsium penelitian telah
berlangsung dengan melibatkan beberapa lembaga penelitian seperti
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Atom
Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),
Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika (BMKG) serta beberapa perguruan tinggi. Selain itu
telah terbentuk pula jejaring kerja dengan pemerintah daerah, pihak
swasta dan instansi pengambil kebijakan, baik di dalam maupun di
luar Kementerian Pertanian. Secara internasional, Balitbangtan juga
terlibat dalam jejaring kerja bilateral, multilateral, dan regional.

Potensi untuk memperluas dan memperkuat jejaring kerja
masih besar. Kerjasama dengan pihak swasta masih dapat diperluas
dan diperkuat, baik dengan memanfaatkan dana corporate social
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responsibility (CSR), maupun dengan memanfaatkan PP 35/2006 yang
memberikan insentif pajak bagi badan usaha yang membiayai kegiatan
penelitian. Balitbangtan juga telah membuat nota kesepahaman
dengan hampir semua provinsi dan kabupaten dalam penelitian
dan diseminasi. Nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan
program nyata dengan memanfaatkan jejaring kerja internal litbang
dengan BPTP sebagai ujung tombak.

Selain itu, jejaring kerja antar lembaga penelitian, baik perguruan
tinggi maupun lembaga penelitian nasional lainnya juga masih dapat
diperluas melalui program kerjasama penelitian, baik yang diprakarsai
oleh Balitbangtan (KKP3N, KKPSL, dan KKP3I) maupun oleh lembaga
lain seperti halnya program insentif riset Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
dan Sistem Inovasi Nasional (SINAS). Kerjasama dan jejaring kerja
sama internasional juga sudah berkembang dan berpeluang diperluas
dan diperkuat, termasuk dengan kementerian beberapa negara seperti
Malaysia, Brazil, Slovakia, Laos, dan Tunisia.

Balitbangtan juga sudah membuat nota kesepahaman dengan
lembaga-lembaga penelitian internasional, baik secara bilateral,
regional maupun dengan lembaga penelitian international yang
bernaung di bawah Consultative Group for International Agriculture
Research (CGIAR), Australian Centre for International Agricultural
Research (ACIAR), Centre de cooperation Internationale en Recherche
Agronomique pour le Developpement (CIRAD) dan Brazilian Enterprise
for Agricultural Research, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(EMBRAPA), Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative
(AFACI), Asean Technical Working Group on Agriculture Research and
Development (ATWGARD), dan Agriculture Technical Cooperation
Working Group (ATCWG) sebagai salah satu forum kerjasama ekonomi
APEC. Kerjasama regional seperti Asia Pasific Associasion of Agricultural
Research Institute (APAARI) perlu terus ditingkatkan.

Kerjasama Balitbangtan dengan lembaga penelitian di bawah
CGIAR terus berkembang, seperti Internasional Rice Research
Institute (IRRI), Centro Internacional de Mejoramiento de Maizy Trigo
(CIMMYT), CIP, ICRISAT, World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center
for International Forestry Research (CIFOR). Balitbangtan juga telah
menfasilitasi kantor perwakilan IRRI dan CIP untuk Indonesia dan
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kantor perwakilan CYMMIT untuk Indonesia dan Asia Tenggara. Selain
itu masih terbuka peluang untuk menjalin kerjasama penelitian dan
pertukaran informasi dan pengetahuan dengan beberapa negara atau
lembaga penelitian internasional lainnya. Posisi Indonesia sebagai
negara anggota G20 membuka peluang peningkatan kerjasama
dengan negara Selatan-Selatan, termasuk di bidang penelitian dan
pengembangan pertanian

1.2.3. Permasalahan dan Tantangan
1.2.3.1. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global
akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer
menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim, seperti La-
Nina dan El Nino, dan perubahan pola curah hujan dan sulitnya prediksi
awal dan lama musim hujan dan musim kemarau, serta peningkatan
permukaan air laut dan banjir rob. Sektor Pertanian merupakan korban
(victim) dari gejala iklim ekstrim sehingga diperlukan teknologi untuk
meningkatkan ketahanan dan kelenturan (resilience) sistem pertanian.
Sektor pertanian juga merupakan salah satu sumber emisi GRK,
sehingga Indonesia sebagai negara agraris berkewajiban ikut dalam
mitigasi emisi GRK.

Aspek lain yang perlu diantisipasi adalah dampak perubahan iklim
terhadap perkembangbiakan dan populasi tanaman maunpun penyakit
hewan tertentu sehingga dapat memicu perkembangan penyakit
biotik yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti kapang, bakteri,
virus dan serangga tertentu. Penyakit hewan yang kemungkinan
akan muncul adalah penyakit Blue Tongue, yaitu penyakit virus yang
penyebarannya diperantarai oleh nyamuk sebagai vektor berkembang
. = _ biak akibat peningkatan suhu udara. Demikian

| juga penyakit Japanese Encephalitis, penyakit
1 Influenza termasuk Influenza Unggas juga
dapat berkembang lebih lama karena dipicu
oleh perubahan lingkungan, dimana faktor

&% dan transportasi global, arus perdagangan
! yang meningkat, dan kelembaban yang juga
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1.2.3.2. Dinamika Persaingan Sumberdaya Lahan dan Air

Indonesia memiliki lahan seluas 192 juta hektar (ha), dimana 67
juta ha merupakan kawasan budidaya atau areal penggunaan lain
(APL). Luas daratan yang berpotensi untuk area pertanian adalah
101 juta ha, meliputi lahan basah 25,6 juta ha, lahan kering tanaman
semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha.
Sampai saat ini area yang sudah dibudidayakan menjadi area pertanian
adalah 47 juta ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi
untuk perluasan area pertanian, namun pada umumnya berada di luar
kawasan APL.

Luas sawah cenderung menurun dari 8,5 juta ha pada tahun 1993
menjadi sekitar 8,1 juta ha pada tahun 2013. Perluasan areal yang
pesat terjadi pada perkebunan, yaitu dari 8,8 juta ha pada tahun 1986
meningkat menjadi 19,3 juta ha pada tahun 2006. Perluasan terjadi
untuk beberapa komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, kelapa,
kakao, kopi, dan lada. Perkembangan luas area tanam terbesar adalah
perkebunan kelapa sawit, yaitu dari 0,59 juta ha pada tahun 1986
menjadi sekitar 9 juta ha pada tahun 2013. Luas lahan perkebunan
kakao juga berkembang dari 0,1 juta ha pada tahun 1986 menjadi 1,2
juta ha pada tahun 2006 (SIPP, 2012).

Potensi lahan untuk pengembangan pertanian secara biofisik
masih cukup luas, sekitar 30 juta ha, dimana 10 juta ha di antaranya
berada di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) dan 20 juta ha di
kawasan kehutanan (Balitbangtan, 2007). Salah satu isu penting yang
terkait dengan alokasi lahan di Indonesia adalah masalah ketimpangan
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penguasaan lahan. Kondisi ketimpangan lahan telah memicu terjadinya
konflik penguasaan lahan di berbagai lokasi di Indonesia. Berbagai
konflik pertanahan telah berubah menjadi kerusuhan yang melibatkan
masyarakat dan aparat Pemerintah. Fenomena ini bila tidak ditangani
dengan baik akan menjadi pemicu kerusuhan lainnya di lokasi konflik
pertanahan.

Pesatnya perkembangan sektor industri dan jasa di Pulau Jawa
mendesak keberadaan lahan pertanian subur. Hasil analisis rente
ekonomi lahan (land rent economics) menunjukkan bahwa rasio land
rent pengusahaan lahan untuk usaha tani padi dibandingkan dengan
penggunaan untuk perumahan dan industri adalah satu berbanding
622 dan 500. Tanpa campur tangan pemerintah, alokasi lahan
untuk pertanian akan semakin berkurang karena alih fungsi lahan ke
penggunaan yang memiliki ekonomi yang tinggi.

Pada sisi lain, Ketersediaan sumberdaya air nasional (annual
water resources, AWR) masih sangat besar, terutama di wilayah barat,
tetapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, di sebagian
besar wilayah timur yang radiasi mataharinya melimpah, curah hujan
rendah (<1500 mm per tahun) yang hanya terdistribusi selama 3-4
bulan. Total pasokan atau ketersediaan air wilayah (air permukaan
dan air bumi) di seluruh Indonesia adalah 2.110 mm per tahun, setara
dengan 127.775 m? per detik. Indonesia dikategorikan sebagai negara
kelompok tiga berdasarkan kebutuhan dan potensi sumberdaya airnya
yang membutuhkan pengembangan sumberdaya 25-100% dibanding
kondisi saat ini. Berdasarkan analisis ketersediaan air dapat diprediksi
bahwa kebutuhan air sampai tahun 2020 untuk Indonesia masih dapat
dipenuhi dari air yang tersedia saat ini. Proyeksi permintaan air untuk
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tahun 2020 hanya 18% dari total air tersedia, digunakan sebagian besar
untuk keperluan irigasi (66 %), sisanya 17% )untuk rumah tangga, 7%
untuk perkotaan dan 9% untuk industri. Padatahun 2020 Pulau Balidan
Nusa Tenggara akan membutuhkan 75% dari air yang tersedia saat ini di
wilayahnya, disusul Pulau Jawa sebesar 72%, Sulawesi 42%, Sumatera
34%, sedangkan Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing hanya
membutuhkan 2,3% dan 1,8%. Selain konservasi dan antisipasi, perlu
pula terus dikembangkan sumber baku air yang berasal dari air laut
atau sumber lain yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik.

1.2.3.3. Kelangkaan Energi Fosil

Bioenergi merupakan sumber energi alternatif yang bersih dengan
emisi GRK yang relatif rendah dibandingkan dengan BBM fosil yang
makin langka. Untuk meyakinkan bahwa bioenergi mengeluarkan
emisi lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil, beberapa
negara konsumen menetapkan standar penurunan emisi minyak
nabati untuk diolah menjadi biodiesel. Amerika Serikat menetapkan
emisi biodiesel minimal 20% lebih rendah dari emisi solar, sedangkan
Uni Eropa menetapkan 35%. Indonesia akan meningkatkan komposisi
bioenergi 10% dari minyak solar dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan demikian pasar domestik dan pasar global untuk minyak sawit
akan meningkat. Indonesia diperkirakan dapat memenuhi peningkatan
permintaan tersebut dengan upaya meningkatkan produksi minyak
sawit.

Sebagian besar upaya peningkatan
produksi sawit di Indonesia dicapai
melalui  peningkatan luas area
perkebunan (ekstensifikasi)  yang
sebagiannya  menggunakan lahan
hutan dan lahan pertanian lainnya.
Jika hal ini berlanjut dikhawatirkan
akan terjadi kerusakan lingkungan dan
ancaman terhadap produksi tanaman
lain, termasuk tanaman padi yang
merupakan makanan pokok masyarakat.
Beberapa isu yang berhubungan
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dengan penggunaan bioenergi dan memerlukan dukungan penelitian
adalah: 1. Berapa dan bagaimana standar bioenergi Indonesia. 2. Apa
pengaruh peningkatan penggunaan bioenergi terhadap produktivitas
tanaman pangan dan komoditas pertanian lainnya. 3. Bagaimana
strategi penurunan emisi GRK dari penggunaan bioenergi. 4. Berapa
potensi sektor pertanian dalam menghasilkan bioenergi generasi
kedua (misalnya biogas dari kotoran ternak dan dari limbah cair
pabrik minyak sawit). 5. Bagaimana seharusnya tata ruang pertanian
Indonesia untuk memenuhi permintaan hasil pertanian dan menjaga
kelestarian kualitas lingkungan.

YR
!.'f'. | 1.2.3.4. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
l," negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,
- bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
' agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,
| aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kondisi ketahanan pangan
| nasional saat ini belum cukup aman, meskipun swasembada pangan
utama seperti padi dan jagung telah tercapai. Hal ini disebabkan antara
lain oleh lemahnya daya beli sebagian anggota masyarakat terhadap
bahan pangan dan distribusinya sulit dilakukan, terutama di daerah
terpencil dan musim paceklik.

Selain rawan terhadap ancaman food trap terutama terigu,
tingginya tingkat konsumsi beras menunjukkan pola pangan yang tidak
ideal. Di sisi lain, konsumsi pangan dihadapkan pada permasalahan
gizi ganda, kelebihan atau kekurangan gizi, yang berdampak terhadap
penurunan kesehatan. Oleh karena itu, upaya penyediaan pangan
secara luas, tidak hanya untuk masyarakat sehat-normal, namun juga
perlu mempertimbangakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dikembangkan pangan
fungsional, yaitu pangan olahan yang mengandung komponen
fungsional yang menurut kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis
tertentu untuk kesehatan. Pangan fungsional berbeda dengan
pangan suplemen dan obat, karena dikonsumsi sebagai makanan
pada umumnya. Suplemen biasanya berbentuk kapsul atau bubuk
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dan dikonsumsi pada dosis tertentu meskipun bukan obat. Hubungan
antara pangan dan kesehatan semakin banyak diteliti dan menjadi
salah satu dasar pengembangan produk pangan fungsional.

Beberapa permasalahan substantif yang mempengaruhi ketahanan
pangan adalah: a) alih fungsi & fragmentasi lahan pertanian, b) rusaknya
infrastruktur/jaringan irigasi, c) semakin berkurangnya & mahalnya upah
tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi pertanian,
d) masih tingginya susut hasil, e) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk
& benih , f) lemahnya permodalan petani, dan g) harga komoditas
pangan jatuh & sulit memasarkan hasil saat panen raya.

1.2.3.5. Perubahan Pasar Global

Salah satu bentuk perubahan pasar global yang terjadi adalah
diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, yang
dibentuk sebagai pusat perdagangan kawasan yang terintegrasi. MEA
yang merupakan pasar basis produksi, diartikan sebagai liberalisasi
aliran barang, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Di mana
berbagai hambatan perdagangan baik bea masuk maupun non bea
masuk tidak dihapus dan diturunkan. MEA merupakan bentuk realisasi
dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, di mana
salah satu fokusnya pada tahun 2015 adalah akan menjadikan negara-
negara di kawasan Asia Tenggara ini sebagai sebuah wilayah kesatuan
pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis
produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam
jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari
satu negara ke negara lainnya.
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MEA secara langsung maupun tidak
langsung akan menjadi masalah sekaligus
| tantangan yang mempengaruhi ekonomi
Indonesia, karena sektor pertanian
Indonesia dapat berperan sebagai
sumber pembiayaan dan alternatif
investasi bagi investor atau penanam
modal. Hambatan perdagangan yang
berkurang akan berdampak pada
peningkatan ekspor, di mana pada
. akhirnya GDP Indonesia akan meningkat.
Namun di sisi lain, Indonesia juga
terancam akan menerima banyak aliran
barang impor. Hal ini dapat mengancam
keberadaan industri lokal. Industri
lokal akan dihadapkan pada persaingan
dengan industri dari luar negeri yang
memiliki produk yang lebih berkualitas.
Di samping itu, muncul tantangan baru
bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang
diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk
kayu, tekstil, dan barang elektronik. Dalam hal ini competition risk akan
muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam
jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam
bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas.
Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan
bagi negara Indonesia sendiri. Permasalahan ikutan yang akan terjadi
adalah penurunan demand dan peningkatan jumlah pengangguran,
keterlambatan pertumbuhan ekonomi, dan terjadi inflasi sebagai
dampak naik-turunnya harga komoditas dan nilai tukar dolar, dapat
berdampak luas pada perekonomian Indonesia.

1.2.3.6. Mutu dan Keamanan Pangan

Pembangunan pertanian juga harus mampu menggerakkan
perekonomian nasional melalui kontribusinya dalam penyediaan
bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, sumber
devisa negara, dan sumber pendapatan masyarakat serta berperan
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dalam pelestarian lingkungan melalui praktek
budidaya pertanian yang ramah lingkungan.
Sejalan dengan makin ketatnya persaingan
untuk memperoleh pangsa pasar, para pelaku
usaha mengembangkan strategi pengelolaan
rantai pasok (Supply Chain Management, SCM)
yang mengintegrasikan para pelaku dari semua
segmen rantai pasok secara vertikal ke dalam
usaha bersama berlandaskan kesepakatan dan
standarisasi proses dan produk. Kemampuan
suatu rantai pasok merebut pasar, tergantung
kinerja para pelaku di dalam rantai itu
dalam menyikapi permintaan konsumen
menyangkut mutu, harga, dan pelayanan.
Dalam perkembangannya, persaingan antar
negara akan diterjemahkan menjadi persaingan
antar rantai pasok plus berbagai fasilitas
yang dimungkinkan melalui infrastruktur dan
kebijakan.

Dalam kaitan pembangunan pertanian
berkelanjutan, standarisasi proses dan produk
spesifik rantai pasok menimbulkan konsekuensi
diterapkannya standar lingkungan. Standar
lingkungan tersebut dikaitkan dengan emisi

Rice BRAN OLL
(MmYAK DEDAK!
karbon, perubahan iklim, biodiversity, kualitas Bt

lahan, air dan hutan yang digunakan untuk T iy

mengembangkan pertanian. Output vyang LR S
dihasilkan dari pembangunan pertanian harus mengandung citraramah

lingkungan (Eco-Friendly Agriculture) sebagai branding. Dalam kaitan

produksi dan perdagangan, branding ramah lingkungan ini menjadi

hambatan teknis untuk berproduksi dan melakukan perdagangan.

Disamping branding perlu diterapkan labelling untuk memenuhi
tuntutan informasi keamanan dan kesehatan pangan. Dalam standar
tersebut, kandungan pangan ditetapkan dan diberi atribut, baik yang
menguntungkan maupun yang merugikan konsumen. Di satu sisi,
pencantuman atribut positif yaitu keunggulan komponen pangan dapat
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menjadi wahana edukasi sekaligus promosi. Di sisi lain, atribut negatif
yang dapat membahayakan kesehatan merupakan langkah nyata
dalam perlindungan masyarakat. Selain itu, penerapan secara intensif
peraturan labelling dapat menghindari pemalsuan produk pertanian.
Branding dan labelling merupakan upaya dalam meningkatkan daya
saing produk pangan Indonesia terhadap produk impor terkait dengan
peningkatan mutu dan keamanan pangan.

1.2.3.7. Penurunan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian dan Peningkatan
Petani Lanjut Usia

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia, tidak akan memberikan
keuntungan apa pun tanpa adanya perbaikan kualitas SDM. Data dari
ASEAN Productivity Organization (APO) menunjukkan dari 1000 tenaga
kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan
Filipina 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%. Berdasarkan
struktur pasar, tenaga kerja Indonesia didominasi oleh pekerja lulusan
SD (80%) sementara lulusan Perguruan Tinggi hanya 7%, dimana saat
ini sebagian dunia kerja mensyaratkan lulusan Perguruan Tinggi.

Secara kuantitatif tenaga kerja untuk sub sektor tanaman pangan
tersediadipedesaan, namunadakecenderunganterus menurundengan
indikasi semakin berkurangnya minat generasi muda di pedesaan
untuk bekerja di sub-sektor pertanian. Berdasarkan data BPS, rata-rata
pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan
sebesar 1.49% per tahun antara tahun
2010 sampai tahun 2014. Penurunan
pertumbuhan tenaga kerja terbesar justru
pada kelompok umur pemuda, yaitu
§ antara usia 15 sampai 29 tahun dengan
rata-rata pengurangan 3.41% per tahun
(Statistik ~ Ketenagakerjaan  Pertanian
dalam Badan PPSDMP, 2013).

Rata-rata pekerja yang bekerja di
sektor pertanian adalah penduduk dengan
i usia lebih dari 50 tahun. Rendahnya
. minat generasi muda terhadap sektor
pertanian ini menyebabkan senjang
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regenerasi di sektor pertanian, sehingga
akan berimbas pada menurunnya
jumlah bahan pangan yang dihasilkan. *
Hilangnya minat generasi muda cerdas
terdidik dari dunia pertanian Indonesia
akan menyulitkan sektor pertanian
dalam melaksanakan mandat menjaga
ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Diperlukan peran pemerintah untuk
meningkatkan daya tarik pedesaan dalam
meningkatkan pendapatan sebagai masa
depan generasi muda.

1.2.3.8. Sistem Agribisnis

Sektor pertanian harusdikelolasebagaisuatusistemagribisnis, yang
terdiri dari lima unsur atau komponen utama dari hulu ke hilir yaitu: (1)
agroinput; (2) usahatani; (3) pengolahan hasil; (4) pemasaran; serta (5)
jasa layanan dan pendukung. Terkait dengan sistem agribisnis tersebut
di atas, beberapa permasalahan pembangunan pertanian yang sampai
saat ini masih dirasakan adalah penguasaan lahan, infrastruktur, sarana
produksi, sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses petani
terhadap permodalan, kelembagaan petani, serta pemasaran.

Luas penguasaan lahan pertanian semakin sempit antara lain
disebabkan beralihnya fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang
tidak mampu diimbangi pencetakan lahan pertanian baru. Pada tahun
2012, rata-rata luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar, dan
tahun 2050 diperkirakan menjadi 0,18 hektar sehingga menyebabkan
usahatani menjadi semakin tidak efisien.

Permasalahan infrastruktur yang dihadapi oleh Indonesia saat ini
adalah banyak rusaknya jaringan irigasi serta jalan usahatani, jalan
produksi dan pelabuhan. Berdasarkan The Global Competitiveness
Report 2013/2014 yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF),
kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-56 dari 144
negara atau berada pada peringkat ke-4 diantara negara-negara inti
ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur Indonesia masih jauh
tertinggal.
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Pembangunan infrastruktur yang belum optimal, dipengaruhi oleh
beberapa faktor penghambat, yakni:

1. Anggaran infrastruktur yang relatif rendah yakni 2,5% dari PDB.
Jumlah ini tidak dapat mengakomodir biaya pembebasan lahan
dan biaya feasibility study serta AMDAL yang kerap muncul dalam
pembangunan infrastruktur.

2. Konflik kepentingan, seperti politik, bisnis, atau pesanan pihak-
pihak tertentu dalam pembangunan infrastruktur.

3. Koordinasilintas sektor masih relatif sulit dilakukan sehingga aspek
perencanaan dan pemeliharaan pembangunan infrasturktur baru
yang mendukung pembangunan pertanian tidak berjalan dengan
baik.

Tabel 14. Global competitve index 2015-2016 infrastruktur lingkup negara ASEAN

No Negara Peringkat \IET]
1 Singapura 2 6,49
2 Malaysia 24 5,51
3 Thailand 44 4,62
4 Indonesia 62 4,19
5 Filipina 76 3,84
6 Vietnam 90 3,44
7 Laos 98 3,23
8 Kamboja 101 3,19
9 Myanmar 134 2,09

Sumber: World Economic Forum (2015)

Permasalahan yang dihadapi pada aspek sarana produksi adalah
belum optimalnya sistem logistik benih/bibit varietas unggul bermutu,
pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alsintan hingga ke tingkat
usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan
penyedia sarana produksi. Penggunaan benih/bibit unggul merupakan
salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Sampai
saat ini, benih unggul banyak diimpor seperti: padi hibrida, sayuran
dan tanaman hias, serta bibit sapi. Di samping itu, infrastruktur
perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang
cukup besar, sementara dukungan swasta belum memadai terutama
dalam berinvestasi di bidang agro-input.

Ketersediaan modal yang memadai mendorong petani untuk
menerapkan inovasi teknologi dalam usaha taninya. Untuk itu,
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pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengembangan skema
kredit dengan subsidi suku bunga seperti Kredit Ketahanan Pangan dan
Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi
Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan
skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Namun demikian, upaya ini belum berjalan seperti yang diharapkan
karena sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung
bank, sehingga perbankan menerapkan prudential (kehati-hatian)
perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan
menyulitkan petani dalam akses permodalan karena persyaratan yang
dianggap rumit dan memakan waktu lama, antara lain perlu jaminan
tambahan berupa sertifikat lahan. Selain itu, sosialisasi dan informasi
keberadaan skema kredit terbatas, serta kurangnya pendampingan
dan pengawalan bagi petani yang membutuhkan permodalan dari
perbankan.

Hallain yang juga menjadi masalah pembangunan pertanian adalah
kelembagaan. Kelembagaan pertanian pada dasarnya diklasifikasikan
dengan kelembagaan tradisional dan modern. Kondisi kelembagaan
tradisional lebih didasari sosial budaya lokal dan cenderung potensial
untuk dikembangkan dan diberdayakan mendukung usaha tani. Di lain
pihak, tumbuhnya kelembagaan usaha tani modern lebih diwarnai
intervensi dari luar struktur masyarakat sehingga keberlangsungannya
sangat bergantung pada fasilitasi pemerintah dan pihak lainnya.

Permasalahan yang dijumpai dalam distribusi dan akses pangan
adalah: (1) infrastruktur, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3)
pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah,
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(4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran
daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak
resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8)
adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana. Kestabilan
pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan
harga yang terjadi, oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana
distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan
pangan tersebut.

1.2.4. Implikasi bagi Balitbangtan
1.2.4.1. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan lklim

Untuk melindungi tanaman yang rentan diperlukan usaha adaptasi
agar peningkatan produksi dapat dicapai di tengah terpaan perubahan
iklim. Kejadian iklim ekstrim mempengaruhi sektor pertanian dalam
berbagai proses. Peningkatan suhu udara ditengarai menurunkan
produksi padi 30-45%, meningkatkan kehilangan air sekitar 11% untuk
setiap perubahan 1°C, dan meningkatkan serangan OPT. Untuk itu perlu
dihasilkan varietas yang adaptif terhadap suhu tinggi, tahan serangan
OPT, dan efisien dalam menggunakan air.

Dalam kaitannya dengan peningkatan suhu udara, zonasi wilayah
dengan indeks kenyamanan terbaik bagi proses pengembangbiakan
ternak perlu mendapat perhatian, termasuk pengembangan
integrasi ternak-tanaman. Perubahan iklim yang juga ditandai oleh
meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir dan kekeringan menuntut
perakitan varietas toleran kekeringan dan rendaman, teknologi irigasi
dan drainase, pengembangan teknologi pompanisasi, pengembangan
energi alternatif (bioenergi), konservasi tanah dan air, pengembangan
teknologi budidaya, dan pola tanam yang memiliki efisiensi tinggi
dalam memanfaatkan air.

Semakin sulitnya memprediksi awal dan lama musim hujan dan
musim kemarau menuntut kemampuan yang lebih tinggi dan akurat
dalam memprediksi awal musim (hujan dan kemarau), misalnya dengan
meningkatkan akurasi informasi kalender tanam terpadu. Selain itu,
diperlukan juga penelitian terhadap wilayah kunci (key area) untuk
mendeteksi secara dini fenomena iklim ekstrim tersebut. Tingginya
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intensitas curah hujan dalam waktu yang pendek menuntut perlunya
varietas toleran genangan dan perbaikan pengelolaan drainase.
Penggenangan (rob) dan intrusi air laut serta peningkatan salinitas di
daerah pesisir menuntut tersedianya varietas toleran salinitas tinggi.

Penelitian peningkatan daya adaptasi pertanian berbasis lahan
juga harus menjadi perhatian serius, khususnya pada lahan kering,
lahan rawa, lahan gambut dan lahan suboptimal lainnya. Penelitian
dalam rangka perakitan teknologi adaptasi untuk optimalisasi lahan
suboptimal merupakan tuntutan yang mendesak karena makin
menyempitnya lahan subur. Kegagalan dalam meningkatkan produksi
berdampak terhadap kerawanan pangan.

Sumbangan sektor pertanian terhadap emisi GRK relatif kecil jika
proses perubahan penggunaan lahan tidak diperhitungkan sebagai
salah satu sumber emisi, yang berasal dari lahan gambut, lahan sawah
dan peternakan. Secara global, pertanian yang intensif dan perubahan
penggunaan lahan menyumbang 15-20% dari total emisi semua
sumber sebesar 30 Gt CO,-e per tahun. Di Indonesia, semua sektor
menyumbang sekitar 1,8 Gt CO,-e pada tahun 2005 dan menjelang
tahun 2020 emisi GRK tahunan diperkirakan sekitar 2,9 Gt CO,-e. Lebih
dari 60% emisi GRK nasional bersumber dari perubahan penggunaan
lahan dan lahan gambut. Hal ini mununjukkan opsi mitigasi memegang
peranan penting dalam mengatasi emisi GRK. Kedua penelitian
adaptasi. tersebut dapat dilaksanakan
melalui Life Cycle Assesment (LCA)
terhadap produk maupun alih fungsi
lahan tertentu menjadi lahan pertanian.

1.2.4.2. Optimalisasi Lahan dan Lahan
Sub-optimal

Dalam menghadapi masalah
penyempitan lahan subur dan terus
mengalami degradasi, maka penelitian
konservasi tanah dan air secara terpadu
pada lahan kering, lahan basah/rawa,
lahan gambut, dan lahan sub-optimal
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lainnya perlu dilakukan, termasuk pengelolaan air pada satu kawasan
tangkapan hujan atau DAS, serta perakitan teknologi mendukung
efisiensi dan pengelolaan pemupukan, penciptaan dan pengembangan
teknologi deteksi dini penurunan kesuburan/degradasi lahan,
teknologi adaptif pada lahan rawa dan lahan kering, penelitian model
akselerasi pemulihan dan pengembangan pertanian berkelajutan lahan
terdegradasi dan suboptimal lainnya, penelitian ekplorasi air berbasis
hidrokimia dan pengembangan teknologi isotop, nano teknologi, dan
penelitian model pengembangan integrasi ternak-tanaman pada lahan
terdegradasi dan lahan suboptimal lainnya.

Penelitian dan pengembangan pertanian bioindustri berbasis zero
waste untuk mengurangi limbah pascapanen, penerapan mekanisasi
dan beralih ke tanaman yang bernilai lebih tinggi untuk memasok
kebutuhan pasar dunia, serta penelitian kebijakan litbang untuk
berperan aktif dalam penyediaan bibit benih komoditas pertanian
perlu mendapat perhatian khusus. Disampingitu, beberapa penelitian
kebijakan juga perlu dilakukan, antara lain penelitian need assessment
utama rumah tangga petani dan skema pemenuhan kebutuhan
tersebut dalam upaya menekan alih fungsi lahan pertanian, penelitian
kebijakan untuk pengawasan pemerintah daerah terhadap konversi
lahan pertanian, khususnya di Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Papua
yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lumbung pangan.

1.2.4.3. Energi Alternatif

Peluang terbesar dalam mencari bentuk energi
alternatif dari sektor pertanian bersumber dari
biomasa komoditas kelapa sawit, ubi kayu, jarak pagar,
kemiri, tebu dan tanaman perkebunan lainnya. Namun
penelitian untuk menghasilkan bahan bioenergi perlu
menjaga keselarasan antara kebutuhan pangan dan
kebutuhan bioenergi. Alokasi penggunaan lahan untuk
tanaman pangan dan tanaman penghasil bioenergi
juga harus terbagi secara jelas sehingga komoditas
tanaman pangan yang pada umumnya mempunyai
nilai ekonomi lebih rendah tidak tergusur oleh
komoditas penghasil bioenergi. Beberapa penelitian
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penting untuk menghasilkan  standar
bioenergi Indonesia, seperti: pengaruh
peningkatan penggunaan bioenergi terhadap
produktivitas tanaman pangan dan komoditas
pertanian lainnya, strategi penurunan emisi
GRK dari penggunaan bioenergi, serta analisis
potensi sektor pertanian dalam menghasilkan
bioenergi generasi kedua (misalnya biogas
dari kotoran ternak dan dari limbah cair
pabrik minyak sawit) juga perlu mendapatkan
prioritas. Dalam  mewujudkan  sistem
pertanian bioindustri, pemenuhan energi
untuk proses produksi pangan pertanian
dicukupi oleh energi alternatif (bioenergi)
dari limbah biomasa produk pertanian itu
sendiri. Sebagai contoh, bahan bakar traktor untuk mengolah tanah
budidaya padi harus menggunakan biodiesel dari kemiri sunan atau
kelapa sawit.

1.2.4.4. Kedaulatan Pangan

Dalam rangka memenuhi pangan nasional terutama kebutuhan
produksi padi, jagung dan kedelai pemerintah menargetkan dalam
waktu 3 tahun ke depan akan mencapai swasembada pangan terutama
padi, jagung dan kedelai. Peningkatan produksi padi, jagung & kedelai
ini oleh Kementerian Pertanian dicapai melalui program UPSUS
pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai melalui perbaikan
jaringan irigasi dan sarana pendukungnya.

Upaya khusus yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yang
didukung oleh seluruh jajaran Balitbangtan adalah: a) Rehabilitasi
pengembangan jaringan irigasi tersier, b) Optimasi lahan, c) Gerakan
penerapan pengelolaan tanaman terpadu (GP PTT), d) Optimasi
perluasan areal tanaman melalui peningkatan indeks pertanaman
kedelai & jagung, e) Penyediaan sarpras pertanian (benih, pupuk,
pestisida & alsintan), f) Pengawalan/pendampingan. Selain UPSUS,
maka diperlukan dukungan Kebijakan Ketahanan Pangan, Air dan
Energi untuk memperkokoh ketahanan pangan dan gizi nasional, air
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serta energi melalui kebijakan sebagai berikut:
a) Meningkatkan kapasitas produksi pangan
pokok untuk mewujudkan kedaulatan pangan
nasional dan ketahanan pangan komunitas
secara berkelanjutan; b) Membangun lumbung-
lumbung pangan modern berbasis perdesaan;
c¢) Mendorong penganekaragaman konsumsi
pangan berbasis sumberdaya lokal; d)
Mendorong usaha pengolahan bahan pangan
berbasis sumberdaya lokal guna meningkatkan
nilai gizinya; e) Menyelenggarakan program
pemberian makanan tambahan bagi kelompok
masyarakat rawan gizi, terutama ibu hamil dan
menyusui serta anak balita dan anak sekolah
dasar; f) Memelihara dan meningkatkan
sumberdaya air melalui pengembangan pertanian berbasis siklus
hidrologi antara lain dengan sistem wanatani (agroforestry),
g) Menyelenggarakan penataan ruang melalui pengembangan
pertanian-bioindustri guna meminimalkan pencemaran sumberdaya
air; h) Mendorong usaha pengolahan sumberdaya air berbasis
sumberdaya hayati guna meningkatkan mutu air; i) Mendorong
pengembangan bioenergi untuk diversifikasi pasokan energi nasional;
dan j) Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi
pemakaian energi tidak terbarukan pada rantai nilai bioproduk.

1.2.4.5. Repositioning dalam Pasar Global

Dalam menghadapi perubahan pasar global, terutama dengan
diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia perlu
melakukan upaya-upaya repositioning perdagangan di dalam pasar
glonal ASEAN. MEA akan menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia,
karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan
menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan
eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.

Beberapa strategi positioning yang dapat dilakukan oleh Indonesia

adalah menjadikan Indonesia sebagai pemimpin pasar ASEAN di masa
depan serta negara ekonomi yang produktif dan dinamis dengan
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kesempatan penguasaan pasar yang besar dan investasi. Hal ini
dimungkinkan karena Indonesia merupakan pasar potensial yang
memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan
ASEAN (40% dari total penduduk ASEAN).

Indonesia sebagaisalah satu negarabesaryangjuga memiliki tingkat
integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada
sektor berbasis sumber daya alam tropis. Dengan demikian strategi
positioning selanjutnya adalah sebagai negara industri di sektor-sektor
tersebut dan negara eksportir utama di kawasan ASEAN dengan pangsa
pasar lebih dari 50%. Hingga saat ini nilai ekspor Indonesia ke intra-
ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari
total ekspornya. Tentu saja, untuk dapat meningkatkan pangsa ekspor
ini, Indonesia harus dapat memproduksi dan mendistribusikan barang
yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan
produk-produk dari negara lain.

1.2.4.6 Peningatan Mutu dan Keamanan Pangan

Pembangunan pertanian juga harus mampu menggerakkan
perekonomian nasional melalui kontribusinya dalam penyediaan
bahan pangan, bahan baku industri, pakan
dan bioenergi, sumber devisa negara, dan
sumber pendapatan masyarakat serta
berperan dalam pelestarian lingkungan
melalui praktek budidaya pertanian yang
ramah lingkungan. Sejalan dengan makin
ketatnya persaingan untuk memperoleh
pangsa pasar, para pelaku usaha
mengembangkan strategi pengelolaan
rantai pasok yang mengintegrasikan para
pelaku dari semua segmen rantai pasok
secara vertikal ke dalam usaha bersama
berlandaskan kesepakatan dan standarisasi
proses dan produk. Kemampuan suatu
rantai pasokmerebut pasar, tergantung
kinerja para pelaku di dalam rantai itu
dalam menyikapi permintaan konsumen

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | 75




BAB |. PENDAHULUAN

menyangkut mutu, harga, dan pelayanan. Dalam perkembangannya,
persaingan antar negara akan diterjemahkan menjadi persaingan
antar rantai pasok plus berbagai fasilitas yang dimungkinkan melalui
infrastruktur dan kebijakan.

Dalam kaitan pembangunan pertanian berkelanjutan, standarisasi
proses dan produk spesifik rantai pasok menimbulkan konsekuensi
diterapkannya standar lingkungan. Standar lingkungan tersebut
dikaitkan dengan emisi karbon, perubahan iklim, keanekaragaman
hayati, kualitas lahan, air dan hutan yang digunakan untuk
mengembangkan pertanian. Output yang dihasilkan dari pembangunan
pertanian harus mengandung citra ramah lingkungan (Eco-Friendly
Agriculture) sebagai branding. Branding ini menjadi permasalahan
ketika standar lingkungan yang ditetapkan terlalu kaku dan tidak
sesuai dengan kemampuan penerapannya atau manakala standar
lingkungan yang ditetapkan berubah-ubah. Dalam kaitan produksi dan
perdagangan, branding ramah lingkungan ini menjadi hambatan teknis
untuk berproduksi dan melakukan perdagangan.

Disamping branding perlu diterapkan labelling untuk memenuhi
tuntutan informasi keamanan dan kesehatan pangan. Dalam standar
tersebut, kandungan pangan ditetapkan dan diberi atribut, baik yang
menguntungkan maupun yang merugikan konsumen. Di satu sisi,
pencantuman atribut positif yaitu keunggulan komponen pangan dapat
menjadi wahana edukasi sekaligus promosi. Di sisi lain, atribut negatif
yang dapat membahayakan kesehatan merupakan langkah nyata
dalam perlindungan masyarakat. Selain itu, penerapan secara intensif
peraturan labelling dapat menghindari pemalsuan produk pertanian.
Branding dan labelling merupakan ;
upaya dalam meningkatkan daya
saing produk pangan Indonesia
terhadap produk impor terkait
dengan peningkatan mutu dan
keamanan pangan.

Kondisi pangan nasional saat

ini belum cukup aman, meskipun
swasembada pangan utama
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seperti padi dan jagung telah tercapai. Hal ini disebabkan antara lain
oleh lemahnya daya beli sebagian anggota masyarakat terhadap bahan
pangan dan distribusinya sulit dilakukan, terutama di daerah terpencil
dan musim paceklik. Secara teknis dan sosial ekonomis, penyebab
menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang pernah
terjadi adalah akibat gagal panen, bencana alam, perubahan iklim,
serangan hama dan penyakit maupun jatuhnya harga pasar produk
yang dihasilkan petani.

Selain rawan terhadap ancaman food trap terutama terigu,
tingginya tingkat konsumsi beras menunjukkan pola pangan yang tidak
ideal. Di sisi lain, konsumsi pangan dihadapkan pada permasalahan
gizi ganda, kelebihan atau kekurangan gizi, yang berdampak
terhadappenurunan kesehatan. Oleh karena itu, upaya penyediaan
pangan secara luas, tidak hanya untuk masyarakat sehat-normal,
namun juga perlu mempertimbangakan kesehatan masyarakat secara
keseluruhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dikembangkan
pangan fungsional, yaitu pangan olahan yang mengandung komponen
fungsional yang menurut kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis
tertentu untuk kesehatan. Pangan fungsional berbeda dengan
pangan suplemen dan obat, karena dikonsumsi sebagai makanan
pada umumnya. Suplemen biasanya berbentuk kapsul atau bubuk
dan dikonsumsi pada dosis tertentu meskipun bukan obat. Hubungan
antara pangan dan kesehatan semakin banyak diteliti dan menjadi
salah satu dasar pengembangan produk pangan fungsional.

1.2.4.7. Meningkatkan Daya Tarik Perdesaan

Daya tarik perdesaan sebagai
tempat  untuk  meningkatkan
pendapatan dan mata pencaharian
utama perlu diciptakan oleh
pemerintah.  Selaras  dengan
cita ke tujuh dari Nawa Cita
yaitu mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi
domestik, maka Pemerintah
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Indonesia melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
mengagendakan untuk membangun Taman Sains (TS) di 34 provinsi
dan Taman Teknologi (TT) di 100 kabupaten dalam waktu 5 tahun
yang dituangkan dalam program quick win. Sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Balitbangtan pada tahun
2015 membangun 5 (lima) Taman Sains Pertanian (TSP) di area Kebun
Percobaan milik Balitbangtan, Taman Sains dan Teknologi Pertanian
Nasional (TSTPN) yang dipusatkan di Cimanggu, Bogor dan 16 Taman
Teknologi Pertanian (TTP) di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya
setiap tahun akan bertambah jumlah pembangunannya sesuai dengan
target yang telah ditetapkan hingga tahun 2019.

Program pembangunan dan pengembangan Taman Sains
dan Teknologi Pertanian sangat tepat untuk dilaksanakan oleh
Balitbangtan yang telah menghasilkan banyak inovasi teknologi
pertanian yang siap disebarkan kepada masyarakat. Namun demikian,
keberhasilan TSP dan TTP dalam menyebarluaskan inovasi teknologi
pertanian kepada masyarakat juga bergantung pada keterlibatan
dan komitmen Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun
di tingkat kabupaten/kota dalam menggali potensi sumber-sumber
pertumbuhan ekonomi dan mendistribusikan berbagai sumber daya
untuk pembangunan pertanian di wilayahnya terutama di pedesaan.
Program TSP dan TTP diharapkan dapat meningkatkan generasi muda
bekerja di sektor pertanian sehingga tidak harus pergi ke kota atau
bekerja di sektor lainnya.

1.2.4.8. Efisiensi Sistem Agribisnis

5 Berdasarkan permasalahan  dan
' tantangan sistem agribisinis di atas, perlu

" ke depan adalah bagaimana melindungi
keberadaan lahan pertanian melalui kajian
4 perencanaan dan pengendalian tata ruang;
meningkatkan optimalisasi pemanfaatan
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lahan sub-optimal, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan
produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian
pertumbuhan penduduk.

Sementara itu, kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
di Indonesia berimplikasi bahwa ke depan dilakukan evaluasi dan
perencanaan yang akurat serta penyediaan semua prasarana yang
dibutuhkan petani secara memadai untuk dapat menekan biaya tinggi
yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik
pada sentra produksi komoditas pertanian.

Implikasi kebijakan untuk mengembangkan sarana produksi
pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar
benih/bibit unggul dan bermutu, memperkuat dan menumbuh
kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian,
mendiseminasikan teknologi ramah lingkungan melalui pemakaian
pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan bio-
pestisida. Terkait dengan perbenihan, perlu ada upaya yang serius
untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai dari
pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan
penangkar benih lokal.

Di sisi permodalan, dengan diterbitkannya Undang-undang
nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah menugasi BUMN bidang
perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang perbankan untuk
melayani kebutuhan pembiyaan usahatani, dengan membentuk unit
khusus pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiyaan dengan
prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal iniakan diimbangi
dengan memperkuat kelembagaan keuangan petani, sehingga petani
mendapatkan kemudahan dalam mengkases kredit perbankan. Usaha
pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam
(banjir, kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta tidak
adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi
melalui pengembangan asuransi pertanian.

Subsistem agribisnis yang tak kalah pentingnya adalah pasar. Dari
sudut pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran
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merupakan bagian hilir dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan
produksi. Dalam pasar dan pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas dan
kuantitas menjadi faktor kunci. Implikasi ke depan bagi Balitbangtan
adalah melakukan kajian rantai pasok, rantai nilai, dan fasilitasi
pemasaran, sehingga petani dapat memproduksi hasil pertanian yang
memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta
dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Dengan
memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing dari suatu
produk pertanian akan lebih baik.
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merupakan
eselon satu dibawah Kementerian Pertanian yang berupa Badan,
dengan program utama penciptaan teknologi dan inovasi pertanian
bioindustri berkelanjutan. Dalam melaksanakan kegiatannya
Balitbangtan mendukung program eselon satu lainnya, pencapaian
visi dan misi Kementerian Pertanian. Bentuk dukungan yang utama
adalah penyediaan teknologi dan paket teknologi serta rekomendasi
opsi kebijakan. Selain itu Balitbangtan ikut melakukan pendampingan
dalam perencanaan dan pelaksanaan beragam kebijakan dan program
Kementerian Pertanian, terutama yang masuk kategori program
strategis.

Dalam sistem inovasi nasional, Balitbangtan merupakan penggerak
utama dan pemimpin dalam penelitian pangan dan pertanian. Terkait
dengan posisi ini maka program yang dicanangkan harus dapat
bersinergi dan saling terkait dengan beragam agenda riset nasional
ataupun Rencana Induk Riset Nasional.

Sejalan dengan Agenda Prioritas atau Nawa Cita, salah satunya
adalah “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional”, yang antara lain dijabarkan dalam program
“Membangun sejumlah Science Park dan Techno Park”. Kementerian
Pertanian melalui Balitbangtan menjadikan Science Park dan Techno
Park sebagai wahana implementasi inovasi aplikatif spesifik lokasi dari
hulu ke hilir dengan melibatkan stakeholders terkait.
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2.1. Visi

Kementerian Pertanian menetapkan Visi yang harus
diacu oleh semua Eselon Satu Kementerian Pertanian, vyaitu
“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.
Dengan memperhatikan Visi Kementerian Pertanian dan dinamika
lingkungan strategis serta program, kebijakan dan kegiatan yang
ada, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi
yang diharapkan pada tahun 2019, maka Visi Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian adalah :

Menjadi Lembaga Penelitian Terkemuka Penghasil Teknologi dan
Inovasi Pertanian Modern Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan
dan Kesejahteraan Petani.

Makna dari Visi adalah :

- Lembaga Penelitian Terkemuka artinya lembaga penelitian
yang dinamis dan tumbuh sebagai fast learning organization
yang memimpin kegiatan riset pertanian di Indonesia dalam
mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang ada.

- Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang
dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu
pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan,
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

- Inovasi adalah penerapan praktis nilai dan konteks ilmu
pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau
proses produksi.
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- Pertanian Modern adalah kegiatan yang bertujuan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan input dan sumberdaya pertanian
melalui proses yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan,
untuk menghasilkan Produk Pertanian yang mempunyai nilai
tambah tinggi serta aman dan sehat untuk dikonsumsi.

- Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang
secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin
hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi
masyarakat untuk menentukan system pangan yang sesuai dengan
potensi sumberdaya lokal.

- Kesejahteraan Petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani
dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang
diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

2.2. Misi

Misi Balitbangtan adalah :

1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian
modern yang memiliki scientific and impact recognition dengan
produktivitas dan efisiensi tinggi

2. Mewujudkan Badan Litbang Pertanian sebagai Institusi
yang mengedepankan transparansi, profesional ismedan
akuntabilitas

Makna dari misi adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian yang
memiliki scientific recognition dengan produktivitas dan efisiensi
tinggi;

2. Hilirisasi dan masalisasi teknologi pertanian sebagai solusi
menyeluruh permasalahan pertanian yang memiliki impact
recognition.

3. Memberikan fasilitasi kepada stakeholder dalam memperoleh
informasi tentang program, pelaksanaan dan hasil penelitian dan
pengembangan pertanian.

4. Mencurahkan  segenap  kompetensi, kemampuan dan
pengembangan sumberdaya yang dimiliki secara optimal dalam
melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian
untuk memeberrikan hasil yang terbaik.
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5. Mempertangungjawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang sudah dibuat melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik.

2.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Balitbangtan, maka tujuan
yang ingin dicapai selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan teknologi inovasi pertanian yang produktif dan
efisien serta ramah lingkungan yang siap dimanfaatkan oleh
stakeholder (pengguna).

2. Mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan jasa dan informasi
teknologi kepada pengguna.

3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

2.4. Tata Nilai

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balitbangtan
menetapkan tata nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan
mengikat seluruh komponen yang ada di Balitbangtan. Tata nilai
tersebut antara lain:

1. Balitbangtan adalah lembaga yang terus berkembang dan
merupakan Fast learning organization.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan prinsip
efisiensi dan efektivitas kerja.

3. Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian
dari upaya mewujudkan corporate management yang baik.

4. Bekerja secara cerdas, cermat, keras, ikhlas, tuntas dan mawas.

2.5. Sasaran Program

Sasaran Program Balitbangtan adalah:

1. Dimanfaatkannnya hasil inovasi teknologi pertanian.

2. Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
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Keterkaitan visi, misi dan sasaran program disajikan pada Tabel 15,
sedangkan keterkaitan sasaran program dan indikator kinerja program
Balitbangtan 2015-2019 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 15. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program

Visi

Menjadi lembaga
penelitian
terkemuka
penghasil teknologi
dan inovasi
pertanian modern
untuk mewujudkan
kedaulatan pangan
dan kesejahteraan
petani

MiSI

Menghasilkan dan
mengembangkan
teknologi pertanian
modern yang
memiliki scientific
and impact
recognition dengan
produktivitas dan
efisiensi tinggi

Mewujudkan

Badan Litbang
Pertanian sebagai
Institusi yang
mengedepankan
transparansi,
profesionalisme dan
akuntabilitas

TUJUAN

Menyediakan teknologi
inovasi pertanian yang
produktif dan efisien
serta ramah lingkungan
yang siap dimanfaatkan
oleh stakeholder
(pengguna)

Mewujudkan
profesionalisme
dalam pelayanan
jasa dan informasi
teknologi kepada
pengguna

Mewujudkan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di
lingkungan Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Pertanian

SASARAN
PROGRAM

1. Dimanfaatkannnya

hasil inovasi teknologi
pertanian

2. Meningkatnya kualitas

layanan dan informasi
publik Badan Penelitian
dan Pengembangan
Pertanian

3. Terwujudnya

akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di
lingkungan Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Pertanian

Tabel 16. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Balitbangtan 2015-2019

Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Program

Dimanfaatkannya inovasi Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan

SP1 k . 1 | (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil
teknologi pertanian
e penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatnya kualitas 2 | ataslayanan publik Badan Penelitian dan
spa layanan dan informasi publik Pengembangan Pertanian

Badan Penelitian dan

Nilai pemeringkatan informasi publik
Pengembangan Pertanian 3

Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian

Nilai AKIP Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian berdasarkan

Terwujudnya akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah 4 penilaian Inspektorat Jenderal
SP3 di lingkungan Badan Kementerian Pertanian

Penelitian dan

Pengembangan Pertanian 5 Nilai Kinerja (NK)

(berdasarkan PMK 249 tahun 2011)
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BABIlIl. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dan
Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019

Balitbangtan merupakan salah satu unit eselon satu di Kementerian
Pertanian, karena itu arah kebijakan yang akan diambil terkait erat
dengan arah kebijakan pembangunan pertanian. Sesuai dengan kondisi
saat ini, arah kebijakan pembangunan pertanian mengacu pada dua
dokumen penting yaitu sasaran utama pembangunan nasional RPJMN
2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian
2015-2019.

Pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan berlandaskan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-
tiga (2015- 2019), dimana RPJMN tersebut sebagai penjabaran dari
Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf
Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa
Cita), maka agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua
hal, yaitu Peningkatan Agroindustri, dan Peningkatan Kedaulatan
Pangan. Peningkatan agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa
Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
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internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah: (a)
meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta
produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif, (b)
meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor,
dan (c) berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi
yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa
sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak,
kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan
daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka
arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan
mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor
dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri
pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil
pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,

b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil
pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan
pengawasan keamanan hayati,

c. Pengembangan agroindustri perdesaan,

d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/ pengusaha
pengolahan dan pemasaran,

e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-
sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar

f.  Akselerasi ekspor untuk komitas-komoditas unggulan serta
komoditas prospektif.

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dariagenda 7 Nawa
Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan
pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang
perlu didukung dengan: (a) ketahanan pangan, terutama kemampuan
mencukupipangan dariproduksi dalam negeri; (b) pengaturan kebijakan
pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan
(c) mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan,
terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan
pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk
meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi.
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Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan,
sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode
2015-2019 adalah:

a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber
dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan
dalamrangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi
kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan
kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan
untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal.
Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di
tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri
ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.

b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang
didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah
spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah
dalam rangka memperkuat stabilitas harga.

c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga
mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).

d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu
Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.

e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai
bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.

f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.

g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk
pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan
pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-
2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian
pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga
bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas
dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan
pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan
tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas
produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung,
kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.

b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat
terhadap Pangan.
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c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama
mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan
serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.

e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah 2015-2019, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk
dapat menjamin ketahanan pangan dan energi mendukung ketahanan
nasional. Arah kebijakan pembangunan pertanian dalam RPJMN 2015-
2019 antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas produksi
melalui peningkatan produktivitas dan
perluasan area pertanian.

2. Meningkatkan daya saing dan nilai
tambah komoditas pertanian.

3. Meningkatkan produksi dan
diversifikasi sumber daya pertanian.

4. Pengelolaan dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati.

5. Memperkuat kapasitas mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim.

3.2 Arah Kebijakan Litbang Pertanian

Arah kebijakan Balitbangtan 2015-
2019 mengacu pada arah kebijakan
pembangunan Pertanian Nasional
(RPIMN) ke-tiga (2015-2019), sebagai
penjabaran visi dan misi Presiden/Wakil
Presiden Joko Widodo dan Jusuf kalla.
Berdasarakan rincian dari Sembilan
Agenda Prioritas (Nawa Cita), dimana
agenda prioritas pertanian terdiri atas dua
hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri,
dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.
Berdasarkan arahan dari kebijakan
nasional tersebut, maka upaya pemenuhan
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kebutuhan pangan masih menjadi hal yang utama dan disamping
mulai memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan energi
melalui pengembangan pertanian modern yang bermuara pada
peningkatan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan dan strategi litbang ke depan disusun dengan
mempertimbangkan sasaran pembangunan pertanian 2015-2019
melalui peningkatan penguasaan dan pengembangan IPTEK yang
inovatif, efisien, dan efektif dengan mengedepankan kaidah ilmiah
dan berkontribusi terhadap perkembangan IPTEK dalam mewujudkan
pertanian modern. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui
pemanfaatan  sumberdaya  penelitian
secara optimal dan meningkatkan jejaring
kerjasama dengan institusi lain, baik
nasional maupun internasional.

Balitbangtan pada periode 2015-
2019, yang merupakan periode kurva
kedua (second curve) yang sudah dimulai
sejak tahun 2005, akan memfokuskan
pengembangan sarana dan prasarana yang
high profile/high quality system dengan
sumberdaya manusia (SDM) yang handal
dan berkualitas. Manajemen dikelola secara
profesional dalam kerangka corporate
management dengan menerapkan SO
dan SOP dalam pelaksanaan penelitian,
pengembangan dan manajemen.

Arah Kebijakan Pengembangan

Balitbangtan ke depan adalah:

1. 5 tahun ke depan fokus pada upaya
percepatan pemanfaatan hasil
penelitian dan pengembangan bagi
stakeholders dan pengguna secara luas.

2. Mendorong penciptaan  teknologi
pertanian melalui kegiatan litbang multi
disiplin dan terpadu sehingga menjadi
solusi menyeluruh bagi penyelesaian
permasalahan  pembangunan serta
memberikan manfaatdan dampaksecara
ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
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3. Mendorong pengembangan dan penerapan advance technology
yang produktif, efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan
daya saing dan kualitas produk pangan dan pertanian.

4. Membangun terciptanya suasana “corporate organization”
Balitbangtan yang kondusif bagi pengembangan potensi dan
kapasitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan penelitian dan
pengembangan serta diseminasi hasil penelitian sehingga dijamin
akuntabilitasnya.

5. Meningkatkan kerjasama dan sinergi sumberdaya penelitian yang
saling menguatkan antara UK/UPT di lingkup Balitbangtan dan antara
Balitbangtan dengan berbagai lembaga riset di dalam dan luar negeri

3.3 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, maka
Balitbangtan menyusun dan melaksanakan strategi sebagai terobosan
baru sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, maka
Balitbangtan menyusun dan melaksanakan strategi sebagai terobosan
baru sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan penelitian dasar untuk mendukung
penelitian terapan yang inovatif secara mandiri (in-house) dan
menjalin/memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, serta secara
berkala melakukan evaluasi mandiri (self evaluation) terhadap state
of the art dari inovasi yang dikembangkan.
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2. Mengembangkan teknologi pertanian
berdaya saing tinggi dalam meningkatkan
kualitas produk pertanian dan pangan
dengan berorientasi pada kebutuhan pasar
dan pengguna secara luas.

3. Memanfaatkan pengembangan teknologi
yang telah dilakukan berbagai pihak
termasuk advanced technology dalam
mempercepat pemanfaatan hasil penelitian
dan pengembangan bagi stakeholders dan
pengguna secara luas.

4. Mengembangkan penciptaan teknologi berbasis optimalisasi
pemanfaatan sumberdaya dan kearifan lokal dengan tetap
memperhatikan keberlanjutannya dan pengembangannya di
berbagai lingkungan strategis.

5. Mengembangkan sistem penelitian, pengkajian, pengembangan,
dan penerapan (litkajibangrap) teknologi dan inovasi pertanian dan
mengembangkan kegiatan penelitian melalui konsorsium dengan
berbagai lembaga terkait.

6. Merencanakan kegiatan penelitian berbasis Output dan Outcome
sebagai alternatif menyeluruh bagi pemecahan masalah dan siap
diterapkan bagi pengguna akhir dan pengguna antara (eselon satu
terkait lingkup Kementerian Pertanian).

7. Mengembangkan pola pendampingan dan pengawalan teknologi dan
inovasi pada program-program strategis Kementerian Pertanian dalam
mendorong komoditas pertanian andalan dan bernilai ekonomi.

8. Mengembangkan pengawalan penerapan teknologi dan inovasi bagi
berkembangnya pengelolaan tanaman terpadu yang berkelanjutan.

9. Mengembangkan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan
yang bersifat antisipatif, responsive bagi pemecahan masalah serta
sebagai basis dalam penyusunan peraturan perundangan tata kerja
organisasi/kelembagaan terkait dengan pembangunan pertanian.

10. Meningkatkan promosi dan mengakselerasi diseminasi hasil
penelitian melalui Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC)
kepada seluruh stakeholders nasional maupun internasional dan
meningkatkan kapasitas dan sinergi lembaga inovasi (penelitian,
diseminasi, penyuluhan) yang saling menguatkan.

11. Membangun model pembangunan pertanian spesifik lokasi berbasis
sumberdaya lokal dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholder
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(Pemda, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat) dan menginisiasi
model pengembangan inovasi yang memadukan beragam
komponen teknologi yang saling menunjang dan mendukung
pengembangan pertanian bioindustri yang berkelanjutan.

12. Mengembangkan Taman Sains Pertanian dan Taman Teknologi
Pertanian sebagai model percepatan diseminasi teknologi dan
inovasi pertanian dan model penerapan inovasi lainnya yang siap
dikembangkan oleh eselon satu terkait dilingkup Kementerian
Pertanian.

13. Meningkatkan kapasitas dan berfungsinya kelembagaan internal
antara lain peran Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) dan
mengembangkan Model Kawasan Mandiri Benih.

Balitbangtan sebagai lembaga penelitian publik, terus dituntut
untukberperansesuaidenganspirittagline-nya “SCIENCE. INNOVATION.
NETWORKS” berbasis corporate management. Peran dimaksud
tetap berlandaskan tugas dan fungsi, terutama dalam menciptakan
varietas unggul berdaya saing, teknologi dan inovasi pendukungnya,
serta diseminasi hasil-hasil litbang pertanian. Manajemen korporasi
diseminasi meliputi pengelolaan seluruh elemen hasil penelitian dan
pengembangan lingkup Balitbangtan yang secara cepat didiseminaskan
kepada kelompok sasaran (Pengambil keputusan nasional/daerah,
Penyuluh,  Gapoktan/Poktan/Petani,  Pengusaha/swasta/industri,
Peneliti/ Ilmuwan) melalui berbagai sarana mediasi oleh seluruh UK/
UPT secara simultan dan terkoordinisasi sesuai dengan masing-masing
tupoksinya, disusun dalam business plan yang progresif. Dengan
demikian, manajemen korporasi diseminasi merupakan bagian
pendukung pencapaian misi dan visi Balitbangtan, terutama terkait
dengan upaya penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri
berkelanjutan.

3.4. Program dan Kegiatan
3.4.1. Program

Program Balitbangtan pada periode 2015-2019 diarahkan
untuk menghasilkan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri
berkelanjutan. Oleh karena itu, Balitbangtan menetapkan kebijakan
alokasi sumber daya litbang menurut fokus komoditas yang terdiri
sebelas komoditi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, yakni:
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1. Bahan Makanan Pokok Nasional: Padi, Jagung, Kedelai, Gula,
Daging, Telur dan Susu;

2. Bahan makanan pokok lokal: sagu, jagung, umbi-umbian (ubi kayu,
ubi jalar);

3. Produk pertanian penting pengendali inflasi: cabai, bawang merah,
bawang putih;

4. Bahan baku industri (konvensional): sawit, karet, kakao, kopi, lada,

pala, teh, susu, ubi kayu;

Bahan baku industri: sorgum, gandum, tanaman obat, minyak atsiri,

Produk industri pertanian (prospektif): aneka tepung dan jamu;

Produk energi pertanian (prospektif): biodiesel, bioetanol, biogas; dan

Produk pertanian berorientasi ekspor dan subtitusi impor: buah-

buahan (nanas, manggis, salak, mangga, jeruk), kambing/domba,

unggas lokal, babi, florikultura.

© N o v

Dalam delapan kelompok produk tersebut, terdapat tujuh
komoditas yang ditetapkan sebagai komoditas strategis, yakni padi,
jagung, kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai merah, dan bawang
merah, kemudian Kementerian Pertanian menambahkan 4 komoditas
lainnya yaitu kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet.

3.4.2. Kegiatan
A. Kegiatan Strategis Litbang Tanaman Pangan

Sasaran program Litbang Tanaman Pangan dalam upaya
mempertahankan swasembada padi dan jagung, mencapai
swasembada kedelai serta peningkatan produksi
tanaman pangan lainnya untuk pangan, pakan
dan energi adalah:

(1) tersedianya varietas dan galur/klon unggul

baru; .
(2) tersedianyateknologidaninovasipertanian; *
(3) tersedianya model pengembangan inovasi;
(4) tersedianya rekomendasi kebijakan

pembangunan pertanian; dan
(5) tersedianya dan terdistribusinya produk

inovasi pertanian.

Adapun kegiatan strategis Litbang Tanaman
Pangan diarahkan untuk mendukung:
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(1) swasembada padi,

(2) swasembada jagung,

(3) swasembada kedelai dan

(4) peningkatan produksi tanaman pangan lainnya.

Rencana aksi Kegiatan Litbang Tanaman Pangan mendukung
swasembada padi, jagung dan kedelai untuk pencapaian sasaran
program dalam upaya penyediaan varietas dan galur unggul baru
diarahkan pada perakitan varietas unggul, produktivitas tinggi, adaptif
spesifik lokasi pada lahan basah maupun kering (ampibi), tahan/
toleran terhadap cekaman biotik/abiotik lebih banyak untuk lahan sub-
optimal dibandingkan lahan optimal yang terdampak perubahan iklim
global, mutu sesuai preferensi konsumen. Dalam upaya mendukung
peningkatan produksi tanaman pangan lainnya khususnya untuk
sorgum dan ubikayu upaya penyediaan varietas tidak hanya untuk
pangan, tetapi juga untuk bahan baku industri dan bahan bakar nabati

(BBN)

Dalam upaya menyediakan teknologi dan inovasi pertanian guna
meningkatkan produktivitas aktual dan indeks panen dilakukan dalam
rencana aksi:

1. Perakitan dan perbaikan komponen teknologi
spesifik lokasi, pra- dan pasca-panen padi,
jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya di
lahan sub optimal dan optimal;

2. Perakitan teknologi pengelolaan hara dan air
tanaman pangan lainnya;

3. Perakitan teknologi mekanisasi budidaya
(prototipe mesin pengolahan tanah, tanam
jarwo, penyiang dan panen untuk lahan rawa
dan lahan kering serta lahan berlereng) dan
pascapanen;

4. Pengembangan pertanian bioindustri berbasis
tanaman pangan;

5. Perakitan teknologi untuk antisipasi dinamika perubahan iklim;

6. Pengembangan Sistem Informasi dan database sumberdaya lahan
pertanian (SDLP);

7. Penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP;
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8. Teknologi peningkatan mutu dan rendemen beras, pengembangan
beras fungsional dan pemanfaatan hasil samping/limbah padi
untuk pakan, material maju berbasis nanao dan pupuk;

9. Teknologi penanganan pascapanen dan pengolahan untuk
meningkatkan mutu, daya simpan dan keamanan pangan,
serta pengembangan produk pangan lokal fungsional non
berasdengancita rasa dan citra yang tinggi.

Penyediaan model pengembangan inovasi berbasis tanaman
pangan yang efisien dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam
bentuk pengembangan model pertanian bioindustri tanaman pangan
berbasis komoditas (padi, jagung dan kedelai) diintegrasikan dengan
komoditas unggulan daerah. Inovasi teknologi untuk mendukung
model tersebut misalnya teknologi penyimpanan/pengolahan limbah
pertanian (jerami/sekam padi) untuk produksi pakan, teknologi
pembuatan pupuk organik, teknologi produksi silika,teknologi
pengolahan kotoran sapi untuk produksi biogas skala rumah tangga,
teknologi pengawetan hijauan (jerami padi dan jagung, pucuk tebu)
dalam bentuk silase, teknologi berkaitan dengan manajemen usaha
tani-ternak.Pengembangan model usahatani skala ekonomi ditujukan
untuk mendukung pencapaian swasembada padi dan kedelai.

Dari sisi kebijakan, masalah pembangunan pertanian semakin
kompleks seiring dengan globalisasi ekonomi dan perubahan
lingkungan strategis. Pada periode TA 2015—-2019, kegiatan penelitian
sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian setidaknya akan
menghasilkan  rekomendasi
kebijakan pangan. Terkait
dengan hal tersebut, untuk
mewujudkan sasaran program
tersebut beberapa rencana |
aksi dalam rangka pencapaian g
swasembada padi, jagung
dan kedelai dan peningkatan
produksi tanaman pangan
lainnya seperti:

1. Analisis kelayakan inovasi !
teknologi padi, jagung
dan kedelai;
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2. Analisis kebijakan sumber-sumber pertumbuhan baru jagung dan

kedelai di lahan sub optimal;

Analisis kebijakan HPP jagung dan kedelai;

Analisis kebijakan subsidi pada komoditi pangan;

5. Analisis dampak kebijakan perdagangan terhadap kinerja pro-
duksi jagung, kedelai, dan pangan lainnya;

6. Analisis kebijakan pem-bangunan pertanian wilayah, mendukung
swasembada jagung, kedelai dan peningkatan produksi aneka
tanaman pangan lainnya unggulan daerah;

7. Analisis nilai tambah dan rantai pasok padi, jagung dan kedelai

8. Kajian desentraliasi kebijakan pembangunan Pertanian

P w

Disamping itu untuk mempercepat diseminasi produk inovasi
pertanian berupa varietas unggul yang baru dilepas, teknologi
yang telah dihasilkan dan benih sumber yang di produksi sesuai
dengan sistem manajemen mutu (ISO 9001-2008) serta akselerasi
penyebaran dan distribusi benih sumber maka diperlukan terobosan
di hilirnya. Ketersediaan benih dalam mendukung peningkatan
produksi menuju swasembada dan swasembada berkelanjutan, tidak
terlepas dari peran sistem logistik benih nasional. Operasionalisasi
kegiatan-kegiatan bermuara pada sistem produksi benih sumber.
Pemberdayaan Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) pada Bali-
balit penelitian komoditas dan UPBS seluruh BPTP dalam satu
jaringan produksi dan distribusi benih merupakan salah satu strategi
untuk mendukung ketersediaan benih dan bibit disetiap wilayah.
Manajemen UPBS yakni manajemen program dan sumber daya
UPBS selalu ditingkatkan menuju UPBS high profile, sehingga sistem
produksi, distribusi dan stok benih sumber (BS, FS, dan SS), bahkan
benih sebar (ES) terjaga secara kontinyu mendukung sistem logistik
benih.

Secara lebih operasional, kegiatan mendukung sistem logistik
benih sumber dan benih sebar dikembangkan Model Desa Mandiri
Benih, suatu model yang memanfaatkan Jaringan UPBS Balikomoditas-
BPTP-petani/calon penangkar untuk memenuhi kebutuhan benih
bermutu varietas unggul baru yang sesuai preferensi. Dalam upaya
meningkatkan kemampuan petani/calon penangkar menghasilkan
benih bermutu varietas yang disukai, dilaksanakan pendampingan
dan pemberdayaan petani/calon penangkar benih padi, jagung
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dan kedelai dalam bentuk sekolah lapang (SL) mandiri benih.
Operasionalisasi pendampingan SL dilaksanakan pada sentra-sentra
produksi di setiap kabupaten. Kegiatan lainnya dalam diseminasi
produk inovasi pertanian dalam rangka swasembada padi, jagung
dan kedelai adalah model pengembangan inovasi pertanian
spesifik lokasi, penyiapan materi diseminasi inovasi teknologi dan
penyebaran informasi, publikasi teknologi, penyediaan koleksi
perpustakaan (materi cetak dalam bentuk audio — visual). Materi
diseminasi diditribusikan keseluruh stakeholder, terutama kepada
petani pengguna akhir teknologi pertanian.

B. Kegiatan Strategis Litbang Hortikultura

Program penelitian dan pengembangan hortikultura mempunyai
sasaran utama yaitu:
1. Tersedianya varietas dan galur/klon unggul baru;
2. Tersedianya teknologi dan inovasi hortikultura, baik yang bersifat
high technology maupun tepat guna;
3. Terlaksananya kerja sama penelitian dan pengembangan
4. Tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian; dan
5. Tersedia dan terdistribusikannya produk inovasi hortikultura.

Kegiatan strategis penelitian dan pengembangan hortikultura
difokuskan untuk mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan
produksi terutama untuk komoditas prioritas, yaitu cabai dan bawang
merah. Sementara itu, bagi komoditas hortikultura lainnya diarahkan
untuk mendukung peningkatan daya saing terutama di era Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA).

Penelitian dan pengembangan komoditas hortikultura perlu
diarahkan untuk menciptakan VUB yang dapat mengatasi permasalahan
tersebut. Perakitan VUB cabai difokuskan untuk menghasilkan VUB
toleran cekaman lingkungan biotik dan abiotik, perakitan VUB cabai
hibrida berdaya hasil tinggi, dan perakitan VUB cabai tahan terhadap
serangan OPT. Sedangkan untuk bawang merah diarahkan pada
perakitan dan perbaikan VUB adaptif terhadap iklim basah dan
perakitan VUB bawang merah tahan terhadap OPT. Selain cabai dan
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bawang merah, beberapa komoditas hortikultura lainnya juga perlu
mendapatkan dukungan terutama untuk meningkatkan daya saing
dalam menghadapi pasar global. Kegiatan strategis yang dilakukan
adalah perakitan dan perbaikan varietas jeruk, mangga, krisan, dan
komoditas hortikultura strategis lainnya yang tahan serangan OPT
serta sesuai dengan preferensi konsumen.

Selain didukung oleh perakitan VUB yang memiliki karakteristik
unggul tertentu, peningkatan produksi, stabilisasi harga, dan
peningkatan daya saing komoditas hortikultura perlu didukung
dengan teknologi dan inovasi hortikultura yang siap digunakan oleh
para pengguna. Pada komoditas cabai, perakitan teknologi yang
dilakukan ialah : (1) Perakitan teknologi PTT pada lahan suboptimal
dan ramah lingkungan; (2) Perakitan teknologi PHPT untuk antisipasi
perubahan iklim; (3) Perakitan teknologi pengelolaan biomassa
cabai untuk konsumsi segar dan pemanfaatan limbah; (4) Perakitan
teknologi (prototype maupun model) mekanisasi budidaya, panen,
dan pascapanen cabai; (5) Perakitan teknologi penanganan segar
untuk meningkatkan daya simpan dan penekanan susut hasil cabai,
melalui implementasi teknologi kemasan hurdl; (6) Perakitan teknologi
pengolahan cabai untuk meningktakan daya saing dan nilai tambah;
(7) Perakitan komponen teknologi spesifik lokasi pada wilayah sentra
produksi cabai mendukung stabilisasi harga; dan (8) Perakitan teknologi
pengelolaan sumberdaya lahan, hara, iklim dan air.

Dalam mendukung stabilisasi harga dan produksi bawang merah,
perakitan teknologi dan inovasi yang dilakukan ialah : (1) Perakitan
teknologi PTT pada lahan suboptimal dan ramah lingkungan; (2)
Perakitanteknologibudidaya untukmemperbaikimutudandayasimpan
benih; (3) Perakitan teknologi PHP; (4) Perakitan teknologi perbenihan
melalui somatik embryogenesis; (5) perakitan teknologi (prototype
maupun model) mekanisasi budidaya, panen, dan pascapanen bawang
merah; (6) Perakitan teknologi penanganan bawang merah segar untuk
memperpanjang masa simpan (7) Perakitan teknologi pengolahan
bawang merah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing,
(8) Perakitan komponen teknologi pesifik lokasi pada wilayah sentra
produksi; dan (9) Perakitan teknologi pengelolaan sumberdaya lahan,
hara, iklim dan air. Sedangkan untuk mendukung peningkatan daya
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saing komoditas hortikultura hortikultura lainnya, proses perakitan
teknologi dan inovasi difokuskan kepada: (1) Perakitan teknologi
untuk memperpanjang masa berbuah dan budidaya mangga di lahan
suboptimal serta teknologi produksi jeruk dan krisan adaptif perubahan
iklim; (2) Perakitan dan perbaikan komponen teknologi PHPT melalui
pemanfaatan bioprospecting; (3) Perakitan teknologi pascapanen
untuk ekspor; (4) Perakitan teknologi minimalisasi kontaminasi logam
berat dan pestisida; (5) Teknologi penanganan segar dan pengolahan
buah tropis serta pemanfaatan limbahnya; (6) Perakitan komponen
teknologi komoditas hortikultura unggulan daerah; dan (7) Perakitan
teknologi pengelolaan sumberdaya lahan, hara, iklim dan air.

Kebijakan pengembangan inovasi dan teknologi hortikultura
diarahkan untuk mendorong kemajuan bioscience dan bioengineering
sebagai suatu elemen dalam sistem pertanian berbasis bioindustri
berkelanjutan.  Bioindustri  hortikultura  dilaksanakan  untuk
menumbuhkembangkan sistem pertanian agroekologis terintegrasi
antaratanaman,organismelain,danlingkungannyasecaraefektif, efisien
dan terpadu dalam menghasilkan biomassa serta ramah lingkungan.
Untuk mencapai sasaran tersedianya model pengembangan inovasi
tersebut, kegiatan strategis yang dilakukan baik untuk komoditas
cabai, bawang merah, maupun hortikultura strategis lainnya ialah
pengembangan model pertanian bioindustri spesifik lokasi berbasis
komoditas.

Dalam rangka pencapaian sasaran program penyediaan
rekomendasi kebijakan mendukung stabilisasi harga dan pasokan
cabai dan bawang merah serta peningkatan daya saing komoditas
hortikultura lainnya, kegiatan strategis yang dilakukan ialah : (1)
Penyusunan outlook komoditas cabai dan bawang merah; (2)
Analisis kebijakan stabilisasi pasokan serta harga cabai dan bawang
merah; (3) Analisis prospek dan kendala pengembangan sentra
produksi cabai dan bawang merah baru di lahan sub optimal; (4)
Kajian efisiensi dan prospek pengembangan teknologi peningkatan
daya simpan serta susut hasil cabai dan bawang merah; (5) Analisis
kebijakan pembangunan pertanian wilayah mendukung peningkatan
produk serta produktivitas cabai dan bawang merah; (6) Analisis dan
sintesis kebijakan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya lahan
pertanian serta perubahan iklim; (7) Analisis kebijakan pengembangan
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kawasan jeruk berbasis peningkatan kesejahteraan petani; (8) Analisis
rantai nilai dalam meningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas
hortikultura; dan (9) Analisis kebijakan pembangunan pertanian
wilayah, mendukung peningkatan produk dan produktivitas komoditas
hortikultura lainnya yang merupakan komoditas unggulan daerah.

Diseminasi merupakan langkah strategis dalam proses hilirisasi
inovasi dan teknologi hortikultura yang telah dihasilkan oleh Balitbangtan
kepada para calon pengguna. Proses diseminasi inovasi dan teknologi
yang efektif dan efisien untuk mendukung stabilisasi harga dan pasokan
cabai dan bawang merah serta peningkatan daya saing komoditas
hortikultura lainnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan strategis seperti
: (1) Penerbitan publikasi teknologi cabai, bawang merah, dan komoditas
strategis hortikultura lainnya melalui media cetak dan elektronik; (2)
Produksi materi diseminasi inovasi teknologi cabai, bawang merah, dan
komoditas strategis hortikultura lainnya; (3) Peningkatan jumlah buku
koleksi perpustakaan; (4) Pembuatan model-model pengembangan
inovasi cabai, bawang merah, dan komoditas strategis hortikultura
lainnya; (5) Pengembangan metode diseminasi inovasi spesifik lokasi;
(6) Peningkatan kapasitas UPBS dalam memproduksi benih sumber
cabai dan bawang merah serta pendampingan teknologinya; (7)
Pengembangan sistem informasi sumberdaya lahan pertanian; dan (8)
Pembuatan peta genetik cabai dan bawang merah.

C. Kegiatan Strategis Litbang Tanaman Perkebunan

Perkebunan merupakan subsektor yang berperan penting dalam
perekonomian nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional,
penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak.
Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak terlepas dari berbagai
dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan strategis nasional
dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan
harus mengikuti dinamika lingkungan perkebunan. Fokus kegiatan
penelitian dan pengembangan komoditas perkebunan harus mampu
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perkebunan selain
mampu menjawab tantangan-tantangan globalisasi.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan sebagai salah
satu Unit Kerja Balitbangtan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai:
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(1) penghasil teknologi dan (2) penghasil kebijakan khususnya di bidang
perkebunan. Puslitbangbun mendukung visi Kementerian Pertanian
dan Balitbangtan dengan berupaya secara terus-menerus menghasilkan
inovasi teknologi perkebunan untuk dapat diterapkan, efektif, efisien
dan memiliki daya saing untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh
petani dan pengguna lain.

Saat ini dan ke depan Puslitbangbun fokus pada penciptaan: (1)
teknologi benih, (2) teknologi budidaya, (3) teknologi diversifikasi dan
(4) pengolahan untuk peningkatan nilai tambah yang berdaya saing.
Analisis kebijakan tetap diperlukan baik dalam rangka evaluasi kebijakan
maupun sebagai usulan rekomendasi kebijakan pembangunan
perkebunan yang bersifat responsif dan antisipatif. Rekomendasi
kebijakan mencakup aspek teknologi, ekonomi, sosial (kelembagaan)
dan lingkungan serta fokus pada upaya untuk mendukung terwujudnya
sistem usaha perkebunan berkelanjutan yang berbasis inovasi.

Peran Puslitbangbun menjadi semakin penting dan strategis
sejalan dengan agenda NAWACITA (agenda prioritas Kabinet kerja)
yang secara tegas mengamanatkan bahwa pembangunan pertanian
5 tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Menurut UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, kedaulatan pangan
adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan
kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan
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yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem
pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dengan
demikian, kedaulatan pangan dapat diterjemahkan dalam bentuk
kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan
dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara
mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai
pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan
pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap
diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara
luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu butir dari
9 Agenda Prioritas atau NAWACITA yang terkait dengan tugas dan
fungsi Puslitbangbun adalah “Meningkatkan produkivitas rakyat dan
daya saing di pasar internasional”, yang dijabarkan dalam kegiatan
penelitian dan pengembangan perkebunan.

Tanaman perkebunan mencakup kelompok tanaman rempah,
tanaman obat, tanaman palma, tanaman pemanis, tanaman
serat, tanaman penyegar, dan tanaman industri lainnya. Kegiatan
Puslitbangbun difokuskan pada pemecahan masalah utama komoditas
unggulan nasional dalam upaya mendukung program strategis
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Kementerian Pertanian, terutama untuk mewujudkan kemandirian
pangan dan penyediaan bahan bakar nabati untuk kemandirian energi.

Sasaran kegiatan strategis Puslitbangbun diarahkan pada:
(1) tersedianya varietas dan galur/klon unggul baru,
(2) tersedianya teknologi dan inovasi pertanian,
(3) tersedianya model pengembangan inovasi,
(4) tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian dan
(5) tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian.

Sasaran kegiatan strategis terkait ketersediaan varietas dan galur/
klon unggul baru harus mampu, Pertama, mendukung peningkatan
produksi gula melalui perakitan varietas unggul tebu produktivitas dan
rendemen tinggi: (1) Perakitan varietas unggul tebu produktivitas dan
rendemen tinggi toleran kekeringan, (2) Perakitan varietas unggul tebu
produktivitas dan rendemen tinggi toleran iklim basah, (3) Perakitan
varietas tebu transgenic kadar sukrosa tinggi, tahan kering dan (4)
seleksi klon unggul spesifik lokasi. Kedua, mendukung peningkatan
produksi tanaman perkebunan berdaya saing melalui perakitan VUB
tanaman perkebunan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi:
(1) perakitan varietas kakao produktivitas tinggi tahan PBK dan VSD, (2)
perakitan varietas lada toleran BPB, (3) perakitan varietas kopi arabika
specialty protas tinggi, (4) perakitan varietas kopi robusta toleran PBKo,
(5) perakitan varietas karet tahan JAP, dan (6) perakitan varietas nilam
transgenik tahan penyakit utama. Ketiga, mendukung peningkatan
produksi tanaman perkebunan penyedia bahan bakar nabati (BBN)
melaui Perakitan VUB tanaman perkebunan penyedia BBN dengan
melakukan seleksi klon unggul Kemiri Sunan.

Selanjutnya sasaran kegiatan strategis terkait ketersediaan
teknologi dan inovasi pertanian harus mampu: Pertama, mendukung
peningkatan produksi gula melalui perbaikan dan perakitan teknologi
budidaya tebu toleran kekeringan, dengan cara: (1) penyediaan benih
sumber bermutu melalui kultur jaringan, (2) formulasi pupuk hayati dan
dekomposer, (3) pengendalian hama dan penyakit utama, (4) teknologi
(prototipe/model) mekanisasi budidaya, panen dan pasca panen tebu,
(5) diversifikasi produk tebu, (6) integrasi tebu-ternak, (7) perakitan
dan perbaikan dan komponen teknologi spesifik lokasi pada wilayah
sentra produksi tebu, (8) perakitan teknologi pengelolaan lahan dan
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hara, (9) perakitan teknologi pengelolaan air terpadu, (10) perakitan
teknologi untuk antisipasi dinamika perubahan iklim, (11) penyusunan
informasi dan analisis geospasial SDLP untuk pengembangan kawasan
tebu, dan (12) Teknologi produksi gula kristal enzimatis dan gula cair
dari tebu dan tanaman lainnya, dan produksi bioethanol dari limbah
tebu. Kedua, mendukung peningkatan produksi tanaman perkebunan
berdaya saing melalui perbaikan dan perakitan teknologi budidaya
dan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing,
melalui: (1) penyediaan benih sumberbermutu, (2) pengendalian hama
dan penyakit utama, (3) perbaikan teknologi proses, (4) perakitan
komponen teknologi spesifik lokasi mendukung peningkatan produksi
tanaman perkebunan berdaya saing unggulan daerah, (5) penyusunan
informasi dan analisis geospasial SDLP untuk pengembangan kawasan
kakao, dan (6) teknologi penanganan pasca panen untuk meningkatkan
keamanan pangan kakao rakyat, pengembangan pangan fungsional dan
penanganan limbah kakao. Ketiga, mendukung Peningkatan produksi
tanaman perkebunaan penyedia BBN melalui perbaikan dan perakitan
teknologi budidaya dan pasca panen untuk tanaman BBN, melalui: (1)
penyediaan benih sumber bermutu, (2) pengelolaan lahan dan hara,
(3) teknologi (prototype, model) mekanisasi budidaya, panen dan pasca
panen tanaman BBN, (4) perakitan komponen teknologi spesifik lokasi
mendukung peningkatan produksi tanaman perkebunan penyedia BBN,
(5) Penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP pengembangan
kawasan BBN, dan (6) Teknologi penanganan dan pengolahan tanaman
perkebunan penyedia BBN dan pemanfaatan limbahnya.

Sasarankegiatanstrategisterkaittersedianyamodel pengembangan
inovasi harus mampu Pertama, mendukung peningkatan produksi
gula melalui pengembangan model pertanian bioindustri tanaman
perkebunan berbasis sumberdaya lokal, melalui pengembangan
model pertanjian bioindustri spesifik lokasi berbasis tebu. Kedua,
pengembangan model pertanian bioindustri tanaman perkebunan
berbasis sumberdaya lokal, melaui pengembangan model pertanian
bioindustri spesifik lokasi berbasis komoditas perkebunanunggulan
daerah. Ketiga, pengembangan model pertanian bioindustri tanaman
perkebunan berbasis sumberdaya lokal, melalui: (1) pengembangan
model pertanjian bioindustri spesifik lokasi berbasis integrasi tanaman
perkebunan-perternakan untuk mendukung penyediaan BBN, dan (2)
penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP.
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Sasaran kegiatan strategis terkait tersedianya rekomendasi
kebijakan pembangunan Pertanian harus mampu Pertama, mendukung
peningkatan produksi gula dengan menghasilkan: (1) outlook
komoditas strategis tebu/gula, (2) kajian prospek pengembangan
pabrik gula baru di luar Jawa, (3) kajian kebijakan sinergi program dan
anggaran mendukung pengembangan industri gula tebu nasional, (4)
kajian kebijakan insentif harga dalam mendorong peningkatan adopsi
VUB dan produksi gula, (5) analisis kebijakan pembangunan pertanian
wilayah, mendukung pencapaian penigkatan produksi tebu, dan (6)
analisis dan sintesis kebijakan pengembangan dan pengelolaan SDLP
sertaperubahan iklim. Kedua, mendukung peningkatan produksi
tanaman perkebunan berdaya saing, dengan menghasilkan: (1)
outlook komoditas strategis kakao dan sawit, (2) kebijakan peningkatan
produksi dan daya saing komoditas kakao dan sawit, (3) dampak
ekonomi kebijakan ekspor dan impor terhadap produksi kakao
Indonesia, (4) kajian kendala dan upaya percepatan adopsi inovasi
teknologi kakao, dan (5) analisis kebijakan pembangunan pertanian
wilayah, mendukung pencapaian peningkatan produksi tanamana
perebunan unggulan daerah. Ketiga, menghasilkan analisis kebijakan
pembangunan pertanian wilayah, mendukung pencapaian peningkatan
produksi tanaman perkebunan penyedia BBN.

Sasaran kegiatan strategis terkait tersedia dan terdistribusinya
produk inovasi pertanian harus mampu Pertama, mendukung
peningkatan produksi gula melaui penyediaan dan terdistribusinya
produk inovasi tebu: (1) penerbitan publikasi teknologi tebu melalui
media cetak dan elektronis, (2) produksi materi diseminasi inovasi
teknologitebu,dan(3) penyediaankoleksiperpustakaanuntukteknologi
tebu. Kedua, mendukung peningkatan produksi tanaman perkebunan
berdaya saing melalui penyediaan dan terdistribusinya produk inovasi
tanaman perkebunan berdaya saing, melalui: (1) penerbitan publikasi
teknologi tanaman perkebunan melalui media cetak dan elektronis,
(2) produksi materi diseminasi inovasi teknologi tanaman perkebunan,
dan (3) penyediaan koleksi perpustakaan untuk teknologi tanaman
perkebunan. Ketiga, mendukung peningkatan produksi tanaman
perkebunaan penyedia BBN melalui tersedia dan terdistribusinya
produk inovasi tanaman perkebunan penyedia BBN: (1) Penerbitan
publikasi teknologi tanaman perkebunan penyedia BBN melalui media
cetak dan elektronis, (2) Produksi materi diseminasi inovasi teknologi
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tanaman perkebunan penyedia BBN, dan (3) Penyediaan koleksi
perpustakaan untuk teknologi tanaman perkebunan penyedia BBN.

D. Kegiatan Strategis Litbang Peternakan

Kegiatan strategis Litbang Peternakan ditujukan untuk mendukung
peningkatan produksi daging sapi dan protein hewani lainnya sesuai
dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program Balitbangtan. Untuk
pencapaian sasaran program Balitbangtan terhadap 7 komoditas
utama Kementan (padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, gula
dan daging sapi) pada periode 2015 — 2019, maka dukungan kegiatan
strategis Litbang Peternakan adalah:

(1) tersedianya galur unggul ternak baru dan tanaman pakan ternak;

(2) tersedianya teknologi dan inovasi peternakan dan veteriner;

(3) tersedianya model pengembangan inovasi peternakan;

(4) tersedianya rekomendasi kebijakan pem-bangunan peternakan dan
veteriner; dan

(5) tersedianya dan terdistribusinya produk inovasi peternakan dan
veteriner.

Sebagai upaya peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat,
maka diperlukan adanya penyediaan daging sapi dan daging ternak
lainnya yang terjangkau dan mudah didapat bagi masyarakat. Untuk
itu diperlukan adanya galur/rumpun ternak yang memiliki tingkat
efisiensi pemeliharaan dan produktivitas yang tinggi serta mampu
beradaptasi dengan baik di lingkungan setempat. Indonesia memiliki
banyak rumpun ternak lokal yang telah beradaptasi dengan lingkungan
setempat serta memiliki tingkat efisiensi yang baik.

Rencana kegiatan pencapaian sasaran strategis Litbang peternakan,
antara lain melalui: pembentukan galur sapi PO adaptif pakan marjinal
dan varietas TPT unggul spesifik agroekosistem yang didukung oleh
kegiatan analisa pasar dan preferensi konsumen. Disamping itu juga
dilakukan pembentukan galur unggul ternak unggas, aneka ternak dan
ternak ruminansia kecil.

Peningkatan produktivitas dan populasi ternak perlu didukung

dengan tersedianya inovasi teknologi yang sesuai, antara lain
teknologi pakan, pemuliaan dan reproduksi, dan veteriner berbasis
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bioscience dan bioengineering; dan dilengkapi
oleh teknologi keamanan pangan, pasca panen,
pengkajian dan perakitan komponen teknologi
peternakan spesifik lokasi, teknologi untuk
antisipasi perubahan iklim, mekanisasi serta
informasi dan analisis geospasial SDLP.

Pesatnya perkembangan penduduk dan
tingginya konversi lahan berpengaruh besar |
terhadap pengembangan usaha peternakan.
Banyaklahanyangsebelumnya merupakan padang
penggembalaan ternak sekarang sudah beralih
fungsi. Untuk itu perlu dicarikan terobosan dalam
pengembangan usaha peternakan antara lain
dengan melakukan integrasi antara usaha ternak
dengan usaha komoditas pertanian lainnya seperti
tanaman pangan dan perkebunan. Untuk itu dibutuhkan adanya suatu
model pengembangan integrasi tanaman-ternak dan pengembangan
model pertanian bioindustri ternak berbasis sumberdaya lokal.

Pembangunan peternakan dilndonesiayang kompleks memerlukan
kajian maupun analisis kebijakan yang selanjutnya disampaikan
berupa rekomendasi kebijakan maupun policy brief kepada pemangku
kebijakan yang meliputi analisis kebijakan pengembangan agroindustri
peternakan; dan analisis kebijakan responsif dan antisipatif
pengembangan peternakan dan veteriner.

Dalam upaya percepatan transfer teknologi peternakan dan veteriner
kepada pengguna, perlu dilakukan penyediaan informasi tercetak dan
elektronik berupa: (1) Penerbitan publikasi teknologi produksi sapi
dan ternak lainnya melalui media cetak dan elektronis; (2) Produksi
materi diseminasi inovasi teknologi produksi sapi dan ternak lainnya;
(3) Penyediaan koleksi perpustakaan untuk teknologi produksi sapi dan
ternak lainnya; (4) Pendampingan teknologi pengembangan kawasan
peternakan di 24 Provinsi; (5) Pendampingan teknologi peternakan dan
veteriner mendukung pengembangan TTP dan TSP ; (6) Pengembangan
metode diseminasi inovasi peternakan spesifik lokasi; (7) Model-model
pengembangan inovasi peternakan dan veteriner.
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Disamping upaya-upaya tersebut, hasil akhir dari penelitian yang
dilakukan perlu dilakukan kajian ekonomi untuk implementasinya di
lapang dan perlu adanya kerjasama dengan mitra atau penangkar
dalam hal perbanyakan bibit/benih yang memadai dan memenuhi
standar yang produksi.

E. Corporate Program

Corporate Program merupakan kegiatan litbang yang bersifat
lintas kepakaran (keahlian) yang melibatkan berbagai institusi, baik
di dalam maupun luar lingkup Balitbangtan yang disusun secara
tematik, comprehensive, scientific base, dan cross cutting issues yang
dikendalikan dalam kesatuan manajemen yang tidak dibatasi oleh
klasterisasi unit kerja. Kegiatan ini dicirikan dengan pelaksanaannya
yang lintas institusi dan atau lintas kepakaran. Pelaksanaan Corporate
Program dikoordinasikan oleh suatu unit kerja yang mampu
mengkoordinasikan penyelesaian suatu kasus tersebut sebagai
“leading institution”.

Kegiatan dalam Corporate Program dilaksanakan terutama untuk:
(1) mendukungsecaralangsung pencapaiantarget-target pembangunan
pertanian yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, dan (2)
pengembangan iptek pertanian. Untuk menjawab isu strategis dalam
rangka mendukung pencapaian target pembangunan pertanian,
kegiatan yang menjadi prioritas dalam Corporate Program adalah
kegiatan yang aplikatif, praktis dan teknologi yang cenderung sudah
matang, namun secara ilmiah tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan dalam Corporate Program litbang pertanian dalam periode
2015 -2019 disajikan pada Tabel 17.

Ciri-ciri kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai Corporate

Program adalah:

a. Ditujukan untuk menjawab isu strategis jangka pendek dan
menengah (maksimal 5 tahun);

b. Mampu menjawab permasalahan terkait dengan program strategis
Kementan (bersifat aplikatif konvergen).

c. Merupakan kegiatan pemecahan masalah yang bersifat cross
cutting issues (multi aspek)
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d. Penelitian/kajian yang komprehensif melibatkan seluas mungkin
bidang keahlian (multi disciplinary study)

e. Melibatkan partisipasi berbagai lembaga litbang dan stakeholders
(pemda, swasta, dan petani) dalam kerangka sinergi sistem quarto
helix (akademisi, pemerintah, swasta, farmers community).

f.  Manajemen program dikoordinasikan oleh salah satu Unit Kerja
(UK) sebagai leading institution.

Mengingat kegiatan Corporate Program merupakan kegiatan
Balitbangtan yang strategis, maka penyusunan rencana kegiatan
(blueprint/action plan) harus dilakukan secara terintegrasi dan
komprehensifoleh suatu Tim Ahliyang dibentuk khusus untuk keperluan
dimaksud, sehingga dalam implementasi kegiatan, nantinya “roh”
Tagline Balitbangtan yaitu “SCIENCE”, “INNOVATION” dan “NETWORKS”
tetap dapat terjaga konsistensi dan berkelanjutannya. Jika diperlukan,
anggota tim ahli dapat berasal dari luar institusi, sesuai dengan
bidang kepakaran yang diperlukan, termasuk dari Direktorat Jenderal
Teknis terkait, praktisi, dan stakeholder nasional dan internasional.
Hal ini sekaligus cerminan kuatnya “NETWORKING” sebagai upaya
pengkayaan kegiatan penelitian dan pengembangan agar hasilnya
maksimal dan akurat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Perencanaan Corporate Program secara “top down” mengikuti arahan
dari Pimpinan Balitbangtan. Usulan “bottom up” bisa saja disampaikan
melalui keanggotaan dalam Tim Ahli atas usulan lembaga riset terkait.
Alur pikir perencanaan Corporate Program disajikan pada Gambar 6.

Perkembangan

CORPORATE 3
PROGRAM Peneliti

Eriantific
Developrment Bazed
Aesearch

LITEANBANDRAP
Puslit/Be

Gambar 6. Alur Pikir Perencanaan Corporate Program
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Program pengembangan Taman Sain Pertanian (TSP) dan Taman
Teknologi Pertanian (TTP) tepat dikembangkan Balitbangtan yang telah
menghasilkan banyak inovasi teknologi pertanian yang siap disebarkan
kepada masyarakat. Kegiatan yang terkait dengan “meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”, dijabarkan
dalam program membangun sejumlah TSP (Sciencepark) dan TTP
(Technopark). TSP lebih bernuansa sebagai sumber inovasi teknologi
yang dapat diakses oleh masyarakat pengguna, yang dilengkapi dengan
sarana berlatih bagi masyarakat yang ingin menerapkan inovasi
teknologi yang ada. Sedangkan TTP yang dikoordinasikan oleh Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan wahana penerapan inovasi
teknologi langsung di area kawasan lahan pertanian milik masyarakat,
dengan pendampingan intensif dari para peneliti agar petani
dapat secara terampil menerapkan teknologi modern. Pemerintah
Propinsi dan Kabupaten yang memiliki otoritas dalam hal anggaran,
perencanaan pembangunan, penataan organisasi, dan sumber daya
manusia dapat memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses
pengembangan agrotechnopark yang melibatkan banyak stakeholders
termasuk pelaku bisnis/swasta.

Secara nasional telah diagendakan untuk membangun Taman
Sains di 34 provinsi dan Taman Teknologi di 100 kabupaten dalam
waktu 5 tahun. Pada tahun 2015 Kementerian Pertanian melalui
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mendapat tugas untuk
membangun 1 Taman Sains dan Teknologi Pertanian (TSTP), 5 Taman
sains Pertanian (TSP) di area Kebun Percobaan milik Badan Litbang dan
16Taman Teknologi Pertanian (TTP) di 16 area pertanian milik petani.
Lokasi 5 Taman Sains Pertanian terletak di 5 propinsi yaitu : Lampung,
Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Tengah, dan 16 Taman teknologi Pertanian terletak di 11 provinsi yaitu
Jawa Tegah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2016, Kementerian Pertanian
akan membangun 10 TSP dan 20 TTP yang lokasinya akan ditentukan
kemudian.

1 1 6 I Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
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3.5. Kerangka Regulasi.

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi
serta kewenangan dan penjabaran peran Balitbangtan mendukung
pencapaian sasaran strategis. Regulasi yang terkait dengan dukungan
litbang pertanian pada sub sistem input, sub sistem budidaya (on
farm), sub sistem pasca panen, pengolahan dan pemasaran serta
kelembagaan usahatani antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan limu
Pengetahuan dan Teknologi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

8. Peraturan MenteriPertanian Nomor25/Permentan/PL.130/5/2008
tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Usaha
Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;

9. PeraturanMenteriPertanianNomor24/Permentan/0T.140/4/2011
tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;

10. Peraturan Menteri Pertanian 45/Permentan/0OT.140/8/2011
tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian
dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan
Perakitan Penarikan Varietas;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/
SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenah Tanah;
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13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor  105/Permentan/
PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong;

14. PeraturanMenteriPertanianNomor43/Permentan/OT.010/8/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

15. Peraturan Menteri Pertanian 50/Permentan/KB.020/9/2015
tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman
Perkebunan.

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya litbang pertanian
mendukung tugas dan fungsi diperlukan beberapa regulasi antara lain:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang

Hak Cipta;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor  44/Permentan/
OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian;

4. PeraturanMenteriPertanianNomor06/Permentan/0T.140/2/2012
tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
Pertanian.

3.6. Kerangka Kelembagaan.

Padatataranoperasional, Penelitian Pengkajian dan Pengembangan
Pertanian merupakan bagian integral dari Sistem Pembangunan
Pertanian. Sistem pembangunan pertanian sedemikian kompleks,
yang teridiri dari sub sistem-sub sistem pembangunan pertanian di
hulu (up-stream), on-farm, hingga pada sub-sistem hilir (down stream).
Dalam sistem tersebut, melekat suatu sistem sosial yang melibatkan
aktor dan sistem alam (ekosistem) sebagai basis utama pengelolaan
pembangunan pertanian yang didukung peran dan strategi penelitian
pangan dan pertanian nasional. Pengelolaan subsistem penelitian
pangan dan pertanian, tidak terlepas dari kerangka kelembagaannya.
Dengan demikian, kelembagaan merupakan unsur penting dalam
pengembangan subsitem penelitian pangan dan pertanian, yang
didalamnya melekat (embedded) nilai-nilai,norma, aturan perundangan
(formal dan in formal rules) dan organisasi yang mengatur tujuan

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | 1 1 9



BAB lll. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

maupun komitmen bersama dari segenap unsur yang berinteraksi
dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian nasional.

Unsur dimaksud berada pada level makro, yakni pada tataran
lingkungan kebijakan (policy environment), baik aktor individu maupun
kelompok dan organisasi seperti Pusat/Puslitbang beserta BB, Balit,
BPTP, Lolit, LPTP di lingkungan Balitbangtan yang berinteraksi dengan
Badan-badan lain ataupun Ditjen lain yang sangat terkait dengan
kebijakan serta implementasinya dalam membangun pertanian.
Konkritnya, lingkungan kebijakan level makrotersebutberupa peraturan
dan kebijakan-kebijakan formal, bahkan dapat berupa gagasan ataupun
unsur-unsur baru yang secara dinamis berjalan menjadi kerangka
kelembagaan dalam mengatur dan mensinergikan tindakan aktor
atau unsur-unsur kelembagaan litbang di daerah propinsi maupun
kabupaten/kota di level messo, dalam operasionalisisasi penelitian
dan pengembangan yang didalamnya melekat sistem inovasi sebagai
salah satu pendukung utama pembangunan pertanian. Integrasi
kelembagaan dilevel malro dan messo, lebih lanjut disinergikan dengan
kebijakan dan relasi-relasi informal tataran mikro aktor petani maupun
kelompok masyarakat petani, yang akan membangun sinergi dan
integrasi kerangka kelembagaan litbang dalam mencapai sasarannya.
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Standar Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Pengukuran keberhasilan kinerja Balitbangtan selama ini berasal
dari keluaran kegiatan hasil penelitian dan pengembangan misalnya
VUB, teknologi, model pengembangan, benih/bibit sumber tanaman
dan ternak, maupun jumlah rekomendasi kebijakan.  Pengukuran
kinerja terhadap keluaran belum dapat menilai difungsikannya atau
dimanfaatkannya keluaran tersebut, padahal keluaran Balitbangtan
telah banyak digunakan oleh pengguna utamanya petani dalam
mendukung pencapaian sasaran strategis Kementan.

Dengan standar kinerja yang baru, diharapkan dapat melihat
gambaran kinerja Balitbangtan sampai ke pengguna, sekaligus sebagai
bahan evaluasi kegiatan selanjutnya. Standar Kinerja Balitbangtan
yang baru, telah didelegasikan secara berjenjang dari Kepala Badan
(Eselon 1) sampai ke tingkat Eselon V melalui penandatanganan
kontrak kinerja, sehingga dapat terlihat keselarasan ukuran kinerja
antara kinerja Atasannya dan Pejabat di bawahnya. Sasaran Program
dan indikator kinerja program Balitbangtan disajikan pada Tabel 1,
dan didelegasikan ke UK/UPT sampai dengan Eselon V yang memiliki
kesesuaian tusi sebagaimana pada Gambar.
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STANDAR KINERJA BALITBANGTAN

Sasaran Program 01 Sasaran Program 02 ) Sasaran Program 03 ]
Dimanfaatkannya inovasi Meningkatnya kualitas layanan dan informasi Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
teknologi pertanian publik Baltbangtan di lingkungan Balitbangtan
Indikator Kinerja 01 Indikator Kinerja 02 Indikator Kinerja 03 Indikator Kinerja 04 Indikator Kinerja 05
Rasio hasil penelitian yang Indeks Kepuasan i Kineri:
i i5 (IKM) atas Nilai peringkat informasi Nilai AKIP Balitoangtan berdasarkan penilaian (E';'z:s‘:ﬂ; ‘;‘m
tahun terakhir) terhadap layanan publik publik Balitbangtan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 249 tahun 2011)
peneiiian yang dinasilkan Balitbangtan
(5 tahun terakhir)

\

Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan
Dimaniaatkannnya inovasi Meningkatnya kualitas Meningkatnya kualitas Terwniuchya AP di AR T e BT
teknologi pertanian’) layanan publik informasi publik Balitbangtan lingkungan “UK/UPT”
Pusat/Balai Besar/ Pusat/Balai Besar/ ) By /Bolag Bessr/y Sekretariat Bad
Balit/BPTP/BPATP BalitBPTP/BPATP Eelziatatpaday LAY elretariat Bacan

Indil . Indikator Kinerja Indikator Kinerja
ndikator Kinerja e AKIP
Indikator Kinerja Indikator Kinerja ndikator Kinerja Jumiah temuan Ifjen atas o Nili Kinerja (NK)
Jumlah hasillitbang yang Indeks Kepuasan implementasi SAKIP yang berdasarkan penilaian (berdasarkan
Nilai peringkat informasi terjadi berulang (5 aspek PMK 249 tahun
dimanfaatian (5 tahun Masyarakat (IKM) atas i toameton SARIP soatint PormnAN Inspeldorat lendera e
terakhir) layanan publik RB Nomor 12 tahun 2015
meliputi: perencanaan,

T I T I pelaporan

Kinerja, evauasi internal,
- . dan capaian kinerja

oM. METWORKS

4.2, Target Kinerja

Sesuai dengan sasaran strategis, target kinerja Balitbangtan adalah:

1. Penciptaan varietas dan galur/klon unggul baru, adaptif dan
berdaya saing dengan memanfaatkan advanced technology dan
bioscience.

2. Penciptaan teknologi dan inovasi budidaya, pascapanen, dan
prototipe alsintan berbasis bioscience dan bioenjinering dengan
memanfaatkan advanced technology, seperti teknologi nano,
bioteknologi, iradiasi, bioinformatika, dan bioprosesing yang
adaptif.

3. Penyediaan model pengembanganinovasipertanian, kelembagaan,
dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

4. Penyediaan dan pendistribusian produk inovasi pertanian (benih/
bibit sumber, prototipe, peta, data, dan informasi) dan materi alih
teknologi.

5. Pengembangan Taman Sain Pertanian (Agro Science Park) dan
Taman Teknologi Pertanian (Agro Techno Park)
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6. Pengembangan Model sekolah lapang (SL)-Kedaulatan Pangan
mendukung 1.000 Desa Mandiri Benih.

4.3. Kerangka Pendanaan

Kegiatan litbang di masing-masing UK/UPT yang ingin dicapai pada

2015-2019 diarahkan pada dua kategori:

a. Kategoril: Scientific based activities (SBA), yaitu kegiatan penelitian
upstream untuk menghasilkan teknologi dan kelembagaan
pendukung yang mempunyai muatan ilmiah, fenomenal, futuristik
dan mendorong sistem penelitian kompetitif;

b. Kategorill: Impact based activities (IBA), yaitu kegiatan litbang yang
lebih bersifat penelitian adaptif untuk mendukung pencapaian
program utama Kementerian Pertanian dalam pembangunan
pertanian.

Mengacu pada dua kategori tersebut, kegiatan penelitian dan
pengembangan pertanian yang bersumber dari pendanaan internal
(APBN Balitbangtan) dikelompokkan menjadi:

1. Penelitian upstream (in-house) dengan alokasi porsi pendanaan

30-40% yang ditentukan berdasarkan kebijakan.

2. Penelitian adaptif yang mendukung langsung pencapaian program
strategis Kementerian Pertanian berupa kegiatan penelitian adaptif

dan diseminasi, dengan alokasi pendanaan 60-70%.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | 1 2 5






BAB V
PENUTUP







Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019 Edisi Revisi

BAB V. PENUTUP

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis global, regional,
dinamika pembangunan nasional, serta agenda NAWA CITA (agenda
prioritas Kabinet Kerja), maka pembangunan pertanian lima tahun
ke depan lebih diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan
meningkatkan produkivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Dengan demikian maka posisi Balitbangtan akan semakin strategis
dalam menghasilkan inovasi teknologi pertanian mengingat pertanian
akan maju apabila kebijakan pembangunan pertanian didasarkan pada
hasil riset.

Berbagai peluang dan tantangan dalam dinamisasi lingkungan
strategis pembangunan pertanian nasional harus disikapi oleh
Balitbangtan dengan mengoptimalkan kekuatan internal dan
mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang. Dinamika ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam berbagai bidang, yang
didukung oleh sistem dan teknologi informasi yang juga berkembang
sangat pesat memberikan peluang bagi pengembangan inovasi
pertanian di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan upaya
mewujudkan Visi Balitbangtan 2015-2019 sebagai lembaga penelitian
dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan
yang semakin berat, serta untuk mendukung upaya percepatan
pembangunan pertanian nasional melalui target-target yang telah
ditetapkan dalam lima tahun kedepan, maka Balitbangtan menyusun
Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, dimana dalam penyusunannya
telah mengacu kepada: 1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) NAWA CITA
Kabinet Kerja 2015-2019, 3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) 2005-2025, 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, 5) Strategi Induk Pembangunan
Pertanian 2015-2045, dan 6) Renstra Kementerian Pertanian Tahun
2015-20109.

Renstra Balitbangtan 2015-2019 merupakan implementasi
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
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2015-2019 bidang penelitian dan pengembangan pertanian dengan
mengedepankan semangat reformasi perencanaan dan penganggaran
2015-2019. Balitbangtan merestrukturisasi program dan kegiatan
dalam kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (performance-based
budgeting) yang dilengkapi dengan arsitektur dan informasi kinerja
(ADIK), sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan dan organisasinya
dapat dievaluasi secara berkala.

1 30 | Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian



LAMPIRAN







™
™
=
S
i)
S
S
b
&
5
3
[}
£
()
2
e
S
(o}
ie]
S
8
=
2
&
5
§

a

aVu

=

2

&

(o)}

g

W S'€6 (1elIN) (TTOZ Unyel 6% NINd uexJeseplaq) (NN) elsauly (ejiN

m ueluelad

S (1e]IN) uelueLISd UBLIDIUBWY [eJapUdf ueduequaduad uep uel|auad uepeg

m jejopjadsu| uele|luad uedseseplaq uejueldd ue3uny3ul| 1p yeuawad jsueisul

m €8 ueSueqwaSuad uep ueni|ausd uepeg 4V 1e|IN ef1auly sey|igelunye ueypninmajp| €
S

wn% (1ejIN) ueluelsad ueSuequiasuad uep

t 06 uell|suad uepeg yijgnd Isewsojul ueieysuawad [ejIN

& eungguad epeday

=

g (1ejiN) uejuesad Sueqiijeg 130j0uy|a} Isewojul uep esef ueueAe|ad

.m € ylignd ueueAe| sele (A ]) 1ededeAseln uesenday| syapu| weep awsljeuolsajold ueypninmalnl C
3

S (eungsuad)

m 13p|oy3yb1s Ya|0 ueyieejuewip

S (%) (41yxesa1 unyey g) ueyjiseyip Sueh /i1sdopeip deis SueA ueduny3ul

M uenlauad |isey depeyJal (41yxe4a) unyel g iIsejnwnye) yeweJ euas uaisya uep jipjnpoud 3ueh

2 )4 ueyleejuewlp SueA uenipuad |Isey olsey uejuelsad 13o0jouxa) ueyeIpaAus|n T
Q

j

g

m 6T102-STOZ ueidueqiijeg uenin] Jojeyipuj ‘T uelidwe?]




: Ie[IN
T €6 (TT0Z Uny®e1 61,7 AN

uexresepaq) (3IN) elaury refiN

UeluelI9 d UBLIJUSUIDY]

[elopus| jeroyyadsuy

€8 S.'Z8 Te[IN uere[iuad uex.Ieseplaq
ueruelrad ueduequadua uep

uenipusd uepeq dIMV e[IN

ueluelad
06 06 Te[IN ueluellad ueSuequiaSusy — ueSuequaSuad Uep UBNI[AUL Uepeq
- uep uenipuad uepegyiqnd ueduny3ul| Ip yejuLiswad 1suejsur
1sewIojul uejex3urtowad re[IN eliaury seifiqeiunye eAupnnmiag,
T ueluelad sueqiireg ueluellad ueduequiaduad
€ € 11931 eleys jqiqnd ueuede] sere (A3[)  Uep uenipEusad uepegyiqndIseuriojur
Jexetefse]y uesenday] syapu] uep ueueAe[ sejfeny eAujex3uIuajy
(drypeas) unye)
G) ueyiseyip SueA uenpuad
0L 09 % [isey depev.a) (aryels) unyel
G ISe[nuinye) uexjeejuewip uerueliad 1Sojoux sl
SueA uenipuad [Isey oisey ISeAOUl [ISey eAuuUey}eejuewiq
uenfueEyliag
1'85€20L°2 6'S8Y'LSL'T L1IsSnpuj-o1g ueruelrad Iseaouj uep [dojousa], ueeydpuad weado.ag

610¢ 810¢ 610¢ 810¢

(ean[) 1seyqory E uenjes ueIBSES

6T0Z — 8T0Z UeRUBPUI UBYNINg3) ueq 1951e] “4oje)yipu| ‘ueleses ‘g uesidwer

c

S

5

3

(-

c

o]

2

[o]

£

[}

z 2

< &

a c

S 3

S c

S

”

©

S

(-

c

O

3

-}
<
(3r)
-—




udgorg g 1p (eloury
uereded uep ‘[eutajul  ISen[ead
‘e(1aupy uelodefad ‘uenynguad

o g uenwe) ‘ueeuesuatad : nndipw G107

(o)
™
-—
c
S
IS
2
&
5
2
(o]
£
o
2
&
c
(<]
T
c
i)
=
2
&
5
E

2 unye} Z1 JowoN gy NYJuaurad uodolg g4
m 1ensas dIvs odse g) Sueqniaq ueduny3ury 1p yejuriowad
m pel1ay Sued dpyS Iseauswa[dur Isuejsul el1auny
9 seje uafy) uenwe) yeqwn|  SeM[iqeunse eAupn(nmia,
m = - ¥ -1 MIT  uadorg gg refeg yiqnd ueuede| seje uadorg gg yiqnd ueuedef
m 12 (M1 yeeredse]y uesenday syapuj sej[eny] eAulexSuruajy
& uey[iseyip Suedk
m ¢ ¢ ueye(1qay Isepuawoya.l yejuin |
& ueel1aq unyey eped ueynye[ip Sued
mnao n(s uep ya301q ueduequieguad
8 uep uenipuad uejerdoy

O T .
m 001 001 % depeyus) uefel1aq unyey eped
Wo n(S uep yo301q ueduequiagduad
W uep ueniouad [ISey oISey
= (1ppe1s) unyey
8 G Ise[nwnye) uexjeejuewip Sues
m L L yeun| uerue)tad ynauag efep Joquins ueruelred ngs uep
3 uep 13ojouxa301q uesuequaguad 130[0ux@)01g 130[0U3)
,m uep ueniuad [1Sey yejun| ISeAoUl BAUUEYIRRJUBWI(]
Q
B UBIUE)I9 ] Y1I9ULY)
Q
S 1'926'79 9'626'6S eAeplaquing uep 13ojouxao1g ueSuequiaduad Uuep uenipauad ‘86L1°Z10'8T0
m 6102 810¢ 6102 810¢
3 uejeiday|
o.m (ean() 1seyory E uenjes ueIeses/uejeiday|




edsed gq1p

(el1aury uereded uep ‘[eulajul ISEN[BAI

tl1auny ueiodefad ‘ueinynduad

‘ueeueduated pndipw G707

unye} z1 JowoN gy Nydusauad
eNnsas JpIvs yodse g) Sueniaq edseq gg ueSuny3u| Ip
1pel1y Suef gryysisequswopdunr  Yeaurawad [sueisur elauny
sejeus)] uenwe) yequn[  SeM[iqeunye eAupn(nmigy,

¥ -1 W17 edseq gg refegyiqnd ueuesey seje edsed gg yiqnd ueuese|

2 £ uenuwa)l

14 4 e[eys (DI1) 2eeIRASE]y UBSENdRY] SYOpU] seyeny eAuyey3urusjy
IS ue[IseyIp
€ € epusawoya.l  JueA ueyeliqoay] IsepuswIoyal yepuin|
ueel1aq

unye) eped ueyne[ip Sued ueruelrod

usuedeosed ueguequiagduad

00T 00T % uep uenijpuad uejeiday depey.tal
uee(1aq unye) eped ueruelrod

usuedeosed ueguequiaduad

uep uenpuad [ISey olsey

(A1 ey unye) G Ise[nuwinye)

yequm( uexjeejuewnip Suek uerueltad ueruelad
z 6¥ 17

< usued eased ueSuequiaduad usuedessed 13o[ouxa)
W uep uenipuad [1sey yeqwn | ISeAoUl eAUUEYIERJUBWI(
3 L'V2609 1'TL0'8S ueruellad uauedesseq uesuequiaduad uep uenijpuad '66L1°Z10°8T0

610¢ 810¢ 610¢ 810¢
uejeiday
(ean() iseyory E uenjeg uereseg/ue)eIsay|

c
e}
5
5
[
c
o]
2
[o]
£
()
2
&
5
©
c
S
=
@
y
Q
c
(¢]
3
Q
({]
™
-—




d'1das4aqrp
(el1ouny uereded uep ‘[eurslul ISEN[EAD

elrouny uetodefad ueanynduad
‘ueeuesustad nndipw §T0Z

[
(o)
-—
c
S
c
2
&
8
2
o]
£
[}
2
e
c
(o}
©
c
i)
=
2
&
8
§

¢ ¢ uenway

unye} Z1 JowoN gy NydJuauiad

eNSas JRIVS yadse g) Sueniaq d1as4gg ueduns3urf ip

1pel1a) Sued gyvs 1seruswardwy  YeiuLowad 1suesur efraury

sejeusf)] uenwoa) yeqwn[  SeM[IqeIUNye eAupnmmis,

¥ -1 1191 d1as dgnqnd ueuedey seje d1asad qnd ueuede;

€ € e[eys (1DI1) eeredsely uesenday Syapu] sejieny] eAule3uIuay
uex[IseyIp
E 5 ISepuswioyal  Fued uexe(iqay ISEpUIWOaI Ye[un|

ue[el1aq unyel eped ueyne[ip

duef d7qs uesuequiaduad uep

00T 00T % uenipuad uejerday depeytsy uereliaq
unyel eped  J7@S ueSuequaguad

uep uenipuad [ISey OIsey

(argpyesen
0/ 867 yequm( unye) G Ise[nuInye) ueyeejuewIp ueuelrod ueye|
duef g7@s ueduequaduad efeplaquing [30[0uxo}
uep ueniouad [isey yequn| ISeAoUl eAUUEXIERJUBWI(]
S'6vi LY T 1'8Z¥'0%1T ueruelad ueyeT] efeproquingueduequioduad uep uenipuad ‘0081210810

)
>
()

o<

3

8

(o)}

~

S

o\

[T

~

S

N
=

A
S
5

a
S
&
©

Q
S
s

a
S

©

c

.©

5

©

5

Q.
3

o
T

a4

2
Qn

%

S

(V)
()
8
Q
<
()

o<

6T10¢ 810¢ 610¢ 810¢
uejeiday]
(ean[) iseyory E uenjeg uereses/uejersoy




uel(ey3uad g 1p

(elroury ueredeo uep ‘eutaiul Isenjead
elrouny uetodefad ueanynduad
‘ueeuesuatad nndipuw G107

S g uenuway
unyel Z1 JowoN gy NyJuauLiad
1ensas dpys yodse g) Sueniaq d1asgg uedunsgui ip
1pel1a] Sued dyvs 1sequswopdwr  Yeuriawad isueisur el1aury
sejeusf)] uenwo) yequn[  SeM[IqeIunye eAupnmi,
B-T I uelfey3uad gg yiqnd ueuede| seye d1asdgd yuqnd ueuese]
€ € 15121 (NBID) 2eseIeAsely uesenday syapu] seyeny eAuyey3uruajy
uex[iseytp
ve ve Isepuswoyal  FueA uexe(iqay ISepuaWO.l Yejwn|
uefel1aq unye) eped uesnye[p Suek
00T 00T % uerueltad 1Sojouys) 19yed depeyis)
uelueltad 13ojouxa) 193ed [1Sey oISty
(RILNRE] uerueltad 130j0ux
- 7LE 1€¥ yequn( unye) G Ise[nwnye) ueyjeejuewip ueduequiagduad uep ueiley
m dueA 13o10ux|a1 393ed Yerwn( [ISey eAuuexjeejuewI(
m V'EBT6VET  T9VL'89V'T uelue}Ia  [3ojousa], Iseutwasiq ueyedadrad uep uerlesdusd ‘10871°Z10'8T0

610¢ 810¢ 610¢ 810¢
uejeiday
(ean[) iseyory E uenjes ueaeses/uejeisay)

c
e}
5
5
[
c
o]
2
[o]
£
()
)]
o
Q
5
©
c
S
=
@
y
Q
c
(¢]
3
Q
0
™
-—




UERPIN
dgg1p (elroun uereded uep ‘[euraiul

ISen[eas ‘el1ouny uesodefad ‘ueinyngusad UeRo

g g uenwo) ‘ueeuesuatad nndipuw G0z unye) ddg ueduns3ui|

ZTIOWON gy NVJUowiag 1ensas Juys P yeurwad [sueisut
yadse g) Suenuaaq 1pel1ay Suek dpvs e(1ouny sear[iqejunse

1seyuswd[dul Sejeus(y] uenwiay yejwn| efupn(nmiag,
- UBIIIN
© 8 s sewGun) revniben wsenday oppuy S8 GG e
seyeny eAuyey3urusjy
Uey[IseyIp
¢ ¢ ISEpUaWIOa. dueA ueyeliqay 1Sepuswioya. yejwn|

(o))
™
-—
c
S
IS
2
&
5
2
(o]
£
o
2
&
c
(<]
T
c
i)
=
2
&
5
E

uefel1aq unyey
eped ueynye[ip Sue4 ueruela ISesiueyoN
ueguequiaduad 23 ueesedexalad

0,

00t 001 e /uenipuad ueyerday depey.ay

uefelraq unye) eped uerueltad 1sesiueyou

ueduequiaguad/ueesefesa1ad [isey oisey

(Arypela3 unye) g 1sefnwinye)
7 0z yequn| uexjeejuewp Suek ueruelrad 1sesiueyow ueruelsad 1sesiueyouwt
uegduequieduad/ueesefeso1ad 130[0U93 ISEAOUI
[1sey yequn( eAuuexyeejuew(q

ueruelad

8'689°19 ¥'8TT 6V

ISes[ueowWl ueguequiaguad uep ueesedesatod/uenijousad ‘zZ081°Z10°8T0

)
>
()

o<

3

8

)

~

S

o\

[T

~

S

N
=

A
S
5

a
S
&
©

Q
S
s

a
S

©

c

.©

5

©

5

Q.
3

o
T

a4

2
Qn

%

S

(V)
()
8
Q
<
()

o<

610¢ 810¢ 610¢ 810¢
uejeisay
(en[) iseyory E uenjes ue.eses/ueleisay]




=
=
a
S
3

TLLTTET
610¢ 810¢

(ean() 1sexory

6'788'SC1

00T

0€<

6102

00T

L6T

810¢

uenwo)

P-1 M9HI]
B[EYS

ISEPUSWIOa

%

yepwmn|

uenjeg

nloysueqiisnd

1p (elrauny uereded uep ‘euaul

Isen[eas ‘el1aury uetodefod ‘ueinynguad
‘ueeueouatad nndipw GT(z Unyel
C110WON gy NVduouLdd rensas dIqVS
yodse g) ueniaq 1peliay Suek JpVS
1seyuawadwl sejeus(y] uenws} yepwn(

ntoydueqiysnd yiqnd ueuekef
seje (JADII) deyeledse]y uesenday] syopu]

uey[Iseyrp

Suef uexeligay 1sepusWIOYa Ye[wn|
ueeliaq

unye) eped ueyne[ip Suek einynynioy
ueduequiaduad z uenipuad uele1day
depeyJa) ueel1aq unye) eped eanyjnynioy
ueduequagduad uep uenijauad [ISey OISEY

(arpyes)
unye) § ISe[nuInye) uesjjeejuewip
Suef exnynyn.aoy ueduequiaguad

uep uenipuad [1sey yejwn|

nJoydueqyisng
uegunydury

Ip yejurowad 1suejsur
el1ouny seyiqeunse
efupn(nmiay,

nloysueqsnd
yiqnd ueuehe|
sejieny| eAujey3urusjy

eI Ny1I0Y
13o[ouya) ISeAoUl
eAuuejeejuewiq

eanynynJoy ueSuequiadusad uep uenipuad ‘$081°Z10°8T0

uejeisay

ue.Ieses/ueieisay]

c
e}
5
5
[
c
o]
2
[o]
£
()
2
&
5
©
c
S
=
@
y
Q
c
(¢]
3
Q
(=}
<
-—




1
<
-
'
g
5

unqgueqisng w

- 1p (el1oury uereded uep ‘Teutajur 12

m 1seneas ‘elrouny] uelodefad ‘ueinyngusd unqgdueqy[snd m

M € ¥ uenwe) ‘ueeuesuatad nndipw G0z unyey uegunyguy| m,

& ZT I0WON gy NVJUsuLIad 1ensas Jpyys P yeurswad isueisut 9

m yodse g) Sueniaq 1pel1a) Sued gpyys  BMHAUD| sed[iqejunye m

M 1seyuawadwr sejeuafy] uenwa) yejun( efupn(hmia], S

~ =

(=) 3 =

.W . e F-T MY unggdueqisnd yijqnd ueuese] MMM:MMAW___MMM m

8 e[e .

m [eXS seje (A1) yexeledsely uesenday syapuj ST S — m

& o o ue[ISeyIp 2

mnab Isepuswoya. Suef uexeligey 1SepusawIoya. yepun|

m uefelraq

g unye) eped ueynye[ip Sued ueungosytod

) 001 00T % ueguequiaguad % uenipuad uejersoy

8 3 Suad d uejers

g depeyua) uereliaq unyey eped ueungaytad

c ueduequiaguad uep ueniauad [Isey oIsey

2 SuequiaBuad uep uenijauad [1sey

5

g (rgpese)

o qq 5S yequn| unye) G ISe[nwnye) uexyjeejuewip ueungaytad

,m duef ueungaytad uesuequiaduad 130[0UX[93 ISeAOUT

Mc uep uenipuad [isey yepun( eAuuexjeejuewi(

m 8020491 €0TZ'9ST ueunqayIad uesuequiaduad uep uenipuad %081'Zr0'8T0

® 610¢ 810¢ 6102 810¢

S uejeiday

m (ean[) i1seyory H uenjeg ueaeses/uejeisay)

oc




=
=
a
S
3

6'LZE0VT 9'S¥9°€ET
610¢ 810¢

(ean() 1sexory

00T

LY

6102

00T

4%

810¢

uenwe}

P-1 NI
e[exqS

ISEpUaWOYa.

%

ye[umn|

Jyeusuequsnd

1p (elraup] uereded uep ‘[eulaul

I1sen[eas ‘e(1ouny] uelodejad ‘ueinynguad
‘ueeueduatad nndipw GT(0Z unyel
C1I0WON gy NVduouLdd Iensss dIqVs
yodse g) Sueniaq 1pelisl Suek Vs
1sejuawa[dur Sejeusfy] uenwal yequn|

yeuSuequsndiqnd ueuese|
seje (A1) Yexetedsely uesenday] syapu|

uey[Iseyrp

SueA uexyel1qay 1Sepuswioya. yejwn|
ueel1aq

unye) eped uexnye[ip Suek ueyeurslad
ueduequaduad 3 ueniouad ueleiday

depey.a) ueeliaq unye) eped ueyeurslad
ueduequiaduad uep uenijpuad [ISey oISey

(a1gpyes)

unye) § ISe[nunye) uejeejuewIp
Suef ueyeuralad ueduequiaduad
uep ueniuad [1sey yejun |

yeuueqysnd
uegunydury

1p yejurowad 1suejsut
elroupy sejiqejunse
eAupn(nmiay,

Jyeusueqyusnd
yiqnd ueuese]
sejieny eAuyes3uruay

ueyeutaled
13o[ou{a) ISeAoUL
eAuueyyeejuewi(q

ueyeu11ad ueduequiadusd uep uenMpuUad ‘$081°Z10'8T0

EH

uejeiday]

ueIeseS/ueleiday]

c
e}
5
5
[
c
o]
2
[o]
£
()
2
&
5
©
c
S
=
@
y
Q
c
(¢]
3
Q
N
<
-—




)
>
()

o<

3

8

(o)}

~

S

o\

[T

~

S

N
=

A
S
5

a
S
&
©

Q
S
s

a
S

©

c

.©

5

©

5

Q.
3

o
T

a4

2
Qn

%

S

(V)
()
8
Q
<
()

o<

00¥L'LYT 8T¥6'SET
610¢ 810¢

(ean() 1sexory

00T

81

610¢

00T

91

810¢

uenuia)

P-T M
B[S

ISEPUSWIOa

%

yequn|

uejgueqausnd

1p (elrouny uereded uep ‘[eulaul
1sen[ead ‘elrouny] uelodefad ‘ueinyngusad
‘ueeueduatad pndipw GT(Z UNYE}
C1I0WON dY NVdusullad rensss d[qVS
yodse ) ueniaq pel1al Sueh VS
1seyuawadw sejeusaflf uenway yepun(

uejdueqisngyiqnd ueuede|
seye (A1) yexeledsely uesenday syapuj

uey[Iseyrp

dueA uexe(1qay] ISepusawIoNa Yejwin|
ue[el1aq unye) eped uesnye[p

duef uedued uewreue) ueguequiaguad

% ueniouad uejeiday depeyal

uefe(1oq unye) eped uedued ueweue)
ueguequiaduad uep uenipuad [1sey oisey

(a1gsyetay

unye) g ISe[nwnye) uexjeejuewip
duef uedued ueweue) ueguequiaguad
uep uenipuad [isey yepumn|

uejdueqiisnd
uegunyur|

1p yejuLawad [suesut
e[1auny sey[IqeIunye
eAupn(nmia],

uejsueqiusnd
yiqnd ueuede|
seyeny eAulexsurusy

uegued ueweuey
130[0Ux[93 ISeAOUT
eAuuexjeejuewi(

uedueq ueweue], ueduequiegusq uep uenipuad ‘$081°Z10°8T0

uejeiday
ueaeses/uejersay]

™
<
-—
c
S
IS
2
&
5
2
(o]
£
o
2
&
c
(<]
T
c
i)
=
2
&
5
E




(%) uenway [e103 depeyay
Suenuaq pel1a) Sued ueruenad
ueguequiaguad uep ueni@uad

uepeq 1p ueduenay ueejojaguad ueIURLIAg

SEIE UBTUELIDJ UBLISIUSWDY ueSuequieSuag uep

L9 L9 % [edapus|( 3er03adsu] uenwa) oisey uenIuaq uepey ueSunyguy
3[dg uenwa) [e10 depeyaa) Suemaaq [P [Pqeiuns(e Suek ueguenay

L9 19 % 1pel1a3 SueA yJg uenuwa) oISey ueejoaduad eAupn(nmiay,

ueluerled UueSuequaduad
uep Uuenipudd

uepeq yiqnd 1sewiojur
sejeny eAuje3uruapy

(reqiu) uerueytsd ueguequiaguad
uep uenijpuad uepeg
[N yiqnd 1seuriojur ueyexsuriawad refIN
06 06 L
(%) (TT0Z Unyes 647
ey Nd ueresepaaq) (yN) elsuny refiN

R €6
(requ) UBIUBLIA]
UBIUE}I9J UBLISIUSWAY] [BIOPUS| ueguequiagua uep
jetoladsuy uerejiuad uesteseptaq  uenipPuUad uepeg uedunySur|
ueluellod ueduequiaguad  1p yejurawad isueisur elraury
g S8 Te[IN uep uen[auad uepeq dIv re[IN sej[iqeunse eAupnnmia],
o o uerueltad Sueqi| ueeuesyejod
88985ve 686e62¢ We[ep SIUY9} USWNIISUI UBp ISe}[ISe,] uswa(uely uedunyng $081°Z10°8T0

=
=
a
S
3

6T10¢C 810¢ 6T10¢C 810¢
uejeisay
(ean[) iseyory E uenjes ueaeses/uejeisoy]

c
e}
5
5
[
c
o]
2
[o]
£
()
2
&
5
©
c
S
=
@
y
Q
c
(¢]
3
Q
<
<
-—




ueniuad
Jnun ueweue} Hgs uerenpduad
uep ueynsewsad uift ueejuiuLiad (103

Tp)
<
-
S
i)
S
S
b
&
5
3
[}
£
[}
2
e
S
(o}
ie]
S
8
=
2
&
5
§

L depeyay uenipuad ynjun ueweuey
n(s uelenpduad uep ueynsewad
00T 00T uilt ueueAe| ueynuawad oIsey
ueruellad uesuequiaguad uep
ST UBNI[USJ UEPRY JBLILIa9S UeueAe] UBIUEMS] Ueduequiadudd uep
1oyl e[eYS  depeytay uerueriad Sueqiieqg dnyduyp  UeNI[BUs{ Uepeq JeLIela.yss
¥ ¥ 1p ure] el1ay tun uesenday jexSur],  Ueuede| sexjeny eAuzexgurusy
IB[IN xapul dvb-Aouazaduio)
98 08
DARER
Te[IN suequeg dny3uif 1p NSY
TLT IST 21/ uos.ad-qof 1suajadwoy eAurey3uruapy

ueruelrad Sueqir ueeuesyerad
Weep SIUN9) UsWNIISUl Uep ISe3N[Ise, uswa(uepy uesunyng %081°210°810

3
S
()

o<

)

8

[}

—

(@)

¥

n

~

(=)

N
c

.0
S
5

a
S
2
©

Q9
g
S

a
S

ae]

c

®©

5

©

)

Q.
3

ae)

(5]

a4

B
[S1)
E
S

A\
©
5
Q
<
()

o<

6T0¢ 810¢ 6T0¢ 8T10¢
uejeisay
(eanf) i1seyjory E uenjes MSHI uereses/uejeisay




LAMPIRAN

L1I0Z 9102
NIVIN NVVADIVId
(HVIdNYA v.Lnl) ISVIOTV

L102 9102
NIVIN NVVIIIVId NVNLVS
LIADUV.L

LT0C-STOC NNHVL
NVVNVAN3d NVHNLNEI) Nvd 1IDYVL ‘YOLVIIANI ‘NVHVSVS

NVAVSVS
/NVLVIDIN/WVAD0odd

*€ uesidwe]

1 46 | Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian




T‘0Z0°802°T

TIVLEET

LYYTISL

8690°L9T

8‘I8L9VL

T'8VE LYV

€T
oz
oT
L8S'T
e
8¥T
99
S9T
8T
(0]
g
o
(0]
4
9
T
09
(0]
0

ot
T
LOS'T
e
Yot
89
CET
8T
(0]
o
o
(0]
S
9
ot
o€e
S
0

91

SsZ'e
e

96

99
99

ot

ot

09

€T

1PPOIN
uazednqey]

1sutaoag

uoy,

ISEpUS WOy

18ojoudo,

PO

18ojouxa,

18o10ua ],

1SUIAOId

ISBWLIOjU] WINISIS
[PPOIN
aseqereq
1Sepus WOy
e[nuLIO
18ojouxo],

elad

ISBWLIOJU] WISIS

aun

uesejeqrad
yeaae( Ip LASNpuiolg uerueltad 1Sojousa,L,
1seaou] ueSuequaSuad [9PON Ye[wn|

(d.LL) uerueliad 1So[ousa [, uewe], yejun |
(dS.L) uerueliad suies uewe], yejwn

(uoy) refepasy

‘SunSel( ‘iped Jaquing yruag Is3ynpoad yepwn(
uee(1gay] ISepusawoay yeun(

eun3Suag

o3 ueyIseurwasipiq Suek 1Sojouxa], yerwn|

Lsnpuolg ueruelrad 13o[ousa,L,
1seaou] ueSuequaSuad [9POA Yyejwn|

I1sex o] 3XIsads 13ojousa], yepwn(

ueSuequielIag X9 ISEWEPR{IY Ueye]
uee[o[aSuad ISO[OUNa ], UEP ISEULIOJU] Yejwn |

(dS.L) ueruelaad sules uewe,, yejwn|

ueruellad aseqeieq uep (weue],

Japus[ey]) ueruellad ISBULIOJU] WISIS yejwn(
ueye| 1Sojodn/18ojoa3joa8e siseqaaq L1snpur
-o1q ueruelrad ueduequesuad [epow yerwn|
ueruelrad ueye|

eAepiaquing IseuLIoju] uep aseqeleq yejwn(
ueruellad ueye] eAepilaquing

uee[o[a8uad ueeliqay] ISEpuswOdaY Yejwn(
ueduny3ury yewey

Suef ueruelrad 3YNpo.ad uep e[nuwIoy yewn(
ueruelrag
yepwun(
ueluelraa
eAepiaquns [ersedsoas Isewioju] yejwn|(

ueye] ueejoja8uag 18o10uxa],

ueruElI9d ISEUWLIOJU] WISIS yejwn(

re[Epay

uep SunSe( usued eossed ueueSueuad uep [1D33
1ped uedui83uad 1sesifejiaaa [opowr yewn(

ueruelIad ISo[ouya L

1seaou] ueSuequaSuag

[°PON eAuueyiseyrd

1suraoad

1d € 1P Y1ed 35usas ¢ uep
yaed ouyda) 00T ueunSuequiag

yeaseq uep [euoIseN
uelueLIdd ueunSuequiag
si8ojeays weasoad
Sunynpusap Iseqjo] yKisads
Iseaou] uesenpreqasuad
uep ueeipaiuad

ueruelrrad
1S0j0u33) ISeAOUI ISBUIWUISIP
1ad uep ueifey d

TO08T°ZT0'8TO0

ueSuequelrad
] UeYyR] UE: d

1suraoad

1d ¥€ 1P y1ed 22ua1s € uep
syaed ouyda) 00T ueunsuequiag
wirpyr q 1ad P
Tensas Sued wreue) Iapuafey
ISeuLIoJUl BAURIPISIDL

ueruelLIdd Ueye| eAepraquins
ueejo[aSuad 1ISojoua L,
1seaou] uejeysSuruad uep
ISeurIoyu] ‘eje eAUBIPISID L
ueruelrad ueye eAepraquins
ueSuequiaSuad uep uenIPUaIg
008T°CT0'8TO

ueSued uewreuey
usued essed ueuedueuad
1Ppow eAuun3ueq.aa ],

[
<
-—
c
9
c
2
e
8
2
o]
£
[}
2
e
c
(o]
©
c
i)
=
2
e
8
§

L102Z 9102 L102Z 9102
NIVIN NVVADIVId

STO0Z NVHVSVS

NIV NVVIDIVId
/NVLVIDIN/WVID0odd

LADUV.L

NVOLVS

)
>
()

o<

3

8

)

~

S

o\

[T

~

S

N
=

A
S
5

a
S
&
©

Q
S
s

a
S

©

c

.©

5

©

5

Q.
3

o
T

a4

2
Qn

%

S

(V)
()
8
Q
<
()

o<

(HVIdNYA v.LOD ISVIOTY




=
R
N
S
3

0TE 00T 33 [eisuajod ueanfes raquns yruaq yejun(
reqed
v ze 31 1eqed Jaquuns yruaq yepun( J9quIns Yruaq eAUeIpasIad L
yeraw Suemeq
959°2¢ S91°9¢ 831 yeraw Suemeq Jaquuns yruaq yepun( JaquIns Yruaq eAUeIpIsId L
eann3nJoy siusiqrise
T [PPOIN uesemey uesuequagduad [opow yepun(
z z z ISEpUS WOy uese(1qas ISepuswoa.l yejwn|
000°09% 000°0%¥ 000°02¥% @3S uesLD{ Jaquins Yyruaq yeumn(
[ersuajod ueanfes uep
000°SE 33 Teqed ‘Yersw Suemeq Jaquins yruaq yepun(
000°SY 00szv 000°0% Jouerd (0D) 8uerjuay Jaquins yruaq yepun|
exidonqns
- 000°S 000°S ueweue], yenq uep ynisf zaquins yruaq yejwn(
ure[ sery
008V 00L% 009°% jo[ueld ueweue) uep ya138ue JoquIns Yruaq yejwn(
eAuure] exidoay yenq uep si88uew
- 0009 0009 ueweue], “e88uew ‘UBLINp JaquIns Yyruaq yepun(
rasnpuroiq ueruelrad
- 0z 0z 18o10u9 ], sIseqJaaq eamn3Ioy 13ojouxa) yejwn|
- 4 zz anA eINN3RI0Y gNA yepwn(
eanN¥I0y uBweue)
S‘888°6TT L'O8LEOT T'OELEOT ueSuequesuad uep ueniEuUad
¥08T°ZT0'8TO
ueruelsad
ueunSuequiad [en3e nsi-nsijrnedisnue
oT oT ISepuswWoNay | uep jisuodsaa uexe(rqay ISsepuawWoda.l yepun |
‘uein(uepaiaq ueruelrad uen(ueEyiaq ueruejrad
ueunSuequad exIWeUIp UEP [WIOUOMd ueunSuequiad uexeliqay
ZT ZT ISEpULS WOy [eIsos uexe(1qay Isepusawoa.l yepun| ISEPUSWIOHI.I BAURIPISID L,
ueruelrad
€'S9L°6E L'OST'EE ueye(iqay uep (oUoYd
[eISos sisIfeue/ueniPuad
€081°2T0°'810
Jepuels
depey.aa) eAuuerensasay Isexq11as/1nip | ueruejrad uisaw uep jefe nanua
SLZ SL2 - ueuIS[Y U SueX ueruejaad ursaw uep jefe yepwn( uesemesSuad eAuyeqSuruaiy
1d ¥ € 1p Y1ed 90uaids € uep
- T - suraoadg (ds.L) uerueliad sures uewe], yejwun(| yyred ouysay 90T ueunSuequiag
T‘SOSHZT ueNISeurwasIpIp
o€ (¥4 0z run ders Sue4 uejursie adnnojoad yeywn( eAugequiry uep
ueruellad [SESIUBNOW | yeruelaad }NPO1d YequIe ] Te[IN
z (4 (4 Isepuswoxyay [euOIsEU UENE(Igas] ISepus WO a.L yepun( uep ISUlISKH ‘SeIRIINNPo.Id
rnsnpuroiq ueruelrad ueSuequaSuad ueleySuruad ymun uerueldd
Sumnpuaw ueruelrad ISesTUBRIW IsesTuey a3 ISojouya ] isdopy
6 6 L 13ojouxa ], (1epouw ‘ednnojoad) 1Sojousja)y yepwun|( uep IseAou] eAuleSUurusan
ueruelrad
Isesl| q d
zZ'v88'9% o‘6v¥'EY 6 TE0VE uep ueesefeysrad/uenipPuad

L102

9102

NIVIN NVVADIVId
(HVIdNY" VL) ISVIOTV

STO0Z

L102

9102

NIVIN NVVADIVId

LADAV.L

NVNOLVS

Z208T°C2T0'8T0

NVIVSVS
/NV.LVIDIN/WVID0dd

c
S
[
S
b5
a
c
S
2
S
£
[}
2
e
5
k¢
c
S
=
)
3
a
c
S
3
o
0
<
-




Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019 Edisi Revisi

LT0Z 91072 LT0Z 91072
STOZ NVIVSVS

NIVIN NVVIDIVId NIVIN NVVIIIVId NVNLVS

/NVLVIDIN/INVEDOdd
(HVIdNY" VLA ISVIOTV LADUV.L

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | 1 49




LAMPIRAN

LI0Z 9102
NIVIN NVVAIIVId
(HVIdN" vinl) ISVIOTV

STO0Z

L10Z 9102
NIVIN NVVAIIVId
LADYUV.L

NVNLVS

NVIVSVS
/NVLVIDII/INVEDOAd

1 50 | Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian




Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019 Edisi Revisi

2017

PRAKIRAAN MAJU

ALOKASI (JUTA RUPIAH)
2016

PRAKIRAAN MAJU

=
]
1
<
=

SATUAN

PROGRAM/KEGIATAN/
SASARAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertfanian | 1 51




=
R
N
S
3

Jle uep
eJey ueejoa8uad

Iojow}al ‘¢
‘lewndo
uep |ewndo gns
ueye| Ip eAuuule|
ue3ued ueweue}
usued eased
uep ead ‘Iseyo|
yyisads 13ojouy o)
usuodwoy
ueyieqJad

uep ueibjesad T

‘usuededsed uep
usued ‘eAepipnq
Isesjuexaw
(|]opow ‘@dnojyoud)
9} ueibjedad ‘¢
‘lewndo
uep |jewndo
gns ueyej 1p [e|spa)
usued eased uep
ead ‘1seyo| yyisads
130joux23 usuodwoy
ueyleqJad
uep ueibjetad T

uaued ‘eAepipnq
Isesiuexaw
(|]opow ‘@dnojoud)
130jouxa) ueIelad T
‘lewndo uep
[ewndo gns ueyej Ip
3unge[ uaued eased
uep eud ‘Iseyo|
yisads 13ojouy a1
uauodwoy
ueyjleq.ad
uep ueibjesad T

(42159n4DY UEP
SuejAuad jeje ‘emel
ueye| omJel weuey
uissw adAjoyoud)
130j0ux3] ueIdjesdd ¢
‘lewndo
uep |jewndo
gns ueyej Ip Iped
uaued eased uep
eJd ‘iseyo| yyisads
130j0ux31 usauodw oy
ueyjieq.ad
uep ueibjeiad T

ueSued ueweue)
130j0uy|3} Isenoul
eAuueyieejuewiq

{uelueuad Iseaoul
uep 13ojouy|a1
eAue|pasta|

Ngg 3niun
nAeyign uep wngJos
aNA Ueibelsd ‘¢
{lewndo uep
lewndo gns ueyey
Ip judepe ‘|eisuazod
Igexe uep ejjeaJas
dnNA ueidessad T
eAuuie|
ueSued ueweue]
Isyjnpoud ueiey3ujuad
Sun)npua|p

‘lewndo

gns uep jewndo

ueyej 1p judepe ‘e|japay)
4N/ [BUOISUSAUOYUI UEP
[EUOISUSAUOY UelYelad

1e|9P) BPERQWIASEMS
Sun)npuajp

{lewndo

gns uep jewndQ

ueye| Ip juadepe ‘Sungef

dNA |BUOISUDAUOYUI UBp
[EUOISUSAUOY| UelINesdd

8un3ef epequiasems
Sun)npuap

‘lewndo

uep [ewndo gqns

ueye| 1p judepe ‘iped
dNA |euoisusAuOiul uep
|eUOISUSAUOY| UelDjelad

Iped epequuasems
Sun)npus|n

ue3ued ueweue] ueguequaduad uep uenl|auad SI3a1ea1S ueleI3a)

uedued ueweue] ue3uequaduad uep ueni|auad si3a3ells ueiei3ay T°QT [29eL

uejueliad ueSuequiaSuad uep ueni|puad si8alesis uelel18ay 'y uesidweq

ueSued ueweue}
130|oux a1 IseAoul
eAuueyjeejuewiq

‘nJeq [n33un
uopy/injes uep
selalien eAueipasia]

C.\_mgmo._n_ ueleses

c
k]
[
S
b5
a
c
S
2
S
£
[}
2
e
5
]
c
8
=
)
3
a
c
5
3
o
N
0
—




3
>
(]

o

G

8

(&)}

~

S

o\

[T

~

S

N
=

A
S
5

a
S
&
©

Q
S
3

a
S

©
=

.©

5

©

5

a
3

o
T

aQ

2
Qn
%
S

(%)
()
8
Q
=
()

oc

eAuute| ueSued

ueweue] isnpuiolg ‘¢

eAuule|
ueSued ueweue|
IsynpoJd uejey3dujuad

Sun)npuajp

‘le|opay

sisequaq |euois3uny
ue3ued jnpoud
ue3ueqwaduad
e149s

‘Insns ueyauaw
uep uedwis eAep
‘NnInw uexieyduusw
3niun uauedeased
ueue3ueuad
18ojouya 1

d1as

|eisedsoagd sisijeue
uep |SewJojul
ueunsnAuad

d1ds 9seqeiep uep
ISEWIOLU| WISIS
ue3uequaduad
‘wip ueyegnuad
ey)lweulp isedispue
JNjun a1 ueidjelad
(42159n1DY

uep weuey ujisje
ue3uequwasuad)

1e[9PY BPERQWIASEMS
Sunynpuajp

Sungel

siseqJaq |euois3uny
ue3ued jnpoud
ue3ueqwa3uad
e14as ‘uedued
ueueweay uep
uedwis eAep ‘ninw
ueyiey3uluaw
jynjun usuededsed
ueue3ueuad
18oj0uya ]

d1as

|eisedsoagd sisijeue
uep Isew.ojul
ueunsnAuad

!d1as aseqeiep uep
ISeWJOoU| WI3SIS
ue3uequaduad
‘w1 ueyeqgniad
elweulp

Isedispue ynun
130j0ux31 uelEeIDd
(10q0yy 43259n10Y)
‘uauededsed uep

3un3e[ epequiasems
Sunynpusin

ueed yniun |ped
yequi|/Suidwes
|Isey uejeejuewad
uep |euois3uny seuaq
uedueqwaduad
‘setaq

uaWIapUJ uep
ninw uejey3ujuad
18ojouy9 |

d1das

|eisedsoagd sisijeue
uep IsewJojul
ueunsnAuad

d1ds aseqelep uep
ISEWJOLU| W3ISIS
ueSueqwaduad
wipj!

ueyeqnuad eyiweulp
isedispue ynjun
130j0u3] uelelad
‘uauededsed uep
uaued ‘eAepipng
Isesjueyaw

Iped epequiasems
Sunynpus|p

ue3ued ueweue] ueguequaduad uep ueni|auad Si8a1e.1s uelei3aY)

weJaso.d ueleses

™
n
-—
c
9
5
&
c
o]
2
(o]
£
o
2
&
c
3
c
i)
=
2
&
c
:




2
<
N
S
3

1e|apa)
ddH ueeligay

Sun8er
ddH ueeligay

uejuenad
‘qwiad ueyeligay

uerensaAuad uelrensaAuad Iseljesquasap uelley ‘g

ISepuswoy|ay ISepuswoy|ay iped sjusiqli8e

uep efisupy sisileuy ‘€ | uep elisury sisijleuy ‘€ nyejad Jejue

‘lewndo ‘lewndo uidJew Isnquasip

gns ueyej Ip 1ejapay gns ueye| 1p Sungef uep yequey [ejiu
nieq ueynquniiad nieq ueynquiniiad sislleuyiped 1pisqns uedued ueweuey
yesaep uengsun Jaguins-1aquins Jaguins-1aquins ejod ueyeligay| I30j0u>3} Isenoul
ueSued ueweue) e)aue uexeligay| sisijeuy 'z ueyeligay sisijeuy 'z | elisury ueleysuiuad eAuuexieejuewiq
1synpoJd ueiey3ujuad 1ejapay ‘Bungel ueyefigay sisileuy ‘¢ uejuenad
Sunynpusw ueweue} )33 ueweues 93 {Iped ueweue} )91 ueun8uequad
‘yeAeim uejueysad I1senou| ueyeAe|ay I1senou| ueyeAe|ay Isenoul ueyeAe|ay ueyefiqay)
ueun8uequad uep si3a3eJ1s uep si8a3eJ1s uep si8a3e41s ISepuUawWOo)al

uexeligay sisijeuy uexefigay sisijeuy T ueyefigay sisijeuy T ueyefigey sisijeuy T eAuelpasial ‘v
IOy
BleYS 1B]3paY| ue3ued ueweue}
luelRYESN [9pOW Iwouoya ejeys Iped 130j0ux2} IseAoul
ueSueqwasuad ¢ Iueleyesn |apow eAuuesjeejuewiq
yesaep ueind3un IETEN uedueqwaduad ‘¢

ue3ued ueweue} siseq4aq 1se)0| 3un3el | Iped siseqJaq Isey 0|
siseqJaq Iseyo| yyisads | yyisads uisnpuiolq siseqJaq Iseyo| yuisads | yyisads lisnpulolq ‘Isenoul
11snpujolq uejueysad uejuepad |apow 113snpujolq uejueyuad uejueyad |gpow ue3ueqwasuad

|[9pow ue3ueqwaduad ue3ueqwiaduad T [9pow uedueqwaduad ueSueqwoaduad ‘T | |opow eAuelpasia] '€

eAuule|
ue3ued ueweue|
IsynpoJid ueiey3ujuad

Sunynpuap

1B[9P3Y BPEQWISEMS
Sunynpuap

3un3e[ epequiasems
Sun)ynpuajp

Iped epequiasems
Sun)npuap

ue3ued ueweue] ueguequaduad uep uenl|auad SISa1e41S uelei3a)

weJasoud ueleses

c
k]
[
S
b5
(-
c
S
2
S
£
[}
2
e
c
5
]
c
8
=
)
3
(-
c
5
3
o
<
0
—




3
>
()

o<

3

8

<))

~

()

o\

[T

~

(=)

N
=

.0
5
5

Q.
S
&
©

Q
§
S

a
5

©

c

K]

5

©

)

Q.
3

o
T

a4

B
Qo
%
S

(%)
()
S
Q
<
()

o<

uejuenad
Jaquins Jaquins Jaquins Jaquins IseAou| ynpo.d
ytuaq isnqlisip yluaq isnqlisip ytuaq isnqlisip ytuaq Isnqlisip eAuisnquisipial
uep I1SYNpoid T uep I1S¥Npoid T uep I1SNpold ‘T uep I1Npoud T uep elpasia] '§
1e|9pPa) EpERqUASEMS Sun3e[ epequiasems
ueledeouad ueledeouad ueSued ueweue)
gunynpuaw Sumjnpuaw 18ojouya1 IseAoul
‘yeAeim uejueysad ‘yeAe|im uejueysad eAuueyieejuewiq
ueun8uequsad ueun3uequwad
uexefigay sisijeuy £ uexeligay sisijeuy L
‘le|apay| siusiqlide 3un3e[ siusiqlde
nye|ad Jejue ujdiew nyejad Jejue uidiew
ISnq1sIp uep ISnqu1sIp uep
yequiey [ejlu sisileuy "9 | Yequej ejlu sisijeuy ‘9
‘lejapa) ‘Bun3er
selipowoy| Sules selpowoy| Suies
eAeq ueiey3uluad eAeq uejey3uiuad
uexeligayl uelley ‘g uexeligay uelley ‘g
1e[apa) ISYNpo.d SunSer 1synpoud
ueley3uluad ueley3uiuad
depeyJa] depeyJsa]
ue3uedepiad ue3uedepiad
uexeligayl uexeligayl
syedweq sisijeuy ‘p yedweq sisijeuy ‘¢

eAuule|
ueSued ueweue]
Isyjnpoud ueley3ujuad

Sun)npuajp

1e|2pa3| BpRqUIaSEMS

Sun)npuajp

8un3el epequiasems
Sunynpus|n

Iped epequuasems

Sun)ynpus|p

ue3ued ueweue] ueguequaduad uep ueni|auad SI3a1e.1S uelei3aY

ENLMOL& ueleses

n
n
-—
c
9
IS
2
e
c
o]
2
(o]
£
o
2
&
c
(<]
T
c
i)
=
2
e
c
(¢]
E




=
R
N
S
3

SluoJIP|a|e uep
3e39d BIpaW INje[aw
eAuuie| ueSued
ueweue} |3ojouy|a)
Iseyiignd uelq4auad
‘13ojou|91
ue3uidwepuad
uep ‘iped
aNA Joaquins yiusq
Is}npoJid wejep
Sddn seysedey
ueley3uluad
ISeX0|
jylisads 1seaoul
ISeUIWISIp Spolsw
ueSueqwaduad
uejueyad
ISeAou| [9pow
ue3ueqwaduad
Isew.oyul
uesegaAuad uep
ISeUIWISIpP 191N
dL1/dSL
ue3ueqwaduad
eAuule|
ue3ued ueweue]

Isyjnpoud uejex3ujuad

Sun)ynpuajp

‘13ojouy|=1
ueduidwepuad
uep ‘lejapay

anA 1aquins yiuaq
1Synpo4d wejep
Sddn seisedey
ueley3uluad

ISe)0]

yuisads I1seaoul
ISeUlWSIp apolaw
ueSueqwasduad
uelueynad

ISeAOU] [9pow
ue3ueqwaduad
‘Isew.ojul
ueseqaAuad uep
ISeUIWaSIP 1421.IA
dll/ds1
ueduequwasduad
ylusg Hipuep
8uede ye|o0yas
ueluelad uesemey|
ue3uequaduad
ueduidwepuad

1e|9P)| EPRQWISEMS
Sun)npua|p

‘13oj0uy|9}
ue3uidwepuad
uep ‘Bun3e(

anA 1equins yiuaq
I1S)nposd wejep
Sddn seisedey
ueley3uluad

ISe30|

Jyisads Iseaoul
ISeUlWSIp apolawW
ueduequwaduad
ueluenad

ISeAOU] [9pow
ue3ueqwauad
‘Isewuojul
ueseqaAuad uep
ISeUlWSIP 142I.IA
dll/dSL
ue3ueqwaduad
yiusg Mipuen
3uedeq ye|oxas
uejueldd uesemey|
ue3uequaduad
ue3uidwepuad

8un3ef epequiasems
Sun)npusn

‘13oj0uy|9)
ue3uidwepuad
uep ‘iped

an/ Jequins yiusq
Is)npoJid wejep
Sddn seusedey
ueley3ujuad

ISe)0]

dylsads 1seaoul
ISeuIWasIp apolsw
ue3ueqwaduad
uejueypad

ISBAOU| [9POIA|
ue3ueqwaduad
‘Isewojul
ueleqgaAuad uep
ISeUIWaSIp 191N
dL1/dSL
ue3uequwaduad
yiusg Hipueny
3uedeq ye|oyas
ueluelad uesemey|
ue3uequwaduad
ue3uidwepuad

Iped epequiasems
Sun)ynpusp

ueSued ueweue] ue3ueqwalduad uep ueni|auad si8a3e41s ueleiday

weJdold ueseses

c
k]
[
S
b5
a
c
S
2
S
£
[}
2
e
5
]
c
8
=
)
3
a
c
5
3
o
({o]
0
—




3
S
()

o<

)

8

[}

—

(@)

¥

n

~

(=)

N
c

.0
S
5

a
S
2
©

Q9
g
S

a
S

ae]

c

®©

5

©

)

Q.
3

ae)

(5]

a4

B
[S1)
E
S

A\
©
5
Q
<
()

o<

eAuule| uedued
ueweue) |3ojouxd1
3niun ueeyeisndiad
1539|103 ueelpaAuad
eAuule| ueSued
ueweue} [3ojoual
ISeAOU] ISBUIWISIP
1J93eW IS)NpPOo.d
eAuule)
uedued ueweue |

IsynpoJid ueiey3uiuad

Sunynpuan

Ie|apay| 130j0ud|}
3niun ueeyeisndiad

1S3]03 ueelpaAuad ‘T

Iejopay 1Sojouy|a1
ISEAOUI ISEUIWSSIP

1191ew Is)npoJd ‘0T

SENETES
uep »e3dd ejpaw
Injejaw lejapay a3

iseyiignd uelgiauad ‘6

9% epequIasems
Sunynpuan

3unge[ |13ojouy|1
3niun ueeyeisnd.iad
1390 ueelpaAuad
3un3e( |3ojouy|a1
ISBAOU] ISBUIWISIP

l191ew Is)npoid ‘0T

SN NETE]
uep e13d elpaw
Injejaw 3ungef )23

iseyignd uelgqiauad ‘6

dungef epequiasems
sunynpuan

Iped |Sojouya3
jnjun ueeyeisndiad

1S}3]0) ueelpaAuad 'TT

Iped |Sojouy 2}
ISBAOU] ISBUIWSSIP

11a1ew Is)npoid ‘0T

SluoJD|3Ie
uep 3e13d elpaw
Injejaw Iped 331

iseyiignd ueygiauad ‘6

Iped epequiasems

Sunynpuay

uedued ueweue| uedueqwaduad uep ueni|auad si3a1el1s uelel3ay

weJsoud ueleses

[
n
-—
c
S
c
S
b
&
5
3
[}
£
[}
2
e
c
(o}
©
c
i)
=
2
&
5
§




=
R
N
S
3

epissad uep 1esag wesoq

ISeUIWBIUOY ISESI|BWIUlA|
180j0uya] ueleldd ‘v

Jodsya j}njun usuedeased
180j0uya] ueiesad ‘¢

Sunyadsoudoig

uejeejuewsad Injejsw

1d0d 18ojouya] usauodwoy
ueyiequad uep ueidjesad ‘¢

wipy! ueyeqnJaad judepe uesiy

uep JynJaf 1synpoud 13ojoua]

‘lewndogns ueye| Ip e38uew

eAepipnq uep yenqJiaq

esew Sueluediadwaw
180jouya] ueijesad T

yesow Suemeq usued

eased uep ‘usued ‘eAepipnq

Isesiueaw (japow ‘ednojoud)
130jouye) uelDeIad ‘G

sisauagonquw3

JJBWOS IN|EeJ3IA UeyiuagJad
180j0uya] uelelad ‘v
1dOd 180jouya] uedjesdd ‘g

yeJa|N Suemeg

yluag uedwis eAeq uep

nINA bilegsadwa ynaun
eAepipng 13ojouya] ueuyesad ‘¢

ueduny8ul

yeweu uep |ewndo gns ueye
eped | 1d I8ojouya| uemsesdd T

3N1un "33 oueu Isejuaws|dwii
B149S ‘9ged |ISey 1nsns
ueueyauad uep Jedas uedwis
eAep uejey3ujuad 13ojouya |
‘{leqed uaued eased uep ‘usued
‘eAepipnq Isesiueyaw ([spow
‘adnojoud) 91 ueinjelad
yequi| uejeejuewad uep Je3as
ISWNSUOY| 3N1Un leqed essewolq
uee|o|93uad )93 ueielad
wipy! ueyeqnJaad isedispue
nun 1dHd 180j0u3a) uelyelad
ueduny8ul

yewed uep jewndogns ueye|
eped | | 4 130jou3) ueesad

eanljnyuJoy
13ojouy|a} Isenoul
eAuueyieejuewiqg

{ueluead IseAoul
uep 13o0jouxal eAuelpasia|

1d0
ueyey SueA eAuule| si8aiess
eJn3njoy uep uesLy
‘e38uen nJar selaliep
ueylequad uep ueidjesad ‘¢
uawnsuoy IsuaJayasd ueduap
1ensas 3ueA eAuule| si3aiea1s
2JN3|NY1JOY UBp UeSL)|
‘e33ue nJof seraliep
ueylequad uep ueidjesad ‘T
eAuuieq einynynoH Sules
eAeq ueiey3uiuad Sunynpua|n

1d0 depeyJa) ueyey
yeJa|N Suemeg gnA ueidjesad ‘g
yeseg wipy| depeysa
jndepy yess\ Suemeg
gNA uejleqiad uep ueielsad T
yesaN Suemeg Isynpodd
uep edueH Isesl|iqeis Sun)ynpusin

1d0 depeyua)

ueye] 1eqed gNA ueijelsd
183u1] |1seH eAeq

EpLIGIH leqe) gNA ueletsad
jpoiqe

uep ypoiq uedunydul] ueweyad
ueJsjo] 1eqed gNA Ueielad

age) IsyNpoid
uep e8iey Isesi|igeis Sunynpusin

eJnljnyuJoH ueweue] ueuequiaduad uep uenijauad si§a1elis ueleiSay

eJnyjnyuJoH ueduequiaduad uep uenl|auad si3ajedls uejelday 'S8T |29eL

eanyjnyuJoy
130|0uUx31 IseAouU|
eAuueyjieejuewiq

‘nueq [n33un uopyj/injed
uep selalien eAuelpasia]

weJido.id ueseses

c
8
[
O
b5
a
c
o]
2
[o]
£
[}
2
e
§
T
c
S
=
3
3
a
c
O
3
o
0
(75
—




3
>
()

o<

3

8

<))

~

()

o\

[T

~

(=)

N
=

.0
5
5

Q.
S
&
©

Q
§
S

a
5

©

c

K]

5

©

)

Q.
3

o
T

a4

B
Qo
%
S

(%)
()
S
Q
<
()

o<

uep ynpoud ueieydyuiusd
Sunynpusaw ‘yeAe|im
uejuepad ueun3uequwad
uexeligay sislleuy ¢
eJnynjuJoH
Se}powo) yequwe] IejiN
uep uies eAeq ueiey3ulua|n
wejeq le|IN lejuey sisileuy ‘¢
1ue}ad ueesalyelasay
ueley3uluad sisequag dnJar
ueseme) ueduequwaduad
ueeligay sisileuy T

130jouya] udueqwaduad

3adsoud uep 1suaisyj ueiley ‘v

[ewndo qns
ueyeq Ip uelny wisnin eped
yess\ Suemeg nieg Isynpo.d
eJ3uas ueSuequaduad
ejepua)| uep yadsold ‘€
yesan
Suemeg e3ueH ueyosed
Isesl|iqels uexeliga) sisijeuy ‘g
yeJa|\ Suemeg
siga1eJ1S Selpowoy 30oIN0 T

|ISeH 1nsnS
uep uedw|s eAeq ueiey3uluad
130jou3] uSueqwaduad
Jadsoud uep Isuaisyj ueiley
lewndo
qns ueyet Ip leqe) nieg
ISYNPO.d eJ3uas ueduequaduad
ejepuay uep yadsold €
leqe) eSJieH uep ueyosed
Isesi|iqels uexeligay sisijeuy ¢
leqe)
siga1e.1S SelpowWo) 300IN0 T

yesaep
ue|n38un ean3yjny 140y selpowoy|
siseqJaq 1se) 0| juisads Lisnpulolq
uejuepad [9pow ueduequaduad

yesow Suemeq
siseqJaq Isexo| yyisads Lisnpulolq
uejuepad [9pow ueduequaduad

leqed ueweue)
sIseqJaq Isexo| yyisads Lisnpulolq
uejuepad [9pow ueSuequaduad

Jle uep wipjl ‘edey ‘ueye)
eAepsaquns uee|oja8uad
130j0uxa1 UBIjRURd L
yesaep ue|n3sun esnynyjuaoy
selipowoy 13ojouya)
usuodwoy uelesad 9
eAuyequil| ueleejuewad e3u3s
sidoJy yenq ueyejo3uad uep
Je3as ueuedueuad [Sojouya] ‘g
eAuujeq eanynynoH Sules
eAeq ueie)3ujuad Sunynpusiy

Jle uep wipjl ‘edey ‘veye|

eAepiaquns uee|oja8uad
180j0uy®) ueleIDd ‘L

ediey Isesl|iqels

Sunjynpusw yessaw Suemeq

Isnpoud esauas yeAe|im

eped Iseyo| yuyisad 13ojouxal

usuodwoy ueiesad 9

yes|A Suemeg Isynpoud
uep eSuey Isesl|ige1s Sunynpusn

Jle uep wipjl ‘edey

‘ueye| eAepiaquins ueejoja8uad
130jouya)1 ueeIRd L

eduey Isesi|iqels Sunjynpusw

leqed Is)npoJd eJjuas

yeAe|im eped i1sey o] yyisads
)91 usuodwod| ueipjesad ‘9

yequwi| ueue3ueuad

uep ueduny8ul| yewes uesewa)|
9ge) Is}npoJd
uep eSJey Isesl|igels Sunynpusn

eJnyNyuJoH ueweue] ueguequiaduad uep uenijPuad SiSa1e.is ueleisay

ueluenad
ueun8uequwad ueyeliqay
ISepuawodaJ eAUBIDISIDI
einyjnyaoy — |
130|0uX91 IseAouUl
eAuueyieejuewiq
‘isenou] ueSuequiaduad
1apow eAueipasial ‘g
einyjnyjuoy — |
130|0uX91 IseAouUl
eAuueyieejuewiq

weudoud ueseses

(o))
n
-—
c
9
IS
2
e
c
o]
2
(o]
£
o
2
&
c
(<]
T
c
i)
=
2
e
c
(¢]
E




=
R
N
S
3

1Se)0| Jaquins yruaq IsynpoJd wejep
Jylsads IseAoul ISeUIWSIpP Sddn seysedey ueiey3uiuad "9
uejuelsad seaoul 9polaw ueduequaduad °§ ISe)0| Jyisads I1seaou|
ueSuequwaduad |spow-[spow 't uejuepad |seaoul ISeUIWs|p apoldw ‘quiaduad 'S
eJnjjnyJoy ueweuel ue3ueqwaduad |opow-[spow ‘{ uejuepad
)91 3nun ueeyeisndiad yesaw Suemeq IseAoul ‘quiaduad [spow-japow ‘f
1S)9]03] ueeipaAuad ‘€ )91 3n3un ueeyeisndiad 9ged 33 yniun ueeyeisndiad
eJnynjuJoy 1S)9]03 ueelpaAuad ‘€ 1)9]0% ueelpaAuad ‘¢ eJnynyuJoy
ueweue} "}a} IseAoul yesaw Suemeq "33 ISeAouUl 90/ed ")a1 IseAoul 130j0ux a1 IseAou|
ISBUIWSSIP 1493BW ISYNPOId ‘T ISBUIWSSIP 1J91BW IS)YNPOoId ¢ ISBUIWSSIP 1491BW IS)NPOoId ¢ eAuuejieejuewiq
SIUOJIP3[D Uep Ye1ad elpsw SIU0J1Y 3| Uep ) e1ad SINETE] uejuelad Iseaoul
INjejSW eJnyjnyuJoy ueweuey eIpsw Injejsw yesaw Suemeq uep ye13d eipaw Injejsw jnpoud eAuisnquiisipaal
93 Iseyignd ueyiquausd T 91 1seyignd ueyiqiauad ‘T | 99ed 93 Iseyignd ueygiauad T uep e|pasial g
wipy|| ueyeqgn.ad
e13S d1QS ueejoja8uad
uep ue3ueqwaduad
ueyefigay sIsajuIs uep sisijleuy ‘9
yesaw Suemeq selnnpoud wip|| ueyeqniad
uep ynpoJd ueiexydyuiuad e13s d1as uee|oja8uad
wipy| ueyeqnuad Sunjnpusw ‘yeAejim uep ue3ueqwaduad
e13S 41QS uee|oja8uad uejuepad ueungueqwad ueyefigay SISajuIS uep sisijleuy ‘9
uep uedueqwaduad ueyeligay sisijeuy °g 1eged seyapnpoud
ueyeligay SISe1uIS uep SIsijeuy ‘i ueinfue|ay.ag uep ynposd ueieydyuiuad

yeuaep
uen33un Auuej| eanynyu4ioy
Sejpowoy| selAnpoad

eAuujeq ednynynoH Sules
eAeq ueiey3uiuad Sunynpua|

yesa|\ Suemeg ueelpaduad
Sunynpus |ISeH 3nsng
uep uedwis eAeq ueiey3ujuad

yesa\ Suemegq 1s)npo.d

uep e3uey Ise

ge1s Sunynpusin

Sunjnpusw ‘yeAejim
uejuepad ueun3uequwad

ueefigay sisijeuy ‘g

9QE€) Isynpoid
uep e3ueH Isesi|igeis Sun)ynpusin

elnynyuJoH ueweue] ueuequiaduad uep uenijauad siaielis ueleiSay

welido.ud ueseses

c
8
[
O
b5
a
c
o]
2
[o]
£
[}
2
e
§
T
c
S
=
3
3
a
c
O
3
o
o
©
—




)
>
()

o<

3

8

)

~

S

o\

[T

~

S

N
=

A
S
5

a
S
&
©

Q
S
s

a
S

©

c

.©

5

©

5

Q.
3

o
T

a4

2
Qn
%
S

(V)
()
8
Q
<
()

o<

eAuule|

Ngg |iseySuad ueweuey
SE}3lIBA UBIDIBIDd T

ueuns
1JIWIY| Selalen ueipedad T

Ngg eipaAuad ueungaysad
ueweuel gNA ueyelad

Nadg

eipaAuad ueeungsyad ueweuel
1snpoud uejex3uiuad Sunynpusiy

138un sejoud e3snqou
uep Ajerdads eyigese
1doy| “JeA ueelad ‘€
‘ddg ueJs|o}
epe7 "JeA UelDetad ‘¢
‘asn/yad
ueye} 133un sejoud
oey[ey "JeA UBIDeIdd T

‘138upy Sules eAepiaq

yequwey lejiuiaq SueA ueungaysad
ueweuel gnA ueiedad

Suies

eAepuaq ueunqgay4ad ueweue]
)NpoJd ueieyduluad Sunjynpusin

yeseq wipj!
ueJa|o} 138u uswapual
uep seyANpold ngay
|n83un sejalieA ueipesad ‘g
ueduany
ueJsa|01 138uy uswapual
uep selANpold ngsy
|n88un seislieA ueipjesad T
138un
uawiapuaJs uep senAnpousd
ngal [n83un sejsleA ueljetad

e|ng
npoJd ueiey3uiusad Sunynpus|p

ueungaylad ueweue| ueduequaguad Uep ueni|auad sigaielis ueleigay

‘nieq |n33un uopy/injed
uep sejalen eAuelpasial T

ueungay4ad ueweue)

130joux 3} IseAoul

eAuueyieejuewiq

ueungayJad ueweue] ueduequaduad uep ueni|auad si3aleis ueleiday €8T |9gel

d1as Isew.oju|

w?o3sIS ueSuequiaduad
‘I13ojouya3 ueduidwepuad
ISeX0|

jyisads ISeAoul ISeUIWaSIp
9polsw uedueqwaduad

eAuujeq ednynynoH Sules
eAeq ueiey3uiuad Sunynpua|p

yesow Suemeq 1auad e19d
d1as IsewLioju]

w?ajlsis ueSueqwaduad
130jouy|a3 ueuidwepuad
‘yesaw Suemeq

Jagquwins yluaq 1synpoud wejep

9

Sddn seysedey uejey3uiusd

yesaN Suemeg 1synpo.d
uep edieH Isesi|igeis Sun)ynpusin

9qed y1auas e1ad

d1ds Isew.ojui

w?alsIs ueduequaduad

N

ue3uidwepuad 1 ‘leqed gnA

8

L

9ge) Is3npoid
uep edueH Isesl|igeis Sun)ynpusin

eJnynyuJoH ueweue] ueuequiaduad uep uenijauad siaielis ueleiSay

weJido.ud ueseses

-—
({o]
-—
c
9
IS
2
e
5
2
(o]
£
o
2
&
c
(<]
T
c
i)
=
2
e
5
E




=
R
N
S
3

Ngg eipaAuad ueungaysad
ueweue} Isynpoud
uejeysuiuad Sunynpusw
1sey0| duyisad |3ojouxal
usuodwoy ueidjesad ‘v
Ndd
ueweue) usued edsed
uep uaued ‘eAepipnq
IsesjueydwW (jopow
‘adA10104d) 130j0UND| '€
eley
uep ueye| uee|oja3uad ‘¢
ninw.aq
Jaquins yluaq ueeipaAusd T
Ngg ueweues }njun uaued
eased uep eAepipng 13ojouya}
uelnjesad uep ueyieqiad

yesaep uen33un

Suies eAepiaq ueungayad
ueweuey Isynpoud
uejey3uiuad Sunynpuaw
1seyo| yuyisad 13ojouxal
usuodwoy ueinjelad
sasoud

130j0u?] uey1eqiad
eweln 1peAusd

uep ewey uejjepusaduad
ninwJaq

Jaquins yluaq ueeipaAuad
Suies eAep uep yequey
1e[lu ueyiey3ujusw

3njun usued eased

uep eAepipnq 13ojouy|23
uelpjesad uep ueyieqdad

)euJal-nga} Isea3aiu|

Nnqa3 ynpoud Isexyisianld
ngaj} usued

edsed uep uaued ‘eAepipnq
Isesiueyaw ([apow
‘adA1010ud) 130j0UND |
ewein eAuad

uep ewey uejjepusaduad
J9sodwoyep

uep peAey yndnd isejnw.o4
uedupef

Jn1ny Injejsaw ninwuaq
Jaquins yluaq ueeipaduad

T

ueduayd)
ueJa|03 nga1 eAepipng 130jouya1
uejnjesad uep ueyieq.ad

ueungayJad ueweue}
ISojouy|} Iseaoul
eAuuejeejuewiq

‘uejueliad Iseaoul
uep 130|oux 23 eAue|pasia]

Ndd
eipaAuad ueeungaytad ueweue)
Isynpoud ueiey3uiuad Sunynpua|n

1eq0

UBWEUER] JBA UBYRID(
1IMES SB131IBA Ul EIDd
ewen

1eAuad ueyes yiusdsuesy
We|iu "JeA ueljetad

‘dvr

ueye) 1aJey ‘JeA ueyyelad

3ules

eAepiaq ueungayJiad ueweue|
1SYNPoJd ueiey3uiusd Sunynpus|n

ISeX0|

Nyisads |n33un uopy 1539|935
Suiey ueyey 138un
eso.ns Jepey| yiuadsuely
N3} SelalJeA ueyyelad

ueungayJad ueweue] ue§uequaduad uep uenijuad si§aie1s uelei3a)y|

e|ng
1SYNpPoJd ueiey3uiuad Sunynpus|in

weJido.id ueseses

c
8
[
O
b5
a
c
o]
2
[o]
£
[}
2
e
§
T
c
S
=
3
3
a
c
O
3
o
N
©
—




3
>
()

o<

3

8

<))

~

()

o\

[T

~

(=)

N
=

.0
5
5

Q.
S
&
©

Q
§
S

a
5

©

c

K]

5

©

)

Q.
3

o
T

a4

B
Qo
%
S

(%)
()
S
Q
<
()

o<

Ngg ueeipaAuad
Sunynpusw ynun
ueyeuJtapad-ueungayad
ueweuey |sel391ul
siseqJaq Ise)o| yuyisads
13snpulolq uejuepad
|[9pow uedueqwaduad ‘T
|eo| eAepJaquins siseqJaq
ueungaJad ueweue] Lsnpulolq
uejuepad [gpow ueduequiaduad

yedsoep uendsun
ueunga}4ad selpowoy
siseqJaq 1Sex 0| Jyisads
lisnpuiolq uejueypsd
|9pow ueSueqwaduad T
|eo| eAepJaguins siseqJaq
ueUNQaX49d UBWEUE] LIIShpulolq
uejuepad [9pow ueSuequaduad

nga1 siseqJaq Ise)o| yyisads
143snpuiolq uejueyad
|9pow ueSueqwaduad T
|exo| eAepiaquins
siseqJag ueungayJad
ueweue} 13snpulolq uejueyad
|9pow uedueqwaduad

eAuyequi| uejeejuewsad
uep Ngg |i1seySuad
ueweue} ssewoliq
1SJ9AU0Y| uep ‘ueyejoSuad
‘ueue8ueuad |3ojouyal 9
Nad
uesemey ueduequaduad
d1as |eisedsoad sisijeue
uep IsewJojul ueunsnAuad °g
Nag
eipaAuad ueeungay4ad ueweuel
Isnpoud ueiey3uiusad Sunynpua|n

si3a1ea3s
ueungay4ad ueweue}
yequwi| ueue3ueuad
uep Ynpoud 1Sex)LISIDAIP
‘uaued eased 18ojou)al 9
oeyey ueseme)
ueSuequwaduad )njun
d1as |eisedsoad sisijeue
uep IsewJojul ueunsnAusad °g
Suies
eAepJaq ueungayJad ueweue]

IS)npoud ueieysuiuad Sunynpuaip

nges} yequij Liep joueyisoliq
Isynpo.d uep ‘eAuule|
ueweue)l uep nga3 lep Jied
e|nd uep spewizus |eisiy
e|n8 isynpoJad |Sojouyal ‘6
nga3} uesemed|
ue3uequwaduad yniun
d1as |eisedsoad sisijeue
uep IsewJojul ueunsnAusad ‘g
wip|l ueyeqniad exiweulp
Isedispue uep nga3 IsynpoJd
eJ3uas yeAejim eped sey0|
yisad 1Sojouyal usuodwoy
ueyieqJad uep ueipjedad ‘L

e|ng
1SYNP0o.d ueiey3ulusd Sun)ynpus|A

ueungayJad ueweue| ueduequiaguad Uep uenijauad sigaielis ueleigay

‘{isenou] ue3uequaduad

1I9pow eAuRIDASIDI €
ueungayJad ueweue} |

180j0uy a1 IseAoul
eAuueyieejuewiq

™
({o]
-—
c
9
IS
2
e
c
o]
2
(o]
£
o
2
&
c
(<]
T
c
i)
=
2
e
c
(¢]
E




Ndd
eipaAuad ueungaytad uey
Isynpo.d ueseligay sisijeuy T

yeJsep uendsdun ueungayad
ueweuey |synpoud
ueley3ujuad uejedeouad
Sunynpusw ‘yeAejim
uejuenad ueun3uequwad
ueeligay sisijeuy °g
oeyey 18ojouya ]
I1seAou| Isdopy ueledaduad
eAedn uep ejepuay uelle) 't
BIS9UOpPU| OB B ISYNPO.d
depeysa] Jodw| uep Jodsy3
ueyefigay lwouoy] jedweq ‘¢
1IMES UBP OB)lE)Y SBIPOWO))|
Suies eAeq uep 1snpoud
ueieyduiuad ueyeligay ¢
1IMES uep oeye)|
siga1eJ1S selpowoy 3ooin0 T

wipf| ueyeqgn.ad

e113s 41QS uee|oja8uad

uep ue3ueqwaduad

ueefigay SISauIS uep Sisijeuy
nga;} I1synpoJd

uejey3uiuad ueledesuad
Sunynpusaw ‘yeAe;im
uejuepad ueun3ueqwad
uexeliga) sisljeuy

‘e|n Is)npoid uep gnA Isdopy
ueley)3uluad SuoJopua|n welep
edueH juuasu| ueyeligay uelley
|euoiseN NQa] ejno Lisnpu|
ueSueqwiaduad Sun)ynpuan
uese3d3uy uep weidoud

1343u1s uexeligay uelley

emef Jen Ip nga} uIsnpulosse
ue3uequwaduad yadsoud ueiley
e|no/ngaL

S1891e41S Se}powoy 30030

ueungayJad ueweue)
180j0uy 31 IseAoul

eAuueyieejuewiq
UEUINSUEYWIU UEENYD)

IsepuawoyaJ eAuelpasia]

d1as |eisedsoad sisijeue
uep IsewJojul ueunsnAuad g

Nad

8ules

eAeplag ueungayJad ueweue| e|ng
IS)Npoud ueieysujuad Sunynpuaiy

eipaAuad ueeungaytad ueweuel
weuSo.d ueseses

=
=
a
W 1npoJd ueiey3uiuad Sunynpus|n  ISYNpPodd ueley3ulusd Sunynpusin

ueungeaJod ueweue | mechE uoad uep uenljsuad SI391e41S uelel3ay

c
e}
5
5
[
c
o]
2
[o]
£
()
2
&
5
©
c
S
=
@
y
Q
c
(¢]
3
(-]
<t
({]
-—




epueuad uejeun38usaw |eyo| Suojod
ides undwna uein33unay Ise)ynuap| °q
|euiSiew uexed jndepe Od Ides unjeny ‘e
‘leuifsew
ueyed jndepe |des unjed uexniusqwiad ¢

95 X¥-dNX uep S5 T-gNM eulaq Jnjes °q
yund |suss uep nge |suas uejuelinjey ‘e
Jeusal eyaue uep se33un
eusal |n88un Junjed ueynjuaquiad ‘T
eAuule|
Sui8ep 1Synpoud ueleyduluad Sun)ynpusin

‘nieq |n338un uopy/injes
uep sejalien eAuelpasia] T
ides Suidep 1synpoud ueiey3uiuad Sunynpusaiy uexeusalad 1ojouya1
Isenoul eAuueyleejuewiq

ueyeuJalad ueduequaduad uep uenl|audd s18931e.iS uelel3oy

ueyeula1ad ueSuequasuad uep uenljauad sigales1s ueieiday QT |agel

Ngg eipaAuad

ueungay4ad ueweue)

130|0uya3 yn1un ueeyeisndiad
1S)9]0Y ueelpaAuad ‘€

Ngg eipaAuad ueungaysad

ueweue} |30|o0uy|3} ISeAOU!
ISBUIWISIP 1491BW ISHNPOId T

SIUOJP3|D Uep X e1ad

elpaw Injejow Ngg elpaiuad

ueunga4ad ueweue}
13ojouya} Iseylgnd uejiqiauad ‘T

n
©
-—
c
9
c
2
e
5
2
[o]
£
o
2
e
c
(¢]
T
c
i)
=
2
e
5
E

ueungay4ad ueweue}

)91 3njun ueeyeisndiad
153903 ueelpaAuad ‘€

ueungaJad

ueweue} "33} ISeAouU|
ISBUIWISIP 149JBW ISYNPOId T

SIUOJPI3[S UBp > e3D elpaw

INjejdw ueungayJad ueweuey
91 Isexjliqnd uejquauad T

ngal I13ojouxa}

3niun ueeyeisnd.ad
1S}9]03 ueelpaAuad ‘€

nga} 31 ISeAoul
ISBUIWSSIP [491BW ISYNPOId T

S|uoJ| 3| uep

3e392 BIpaW INjejaw Nga}

3
>
()

o<

3

8

)

~

S

o\

[T

~

S

N
=

A
S
5

a
S
&
©

Q
S
s

a
S

©

c

.©

5

©

5

Q.
3

o
T

a4

2
Qn
%
S

(V)
()
8
Q
<
()

o<

Ngg eipaAuad ueungaysad
ueweue} Iseaoul ynpoud
eAuisnqliisipJa) uep e|pasta|
Nag

eipaAuad ueeungay4ad ueweue)

Isynpoud ueiey3uiusd Sunynpua|n

Suies eAepiaq ueungayad
ueweue} |seaoul ynpo.d
eAuisnqLi3sipJal uep e|pasIa |
3ules

eAepJaq ueungsyJad ueweue]
3NpPo.id ueiey3uiuad Sunynpusian

93 Iseyljgnd uenqgiauad T
nga3 Iseaoul ynpo.d
eAuisnqJ3sipla} uep eipasia]

e|n3
1SYNPoJd ueiey3uiusd Sunynpus|in

ueungayJad ueweue] ueduequaduad uep ueni|auad si3a1e41S uelei3a)

uejuenad isenoul
jynpoud eAuisnquiisipaal

uep eipasia] ‘9

ueungay4ad ueweue)
130|0uX3} IseAou|

eAuueyieejuewiq




=
R
N
S
3

(9as 1s33]0%

uep 1seso|ds)a ‘dNS edJe ‘Suipasuqul
UBUNJINU3J) UeelNwad 13ojouy)a] °q

‘(ueynquii uexed

‘wn8ioys uep ngal Suidwes ynpoud

wnsued ‘4nfa1 Isynpoud/iahe| uep Jjamou3

BSEW OU|WEe wese ueyningay ‘@seajoud

uep aseJplyoqJey wizus IsynpoJd) (199
e|sueujwni uep se33un ueyed 13ojouya] ‘e
(3eussn exaue uep se33un ‘199
eisueuiwnJ) buriaauibuaolq uep aaualdsolq
SISeqJaq J2UlI919A uep ueyeusslad

130j0ux91 ueedad uep ueyieqsad ‘T

(eqouyiw
Bue Jipje uesewsy| ‘Jueasasasdolg)
ue3ued ueueweay I3ojoudal °p

(npisa4 uep 1eqo ‘UISyeA
“yusoudelp 1ex)3uetaq) Jaulu1a 18ojouNa
(ueSunungay 1uIp IS%333p ‘dNS B3JeIN)
Isnpo.day uep ueelnwad I3ojouya) ‘q
(31oigaud ‘paaf
319/dwol ‘ueyngqui ueyed) ueyed i18ojouya ‘e
‘buriaauibuaolq uep
32U312501q SISeqJaq JaUlIdIDA uep ueyeulalad
130jouya) ueinjedad uep ueyieqiad ‘|

ueyeusalad 130jouy|a}
IseAoul eAuueyjeejuewiq
‘ueluenad Iseaoul

uep 13ojouya) eAue|pasia ]

C

[e07 Suiquiey| juausn
eAe@ Jaquing 15y9]0y uep IseJo|ds)y3 ‘p
X10J4D) "1S UBP 1NJeS BqUIOP NS X3 ISY3|0) I

esades uep

JdXNY undwny uedejuewsad uep % 0T >
ueueweSeuay ‘ esodes uep XNV Jeusal ‘q
|n88un Suiquwiey ueyniusquiad ‘e

|1293] eISUBUIWNI
3eudal |n33un unjed ueyniusaqwiad ‘¢

MZN Ise[ndod uep €1vny 1puld) ‘(€4)
aul| 9jew ejAH ‘(€4) aul| 9jewa) 3|0dAH p

G4 1esofo|n uep

olqe|y 31| Sdo uesed uaisya Jnjeg uojey 2

eAuuie)

Sui8ep 1s)npoud ueieyduiusd Sunynpusin
ueyeutalad ueduequaduad uep ueni|auad sia3es1s ueiei3a))

eqynJssiaq 1d1 yluaq

e13s ueejeqwad3uad Sueped 130|jouya ]
uep |ewndo-gns ueye| uess|ol 1dl 'q

1eny SueA ef1ay e3euay uep ‘uaisya

SueA ueyed usuinu uejeejuewad ‘eped

uedui3epJsad :uejn88unay ueduap ‘ljeg uep
0Od Ides esejue ueduejisiad nieq undwny ‘e

walsisoya043e yuisads |41

uep eAuure| ides yeutal uedesey/|n33un
selaleA/in(ed ueyniuaquiad ‘¢
USWINSUOY ISU3J34ad %3 Jesed Isejjeuy

Isynpoadau uep ‘1seidepe

‘ueynquinyuad 1eyIs 1.9} 3Ny 30w

ides 8ui8ep 1S)npo.id ueiey3uiuad Sunynpusin

weJsdoud ueseses

c
8
[
O
b5
a
c
o]
2
[o]
£
[}
2
e
§
T
c
S
=
3
3
a
c
O
3
o
©
©
—




3
>
(]

o

G

8

)}

~

S

o\

[T

~

S

N
=

A
S
5

a
S
&
©

Q
S
3

a
S

©

c

.©

5

©

5

a
3

o
T

aQ

2
Qn
%
S

(%)
()
8
Q
=
()

oc

eAuuie| Sui3ep ueyejo8uad
uep uelomeduad ‘veuedueuad 13ojoudd] ‘¥
eAuie| ui3ep 1synpoud ueieyduiuad
Sunjynpuaw yesaep uein33un ueyeusalad
130j0uxa1 usuodwoy judepe uelfe)3usad ‘€
1se0] yyisads
ueyeusa1ad eAeipng 180j0u) uelDRIDd T
yeJaep uen3dun ueyeutalad
)91 usuodwoy jndepe uelfe)duad ‘p
(uemay 1eAuad uejjepusduad
uep ‘13oj01wapIds ISewIoUl ‘UBMBY

10O UBP UISYBA) J3ULI9IAA IS0jouNa] D

eAuuie|
3ui8ep Isynpo.d ueleysduiuad Sun)ynpusin

d1as
|eisedsoas sisijeue uep IsewJojul ueunsnAuad ‘y

1Se)0| Jyisads
ueyeusalad eAepipng 130jouya) uelNeIDd €

ISUINOJd /T IP Yopjads

ueyeulalad eAepipng 130jouxal uelyedad 4
ue3ued epequasems
uejedeouad Sunynpusaw uelny yepel
yemes ueye| Ip jeutal-ueweue) |sedganul

w?alsis eped uogJey| eIeJDU ISeWIOU| D
Neusa|
SeUANPO.d ueleySuluad Sunynpusipy
ueSuequeliad seyag Jejuelda]

ueyeT Isewep|ay 180jouya3 Uuep e3dd ‘P
JNeuss|
uenefiH ueweue} ueye| uee|oja8uad

ISEPUSWOY . UBP UBYE| UBIENSDSDY B19d D
143snNpuioJdy

uep uelueldd yequwy ISI9AUOY JoBe4 °q
JeuJa] eped eaey yewny

seo |se3ni\ uep iserdepy Is)y wes3old ‘e

‘w1 ueyeqnuad

Isedisnue ynjun [3ojouyal ueidesad ‘g

Hjo|yads 1des ueyeusslad

)93 usuodwoy judepe uelfe3uad 4
(andwnu ‘@wngs|)

Jeula] ueyed ueweue] 13ojouya] 9

1des uiSep 1S)npoid ueiey3uiuad Sunynpua|p

ueyeusalad ueduequiaduad uep ueni|auad si8a1elis ueie|3a))

weJ304d ueleses

[
©
-—
c
9
c
2
e
8
2
o]
£
[}
2
e
c
(o]
©
c
i)
=
2
e
c
(5]
§




=
R
N
S
3

|eissawoy uesed3uniad eAep
Jaquins uey-jewndodusw ueyefigay )
ISeAoUl siseqJaq
|exo] sed3un ue3ueqwaduad ueyefigay °a
uese33uniad ue3ueqwaduad ueyeligay ‘p
Jodsya Isejusiio equiop /3ulquiey
ue3ueqwa3uad ueduap jiexJa3 uedeligay 2
Suiquwey uep equiop SuiSep IswnNsuoy|
uep I1synpoud ueiey3uiuad ueyeligay °q
[e30]
eAepiaquins ueyieejuewsw ueguap
Suelued ey38ue( [euoiseu ueyeusalad
ueun3ueqwad weu3oud ueyefigay ‘e
*19UII919A Uep
ueyeusalad ueSuequiaduad juedispue
uep jisuodsau ueyefigay sisljeuy ‘T

Jpinpo.d eunag Ides
ueSuojowad uejaus|n uexeligay sisijeuy 4
eissuopu| Ip umes ides |seu3aju|
weJidold ueSueqwaduad ueiedaduad
eAedn uep ejepua) Iwouoy] |eisos uelley ‘3
1des Sui8e( sI391e41S SepowWOo)| Joo|ANO ‘p
eissuopu] 1p ides yeuss]
ue3ue3epaad uep IS}npoid ueieyduiuad
ueyefigay elssury uep isuaisyj ueifey -2
8uoiod
1des 3q1q 4oaquns yeAeip ueSuequiaduad
1se|si3a7 1seyuawa|dw| Sun)ynpusiA
Yeusay uenqiquad ejod uelley °q
Sui8eq 1sNpo.d ueiey3uiuad Sunjynpusin
ueyeusalad Misnpu| ueueqwiaduad ueifey ‘e
ueyeusalad lisnpujose
ue3uequwaduad ueyefiga) sisijleuy T

|exo| eAepiaquins siseqdaq yeulal
1asnpuiolq uejuenad [9pow ueduequiaduad ‘T

|ex 0| eAepiaquins sisequaq yeulal
13snpuiolq uejuepad [9pow uedueqwaduad ‘g
3euJal-ueweue)
1seJ893u| walsiS uedueqwaduad [9POIN ‘T

ueyeusalad |Sojouya}
IseAoul eAuuesieejuewiq

‘uejueiad

uejeusalad 1Sojousy ¥

IseAoul eAuueyieejuewiq

‘Isenou) ueSuequiaduad
[9pow eAuelpasia]

€

eAuuie|
Sui8ep 1s)npoud ueiey8uiusd Sunynpusin

ueyed |s)nposdwad |sesiueysaw
(]opow ‘ednoloud) 13ojoudel ueijesad “/
ueyed yeoeauad ey I3ojouxal ‘9

ides Sui8ep ueyejo3uad
uep uelame3uad ‘ueuedueuad 13ojouya] G

ides Sui8ep 1snpoJid ueiey3uiusd Sun)ynpusin

ueyeusalad ueduequaduad uep ueni|auad sia3esis ueiei3a))

weJlgoud ueieses

c
k]
[
S
b5
a
c
S
2
S
£
[}
2
e
5
]
c
8
=
)
3
a
c
5
3
o
0
({o]
=




3
>
()

o<

3

8

)

~

S

o\

[T

~

S

N
=

A
S
5

a
S
&
©

Q
S
s

a
S

©

c

.©

5

©

5

Q.
3

o
T

a4

2
Qn
%
S

(V)
()
8
Q
<
()

o<

luemay
uia104d Jaquins npoud usuededsed
ISeAou| ueyellgay| ISepuswoddy ‘€
jJuemay u1aioJd |SwNsuoy
1SeyyISIaAIp ueledadsad ueyeligay
|exo| eAep Jaquins
uejeejuewsad |sesijewndo injejsw
luemay ua1oud Iswnsuoy| ueyieysuluaw
uep ueyjjiseydusw ueyeligay °q
nsns uep 1des 3uidep
ule|as euual ynpoud isynposd uep
Iswnsuoy| ueyieysulusw yniun ueyeligay ‘e
luemay uiaio4d ueejpaiuad uep
IsynpoJd ueley3uiuad |WoOUOYD |elsos uelfey
8un8e[ sisequaq
eudal ueyed yusido| wnsis uelfey 8

eAuule|
3uidep 1s)Npoud ueieydulusad Sunynpusin

ides usuedeased
ISeAOU| ueyeligay ISepuswoddy ‘9
wip|| ueyeqnuad epas
d1as uee|oja3uad uep ueSuequaduad
ueyefigay| SISauIS uep sisljeuy g
neq.ay
uep ides Suidep 1synpo.d ueiey3ujuad
Sunjynpusw yeAe|im uejueysad
ueun3uequwad ueyefigay sisijeuy ‘v
1dl uep
ueyeuJaiad ueSuequiaduad ueyele 194 €
Hmes ueungay4ad ueduap I1Sea3a3ulia}
ides ue3ueqwaduad uejedadsad ueyefigay
eAuueye|o jnpoud uep emer Jen|
1p yesad 1des ueSuequiaduad ueyeligay °q
1Mes
ede|ay ueungayJad uedusp Ise333ulIa]
ides ueSueqwia8uad wei3oud ueyeligay ‘e
*J9UIIBISA uep ueyeulalad uedueqwaduad
jnedispue uep jisuodsau ueyeligay sisljeuy
Jeusa
uep nga Ised3aju| lWOUOX T [elsos uelley -y
1198aN
wejeq |des yeua] 143snpuj ueSuequwiayad
depey.a 1des uejnpuj uep

uejexeg 1des Jodw| ueyeligay yedweqg '8

1des SuiSep 1S)npoid ueiey3uiuad Sunynpusin

ueyeultalad uedueqwaduad uep ueni|auad si8a31es1s ueiei3a))

weJgoud ueleses

(=2
©
-—
c
9
c
2
e
5
2
[o]
£
o
2
e
c
(¢]
T
c
i)
=
2
e
5
E




LAMPIRAN

eAuuie|
Sui8ep 1snpoud ueieyduiusad Sunynpusin ides Sui3ep 1s}npo.d ueiey3uiuad Sun)ynpusin
ueyeuJalad uedueqwiaduad uep ueni|auad sidalelis ueiei3a)

weldoud ueleses

1 70 | Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian




Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
JI. Ragunan Neo. 29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Silus Web : www lilbang.perfanian.go.id

email s info@itbang.pertanian.go.id, program@iitbang.pertanian.go.id

lelp :02] - 7806202




	Renstra Balitbangtan revisi II.pdf
	Renstra2015-2019 Edisi Revisi II_2018 ok (2).pdf
	cover renstra

	halaman ttd



